
5. Undang ...

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor
6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman
pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
perlu mengatur Pedoman Pengelolaan risiko di Lingkungan
Pemerintah Kota Langsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota ten tang Pedoman Pengelolaan risiko di Lingkungan
Pemerintah Kota Langsa;
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Pemerin tab ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 127, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintab Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi



10. Reviu ...

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PO adalah unsur

pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah
unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan
Risiko.

6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

7. Pengelolaan Risiko adalah pendekatan sistematis yang
meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan
tindakan terbaik terkait Risiko.

8. Proses Pengelolaan Risiko adalah penerapan kebijakan,
prosedur, dan praktik pengelolaan yang bersifat sistematis
atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks,
identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi
risiko, serta pemantauan dan reviu.

9. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola
bagi keberhasilan tujuan organisasi.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan PERATURANWALIKOTATENTANG PEOOMAN PENGELOLAAN
RISIKO01LINGKUNGANPEMERINTAHKOTALANGSA.

MEMUTUSKAN:

Pemerintah;
17. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE);

18. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

19. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor
1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);

20. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa
(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021
Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);



Bagian Kedua ...

Penerapan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah
Daerah bertujuan untuk:
a. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
b. mendorong pengelolaan yang proaktif;
c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan
dan perencanaan;

d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan
sumber daya organisasi;

e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuarr/peraturan
perundang- undangan yang berlaku;

f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal2

BAB II
TUJUAN,MANFAAT,DANPRINSIPPENERAPAN

PENGELOLAANRISIKO
Bagian Kesatu

Tujuan

10. Reviu dokumen adalah mempelajari informasi yang terdapat
pada dokumen yang terkait dengan penerapan pengelolaan
risiko untuk dibandingkan dengan kriteriay standar yang
digunakan.

11.Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan Zpemyataan yang
telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh
informasi yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen
ataupun observasi, pendalaman danj'atau validasi, serta uji
silang dari informasi lain yang sudah diperoleh dari reviu
dokumen.

12.Wawancara adalah bentuk paling umum dari komunikasi
yang terencana yang berfungsi sebagai alat penguji kebenaran
terhadap datay informasi yang diperoleh dari alat-alat lainnya
(reviu dokumen, kuesioner, dan observasi), alat untuk
mencari informasi pelengkap (metode pelengkap), dan dapat
berfungsi sebagai satu-satunya alat pengumpul data utama
(metode primer).

13.Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap
pelaksanaany kondisi di lapangan untuk menguji pemenuhan
kriteria/ stan dar tertentu.

14. Tingkat Kematangan adalah suatu kondisi penerapan
pengelolaan risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori yaitu
Belum Sadar Risiko (Risk Naive), Sadar Risiko (Risk Aware),
Risiko ditetapkan (Risk Defined), Risiko Dikelola (Risk
Managed) dan Dapat Menangani Risiko (Risk Enabled).

15. Kejutan (surprise) adalah kejadian tidak diinginkan yang tiba­
tiba muncul dalam proses pengendalian risiko

16. Eksploitasi peluang adalah upaya menggali potensi peluang
ke arah yang lebih baik, lebih berharga, atau lebih
menguntungkan

17.Meningkatnya reputasi adalah meningkatnya gambaran baik
di benak seseorang tentang suatu hal yang dilakukan
pemerin tah.



c. pedoman ...

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan
strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat
daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
a. Pengembangan Budaya Sadar Risiko;
b. Pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
c. Penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.

(3) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk pedoman
yang terdiri dari :
a. pedoman umum pengelolaan risiko;
b. pedoman pelaksanaan pengelolaan risiko; dan

Pasal 5

BABIII
PENGELOLAAN RISIKO

Penerapan Pengelolaan Risiko harus memenuhi prinsip-prinsip
sebagai berikut:
a. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan

kinerja;
b. menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan;
c. membantu pengambilan keputusan;
d. memperhitungkan ketidakpastian;
e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
f. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
h. memperhitungkan faktor manusia dan budaya organisasi;
i. transparan;
j. dinamis dan tanggap terhadap perubahan; dan
k. perbaikan terus menerus.

Pasal4

Bagian Ketiga
Prinsip

Penerapan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah
Daerah memiliki manfaat untuk:
a. mengurangi kejutan (surprises);
b. meningkatnya eksploitasi peluang;
c. meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas
organisasi;

d. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan;
e. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
f. meningkatnya reputasi;
g. memberikan perlindungan bagi Kepala PD dan seluruh
pegawai;

h. meningkatnya akuntabilitas dan praktek yang sehat.

Pasal3

Bagian Kedua
Manfaat



Pasal8 ...

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah,
dibentuk struktur pengelolaan risiko.

(2) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan resiko Pemerintah Daerah;
c. UPR, terdiri dari Walikota sebagai UPR tingkat Pemerintah

Daerah, Kepala PD sebagai UPR tingkat eselon II, dan
Pejabat eselon III dan eselon IVsebagai UPR tingkat eselon
3 dan eselon 4;

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
e. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan.

(3) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

(1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan
nilai-nilai Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilakukan melalui :
a. sosialisasi pemahaman resiko kepada setiap pegawai di

seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
b. intemalisasi pengelolaan resiko dalam setiap proses

pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;
c. pembangunan Zperbaikan lingkungan pengendalian yang

mendukung penciptaan budaya resiko.
(3) Bentuk pengembangan budaya sadar resiko sebagaimana di

maksud pada ayat (2)berupa :
a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
b. sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh PD mengenai

pentingnya Pengelolaan Risiko;
c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola

Risiko dengan baik; dan
d. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program
dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran
yang telah ditetapkan oleh PD.

Pasa16

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

c. pedoman penilaian tingkat kematangan penerapan
pengelolaan risiko.

(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercanturn
dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



d. melakukan ...

(1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a memiliki tugas :
a. menyusun strategi pengelolaan resiko di tingkat

pemerin tah daerah;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan resiko di tingkat

pemerintah daerah;
c. melakukan identifikasi dan an alisis resiko terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah
daerah;

Pasal 11

Lingkungan: Kepala PD di
Pemerintah Daerah.

b. UPR tingkat eselon II, dengan susunan struktur :
Ketua : Kepala PD
Koordinator teknis : Sekretaris PD/ Pejabat eselon III
(merangkap anggota) yang menangani perencanaan pada

PD
Anggota : seluruh pejabat eselon III pada PD

yang bersangkutan.
c. UPR tingkat eselon III dan eselon IV, dengan susunan

struktur:
Ketua : Pejabat eselon III pada PD
Koordinator teknis : Pejabat eselon IV/Pejabat fungsional
(merangkap anggota) yang menangani perencanaan

kegiatan pada PD
Anggota : Pejabat eselon IV/pejabat

fungsional pada PD bersangkutan.

:Walikota
: Kepala BappedaKoordinator teknis

(merangkap anggota)
Anggota

(1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c
bertanggungjawab melakukan pengelolaan resiko di lingkup
kerjanya.

(2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
tingkat organisasi nya terdiri dari :
a. UPR tingkat Pemerintah Daerah, dengan susunan

struktur :
Ketua

Pasal10

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan resiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a
bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian resiko
dan berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan resiko
pada pemerintah daerah.

Pasal8



b. membuat ...

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1)memiliki tugas:
a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah; dan

Pasal 15

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah
daerah, Walikota membentuk Komite Pengelolaan Risiko:

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)di atas terdiri atas:
a. Walikota sebagai Pengarah;
b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
c. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua;
d. Kepala Bappeda sebagai koordinator teknis merangkap

anggota;
e. Kepala PDjBagian sebagai anggota.

Pasal14

Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)huruf e berwenang memberikan
keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan resiko
Pemerintah Daerah.

Pasal13

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)huruf d memantau pelaksanaan
pengelolaan resiko pada unit pemilik resiko di lingkungan
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 12

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan resiko
hasil identifikasi dan analisis resiko; dan

e. Menatausahakan proses pengelolaan resiko.
(2) UPRtingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf b memiliki tugas :
a. menyusun strategi pengelolaan resiko di tingkat unit

eselon II pada PDmasing-masing;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan resiko di tingkat unit

eselon II pada PDmasing-masing;
c. melakukan identifikasi dan analisis resiko terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan resiko

hasil identifikasi dan analisis resiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan resiko.

(3) UPR tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2)huruf c memiliki tugas :
a. melakukan identifikasi dan analisis resiko terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan PD;
b. melakukan ke.giatan penanganan dan pemantauan resiko

hasil identifikasi dan analisis resiko; dan
c. menatausahakan proses pengelolaan resiko.



dilaksanakan ...

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf b untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
mengharnbat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan
merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan
untuk memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko dilakukan atas tujuan:
a. strategis Pemerintah Daerah;
b. strategis (entitas) PD; dan
c. operasional (kegiatan) PD.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas

Pasal18

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
diperlukan untuk menentukan rencana penguatan
lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan
budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan
pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub
unsur lingkungan pengendalian intern.

Pasal 17

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. Penilaian risiko;
c. Kegiatan pengendalian;
d. Informasi dan komunikasi; dan
e. Pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses
pengelolaan secara keseluruhan, menyatu dalam budaya
organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 16

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Resiko

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 22 ...

(1) Penetapan kriteria risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b di atas bertujuan memberikan pemahaman
yang sama mengenai kriteria identifikasi dan analisis atas
risiko-risiko.

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
a. skala dampak risiko;
b. skala kemungkinan risiko; dan
c. skala tingkat risiko.

Pasal21

(1) Penetapan konteksjtujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf a di atas bertujuan untuk menjabarkan
tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana
strategis dan rencana kinerja tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga
tingkatan yaitu:
a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
b. konteks strategis (entitas) PD, dan
c. konteks operasional (kegiatan).

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan
tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen
Renstra PD.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan
tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKAPD.

Pasal 20

Penetapan konteksjtujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (6)huruf a di atas terdiri dari tahap :
a. penetapan konteksj tujuan; dan
b. penetapan kriteria risiko.

Pasal 19

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD
atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) PD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di atas
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra
OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di atas
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA
PD atau segera setelah diselesaikannya RKAPD.

(6) Proses penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. penetapan konteksjtujuan;
b. identifikasi risiko; dan
c. analisis Risiko.



(2)Pemerintah ...

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mernastikan telah
terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif
dalarn setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian
kelemahan Iingkungan pengendalian, proses penilaian risiko,
dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Pasal25

Paragraf Keempa t
Informasi dan Kornunikasi

(1) Kegiatan pengendalian sebagairnana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk
mengirnplernentasikan rencana tindak pengendalian (RTP).

(2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP)meliputi
kegiatan:
a pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara

lain dapat berupa kebijakan dan/ atau prosedur; dan
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Pasal 24

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian

(1) Analisis risiko sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 18 ayat
(6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari
suatu risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan
dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagairnana pada ayat (1)
selanjutnya dapat ditentukan tingkat risikonya sebagai
informasi untuk rnenyusun rencana tindak pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi:
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
b. rnemvalidasi risiko;
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang

dibutuhkan; dan
d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Pasa123

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18
ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan
Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis
Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan
operasional (kegiatan) PD.

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
a. mengidentifikasi berbagai risiko yang rnenghambat

pencapaian tujuan, pernilik risiko, sebab risiko, sumber
risiko, dan dampak risiko; dan

b.mendokurnentasikan proses identifikasi risiko dalarn
daftar risiko.

Pasal22



(7)Laporan ...

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,
Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
b. laporan berkala pengelo1aan risiko oleh unit pemilik risiko;

dan
c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan

internal.
(3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas disusun setelah
dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko
strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis
(entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional PD.

(4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh unit
pemilik risiko disampaikan kepada Walikota, tembusan
kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.

(5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas dapat berupa
dokumen penilaian risiko j dokumen rencana tindak
pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di atas
dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan
kepada Walikota, dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah dan unit kepatuhan internal.

Pasal 27

BABIV
PELAPORAN

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelo1aan
risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang
mulai dari Walikota, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala
BagianjKepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala
SeksijKepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan
ruang lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelo1aan risiko pemerintah
daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit
kepatuhan.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab
pengawasan pengelo1aan risiko meliputi audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Pasa126

Paragraf Kelima
Pemantauan

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan
sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam
melakukan pengelolaan risiko.



BERITADAERAHKOTALANGSATAHUN2024 NOMOR 1101

Pj. SEKRETARISDAERAHKOTALANGSA,

Diundangkan di Langsa
pada tangga123 September 2024 M

20 Rabiul Awal 1446 H

SYARIDIN

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal23 September 2024 M

20 Rabiul Awal 1446 H

~Pj. WALIKOTA LANG~'\ . -, .,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Peraturan Walikota nil rnulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal28

BABV
KETENTUANPENUTUP

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat
entitas Pernerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik
Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis
PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit
Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan
Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di atas
dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan
kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah.



a. Meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja.
Penerapan manajemen .risiko yang efektif dan dapat rnemberikan keyakinan
yang memadai kepada organisasi bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat
tercapai. Dengan Manajemen Risiko, semua potensi masalah yang
kemungkinan menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat terkelola
dengan baik melalui langkah mitigasi risiko yang dirancang dan dijalankan
dengan efektif. Penerapan Manajemen Risiko yang komprehensif akan
mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerjanya.

b. Mendorong manajemen yang proaktif.
Dengan penerapan Manajemen Risiko, manajemen dituntut untuk berpikir
secara arrtisipatif guna menciptakan langkah rnrtigasi risiko yang efektif dalam
rangka mengamankan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen dituntut
untuk tidak berpikir reaktif dengan menanggulangi risiko yang sudah muncul
dan menjadi masalah.

c. Memberikan dasar Yang kuat dalam pengarnbilan keputusan dan
perencanaan.
Upaya pengelolaan risiko yang efektif akan memberikan informasi dan data
dukung yang ak....rrat bagi manajemen dalam pengambilan setiap keputusan.
Manajemen memiliki dasar yang kuat dan proyeksi masa depan atas setiap

_A. Tujuan dan Manfaat PenerapanManajemen Risiko
1. Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa bertujuan

untuk:

BABII
PEDOMANUMUM

PENERAPANMANAJEMENRISIKO

B_ Tujuan Penyusunan Pedoman Umum
Penyusurran pedoman umum 'irri dirrraksudkan sebagai aciran yang bersifat urrrurn
bagi pengembangan kebijakan, struktur dan fungsi Manajemen Risiko, serta
sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

A. Latar Belakang
1. Sesuai pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intem Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib
melakukan penilaian risiko.

2. Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung pencapaian
tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan
mengenai penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

BABI
PENDAHULUAN

PEDOMANUMUMMANAJEM-ENRlStKO

LAMPIRANI:
PERATURANWALIKOTALANGSA
NOMOR 35 TAHUN2024
TENTANG PEDOIvIAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGANPEMERINTAHKOTALANGSA



potensi masalah bagi keptrtusan yang hendak diambilnya. Dalarn hal
perencanaan, identifikasi potensi rnasalah berikut mitigasi yang dirancang
akan rneningkatkan mutu perencanaan yang disusun oleh manajemen.

d. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisierisi penggunaan sumber daya
organisasi
Rancangan mitigasi risiko dengan mempertimbangkan prioritas risiko
termasuk analisis biaya manfaat akan mendorong organisasi untuk
mengalokasikan sumber daya organisasi yang terbatas secara efisien dan
efektif. Penggunaan sumber daya organisasi menjadi lebih terarah, efisien,
dan terkendali serta fokus pada pencapaian -tujuan organisasi,

e. Meningkatkankepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Rancangan mitigasi yang disusun harus berprinsip pada kepatuhan atas
ketentuan yang telah digariskan bagi organisaei. Penerapan manajemen risiko
mendorong organisasi untuk taat pada regulasi yang berlaku
sebagaimana termaktub dalam tujuan sistem pengendalian intern
pemerintah.

f. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.
Penerapan manajemen risiko meningkatkan efisiensi, mutu proses bisnis, dan
kualitas layanan yang diberikan kepada para stakeholder. Dengan demikian,
tingkat kepuasan dan kepercayaan para stakeholder kepada Kota Langsa
diharapkan akan meningkat dan tetap terjaga dengan baik.

g. Meningkatkan ketahanan organisasi.
Penerapan Manajemen Risiko yang baik akan menjadikan organisasi lebih
siap dalam menghadapi setiap masalah yang muncul. Rancangan mitigasi
yang disusun akan meminimalkan dampak dan memberikan ketahanan bagi
organisasi dalam upayanya untuk rnerealisaaikan semua tujuannya.

2. Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Langsa memiliki
manfaat sebagai berikut:
a. Berkurangnya kejutan (surprises).

Pengendalian kejadian yang tidak diinginkan ditingkatkan dengan cara
mengidentifikasi dan melakukan tindakan untuk mengurangi kemungkinan
dan meminimalkan dampaknya. Meskipun kejadian tersebut ternyata tidak
dapat dicegah, organisasi dapat meningkatkan ketahanannya melalui
perencanaan dan persiapan.

b. Eksploitasi peluang,
Perilaku mencari peluang akan meningkat apabila anggota organisasi
memiliki kepercayaan diri karena risiko-risiko telah dikelola.

c. Meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi.
Pengetahuan tentang informasi strategis o~ganisasi, operasi, dan
lingkungannya akan meningkatkan efektivitas perencanaan. Selanjutnya, hal
tersebut dapat meningkatkan kemampuan organisasi memanfaatkan peluang,
mengurangi hasil yang negatif dan meningkatkan kinerja.

d. Meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan.
Manajemen risiko mcndorong organisasi mengidentifikasi pemangku
kepentingan internal dan ekstemal serta mengembangkan dialog antara
pemangku kepentingan dengan organisasi. Sahrran korrrnnikasi ini
memberikan informasi tentang bagaimana pemangku kepentingan kan
bereaksi terhadap kebijakan, produk, atau keputusan baru dan mernberi-kan
informasi kepada pemangku kepentingan mengapa suatu tindakan
dijalankan.



keseluruhan .
Manaj emen Risiko bukanlah proses yang berdiri sendiri dan terlepas dari proses
utama dan proses bisnis organisasi.

Manajemen Risiko adalah bagian dari tanggung jawab manajemen dan bagian
yang menyatu dengan proses organisasi secara keseluruhan, termasuk
perencanaan strategis, program, dan proses manajemen perubahan.

3. Menjadi bagian dari pengambilan keputusan.
Manajemen Risiko membantu pengambil keputusan membuat pilihan,
membuat urutan prioritas tindakan, dan memilih faktor alternatif tindakan.

4. Memperhitungkan ketidakpastian.
Manajemen Risiko secara ekplisit memperhitungkan ketidakpastian, sifat
ketidakpastian tersebut, dan bagaimana menanganinya.

5. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu.
Pendekatan Manajemen Risiko yang sistematis, tepat waktu, dan terstruktur
berkontribusi pada efisiensi dan hasil yang dapat diandalkan, diperbandingkan
dan konsisten.

6. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia.
Input proses Manajemen Risiko didasarkan pada sumber informasi seperti data
historis, pengalaman, rrtasukan dari pemangku kepentingan, observasi,
prakiraan, dan pertimbangan ahli. Meskipun demikian, pengambil keputusan
harus menyadari dan memperhitungkan keterbatasan data atau model yang
digunakan atau perbedaan pendapat di antara para ahli.

7. Disesuaikan dengan keadaan organisasi.
Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan konteks internal dan
eksternal, serta profil risiko organisasi.

8. Memperhitungkan faktor manusia dan budaya.
Manajemen Risiko menyadari kernampuan, persepsi, dan niat pihak intemal
dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan
organisasi,

proses organisasi secaradenganmenyatuyang

B. Prinsip Penerapan Manajemen Risiko
1. Berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja.

Manajemen risiko harus berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan
peningkatan kinerja seperti meningkatnya ketaatan terhadap ketentuan,
kepercayaan publik, kualitas pelayanan, efisiensi, tata kelola, dan reputasi
organisasi.

2. Menjadin bagian

e. Meningkatnya mum irrforrnasi urrtuk pengambilan keptrtusan.
Manajemen Risiko memberikan informasi dan analisis yang lebih akurat
dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.

f. Meningkatnya reputasi.
Pemangku kepentingan akan tertarik kepada organisasi yang diketahui
menerapkan Manajemen Risiko dengan baik.

g. Perlindungan bagi Pimpinan.
Dcngan mcningkatnya kcsadaran akan risiko, scluruh anggota
organisasi akan melakukan tindakan yang cermat.

h. Meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi.
Dengan mendokumentasikan pendekatan Manajemen Risiko yang diterapkan
dan perhatian setiap level organisasi atas ketaatanterhadap ketentuan,
akuntabilitas dan governance akan meningkat.



Pimpinan harus berkomitmen untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap
pengambilan keputusan. Komitmen Pimpinan ditingkatkan dengan meningkatkan
pemahaman atas risiko dan Manajemen Risiko serta pemahaman atas nilai-nilai
budaya Kota Langsa. Komitmen tersebut ditunjukkan antara lain dengan
memastikan bahwa sumber daya organisasi tersedia secara mencukupi bagi
penerapan Manajemen Risiko. Sumber daya oganisasi tersebut antara lain berupa
dana, sumber daya manusia, serta perangkat pendukung penerapan Manajemen
Risiko seperti struktur organisasi, tata kerja, kebijakan, pedornan, dan strategi
penerapan Manajemen Risiko.

Komunikasi terrtang pentingnya Manajemen Risiko harns dilakukan secara
berkelanjutan kepada seluruh pegawai, baik dalam rapat-rapat pengambilan
Keputusan maupun dalam bentuk pertemuan dalam rangka melaksanakan proses
Manajemen Risiko. Profil dan peta risiko yang telah disusun harus dikomunikasikan
kepada semua anggota organisasi. Rancangan mitigasi risiko yang telah disusun
juga harus dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi untuk
mendapatkan dukungan dan menjamin efektivitas implementasinya.
Sistem penghargaan (reward) harus dirancang untuk memberikan penghargaan
kepada mereka yang mengelola risiko dengan baik.Penilaian kinerja harus
mempertimbangkan penerapan Manajemen Risiko yang telah dijalankan oleh
organisasi. Pemberian sistem penghargaan harus setara dan sepadan dengan

C. Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Seluruh jajaran Pemerintah Kota Langsa wajib mengembangkan budaya sadar
risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penoapaian tujuan. Budaya
sadar risiko tersebut dimanifestasikan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan
risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan pada seluruh
tingkat organisasi. Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari
setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi tersebut
berupa:
1. kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertimbangkan risiko

dalarn setiap pengarnbilan keputtrsan ;
2. pomunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai

pentingnya ManajerrrenRisiko;
3. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik;
4. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi sehingga

Manajemen Risiko tidak dipandang sebagai tambahan beban.

9. Transparan dan inklusif.
Keterlibatan pemangku kepentingan secara layak dan tepat waktu, khususnya
pengambil keputusan pada se1uruh level organisasi, memastikan bahwa
Manajemen Risiko tetap relevan dan mutakhir. Keterlibatan tersebut juga
membuat pemangku kepentingan terwakili secara layak dan pandangannya
dapat diperhitungkan dalam penentuan kriteria risiko.

10.Dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan.
Manajemen Risiko secara terus menerus mengenali dan tanggap terhadap
perubahan. Perubahan berupa kejadian eksternal dan internal dapat
mengakibatkan munculnya risiko baru atau berubahnya risiko

11.Perbaikan terus-menerus
Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk
meningkatkan kematangan Manajemen Risiko bersama-sama dengan semua
aspek organisasi Iainnya.



D. Proses Manajemen Risiko
Proses Manajemen Risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik
manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi,
penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko,
serta pemantauan (monitoring) dan reviu. Proses Manajemen Riaiko dilakukan baik
oleh seluruh jajaran manajemen maupun oleh segenap pegawai di Iingkungan
Perrrerirrtah Kota Probolingo. Proses Manajemen Risiko hartrs menjadi bagian yang
terpadu dengan proses manajemen seeara keseluruhan, menyatu dalam budaya
organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Proses Manajemen Risiko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Komunikasi dan konsultasi

Komunikasi dan konsultasi dilakukan di setiap tahapan proses Manajemen Risiko,
baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku
kepentingan eksternal.

2. Penetapan konteks
Penetapan konteks dilakukan dengan eara menjabarkan tujuan, rnendefinisikan
parameter internal dan ekstemal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola
risiko, serta menetapkan eakupan dan kriteria risiko untuk proses
selanjutnya.

3. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko dilakukan dengan eara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan
konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau
menunda pencapaian tujuan organisasi.

4. Analisis Risiko
Analisis risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi dan
Tingkat kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, dengan
mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada.

5. Evaluasi Risiko
Evaluasi risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan
mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan risiko lebih lanjut serta
penentuan prioritas penanganannya.

6. Mitigasi Risiko (Penanganan Risiko]
Mitigasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi risiko
yang mungkin diterapkan dan memilih sam atau lebih opsi mitigasi risiko yang
terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan
reneana mitigasi tersebut.

7. Pemantauan (Monitoring)dan Reviu
Pemantauan dan reviu dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses Manajemen
Risiko.

kesuksesan penerapan Manajemen Risiko oleh suatu organisasi. Pengirrtegrasian
Manajemen Risiko ke dalam proses organisasi dilakukan seeara bertahap.
Pengintegrasian tersebut dapat diawali dengan mempertimbangkan dan
menyelaraskan proses Manajemen Risikodalam sistem manajemen kinerja
organisasi. Selain itu, langkah mitigasi yang diraneang dapat berfungsi sebagai
sumber yang andal untuk merumuskan inisiatif strategis.



Secara rinci struktur Manajemen Risiko tersebut adalah sebagai berikut :
a. Komite Manajemen Risiko Kota Langsa,

E. Struktur Manajernen Risiko
Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan
Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Langsa perlu ditetapkan struktur
Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko Kota Langsa, yang melakukan pengendalian Tingkat
kebijakan Kota Langsa;

2. Kepala Perangkat Daerah, yang melakukan pengendalian tingkat operasional;
3. inspektorat Kota Langsa sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (Compliance

Office for Risk Management), yang melakukan pengawasan atas pengendalian
terhadap penerapan Manajemen Risiko.

Proses Manajemen Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Setiap siklus
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses Manajemen Risiko
dilakukan pada setiap tingkatan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Tingkatan tersebut meliputi:
1. Tingkat Kota Langsa;
2. Tingkal Perangkat DaeI'ah

Gambar II. 1 Proses Manajemen Risiko

Keterkaitan arrtar tahapan proses manajemen risiko tersebtrt dapat diilustrasikan
pada gambar ILL



c. Unit Kcpatuhan Manajemen Risiko.
Unit Kepatuhan Manajernen Risiko dilaksanakan oleh Inspektorat Kota
Langsa selaku Auditor Intemal Kota Langsa

Struktur Manajemen Risiko tersebut bekerja sebagai berikut :
1. Komite Manajemen Risiko Kota Langsa bertugas dan bertanggung jawab

untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi dan rnengawasi efektivitas dan
integritas proses Manajemen Risiko.

2. Kepala Perangkat Daerah bertugas dan bertanggungjawab langsung atas
pengelolaan dan pengendalian risiko sehari-hari pada Perangkat Daerah
yang dipimpin.

b. Kepala Perangkat Daerah,



Tugas dan tanggungjawab Komite Pelaksana adalah:
a. Menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Kota Kota

Langsa sebagai pedoman implementasi Manajemen Risiko bagi seluruh unit
di lingkungan Pernerirrtah Kota Langsa. Kebijakan dan pedoman yang perlu
disusun oleh Komite Pelaksana antara lain berupa selera risiko dan
kriteria risiko Kota Langsa, pedoman tentang pengukuran risiko, pedoman
penyusunan profil risiko.pedornan pemantauan penanganan risiko Kota
Kota Langsa, dan pedoman penyusunan lost event database. Kebijakan
dan pedoman yang disusun oleh Komite Pelaksana selanjutnya
disampaikan kepada Komite Eksekutif sebagai usulan untuk dibahas dan
ditetapkan. Secara umum, kebijakan Manajemen Risiko Kota Langsa
meliputi:
1) Kebijakan Skala Risiko Kota Langsa Level risiko ditentukan berdasarkan

atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu level kemungkinan terjadinya
risiko dan level dampak (konsekuensi) risiko. Kedua dimensi tersebut
harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam
penentuan level risiko. Level kemungkinan terjadinya risiko,level
dampak, dan level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala
tingkatan (level).Penentuan level Risiko Kota Kota Langsa beserta dengan
urutan prioritasnya rnenggunakan matriks analisis Risiko sebagaimana
tabel II.2 di bawah irii:

F. Tugas dan Tanggung Jawab Kota
1. Komite Manajemen Risiko Kota Langsa

Komite Manajemen Risiko Kota Langsa adalah komite yang dibentuk oleh Kota
Langsa untuk meningkatkan budaya sadar risiko, meningkatkan komitmen
pimpinan teehadep Manajemen Risiko, memberikan arahan, dan membimbing
seluruh unit Kota Langsa dalam penerapan Manajemen Risiko. Komite
Manajemen Risiko Kota Langsa terdiri dari Komite Eksekutif, Komite
Pelaksana, dan Sekretariat Komite Manajemen Risiko.
Tugas dan tanggung jawab Komite Eksekutif adalah:
a. Menetapkan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Kota Langsa.
b. Menetapkan profil risiko kunci Kota Langsa beserta dengan

rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Kota Langsa secara
tahunan.

c. Menetapkan selera risiko (risk appetite) dan kriteria risiko yang berlaku di
Kota Langsa.

d. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko di
Kota Langsa.

e. Memastikan bahwa proses Manajemen Risiko berjalan efektif di Kota Langsa.

3. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (Inspektora:t Kota Langsa) bertugas dan
bertanggung jawab memberikan penilaian independen (independent
assurance) atas efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko di Kota Langsa
kepada pemangku kepentingan terkait.



Z) Kriteria Risiko Kota Langsa. Kriteria risiko mertrpakan parameter atan
ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk
menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas
suatu risiko. Penentuan kriteria risiko harus memperhatikan regulasi yang
ada dan aspirasi pemangku kepentingan. Organisasi harus mampu
menyusun kriteria risiko yang akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat
bahaya suatu risiko. Kriteria risiko dapat mencerminkan nilai-nilai
organisasi, sasaran organisasi, dan dampak terhadap sumber daya yang
dimiliki organisasi. Beberapa kriteria lain dapat ditambahkan dari aspek
hrrkum dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait
dengan kegiatan organisasi. Kriteria ini harus konsisten dengan kebijakan
manajemen risiko yang telah ditetapkan. Kriteria risiko harus disusun
pada awal penerapan proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang
secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada saat menyusun kriteria
risiko antara lain:
a) jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi serta bagaimana

mengukurnya;
b) bagaimana rnenetapkan kemungkinan terjadinya;
c) kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampak;
d) bagaimana menentukan peringkat risiko;
e) pada peringkat manakah risiko dapat diterima atau dapat

ditoleransi;
f) pada peringkat manakah risiko memerlukan mitigasi; dan
g) apakah kombinasi dari berbagai macam risiko perlu mendapatkan

pertimbangan khusus.

Tabel II.2. Matriks Analisis
Risiko

1618

9

Minor Moderat

52 431

Tidak

LevelDampak



Setiap organisasi adalah unik karen a mempunyai karakter, sifat, sasaran
bisnis, dan stakeholder yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap
orgarrisasi harus rrrenyusrrn serrdiri kriteria risiko yang paling sesuai
dengan kondisi dan karakteristik organisasinya sendiri. Selain itu,
organisasi juga hams menyusun kriteria keberhasilan penerapan proses
Manajemen Risiko untuk memahami keberhasilan penerapannya.
Komite Pelaksana perlu menyusun kriteria risiko yang seragam untuk Kota
Langsa sehingga dapat digunakan di tingkat Kota Langsa dan Perangkat
Daerah. Untuk kriteria dampak, Komite Pelaksana perlu menyusun
beberapa alternatif area dampak yang dapat digunakan secara seragam di
tingkat Kota Langsa, dan Perangkat Daerah.Kriteria. risiko yang disusun
oleh Komite Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada Komite Eksekutif
untuk drbalras dan drtetapkan.

Penyusunan kriteria ini terutama diperlukan dan akan digunakan pada
tahap analisis risiko. Kriteria yang perlu dibuat antara lain:
a) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (likelihood/ frequency), yaitu

besamya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi.
Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik (probability),
frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau
dengan expert judgement. Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana
terdapat pada tabel II.3 di bawah.

b) Kriteria dampak (consequences), yaitu area dampak apa saja yang
perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari
suatu risiko, misalnya kerugian finansial, penurunan reputasi,
penurunan kinerja, turrtutan hukum, dan lain-lain. Contoh kriteria
dampak sebagaimana terdapat pada tabellI.4

1
Sangat
Rendah

Rendah2
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12

Sedang3

Tbnggi4
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Besaran
FUsiko

Tbngkatan LevelFUsiko



Tabel II.4. Kriteria Dampak

Area Oampak
Level Kerugian Penurunan Penurunan Gangguan Turitutan

Oampak Negara reputasi Kinerja Terhadap Hukum
t~y(ln(ln

Organisasi

Ti.da.k .Jumlah Keluhan Pencapaian Jum.1ah
Signifikan kerugian Stakeholder secara target kinerja ~ tuntutan hukum !> 5
(1) negara s Langsung 100% Pelayanan kali dalam Satu

Rp10 lisan / tertulis ke tertunda s Periode
Juta organisasi 1 hari

jumlahnya s
3 dal:am satu
Periode

Minor (2) Jumlah Keluhan Pencapaian Pelayanan Jumlah tuntutan

kerugian Stakeholder Secara target kinerja di tertunda di atas Hukum di atas
Negara lebih Langsung at as 80% s.d. 1 hari s.d. 5 5 kali s.d 15

dari Rpl0 lisan/ tertulis ke .100% hari kali dalam satu

Ju:ta s.d orgarrrsasi Pericde

Rp50 Jumlahnya lebih
Juta dari 3 Oalam

satuPeriode
Moderat Jumlah Pemberitaan Pencapaian Pelayanan Jumlah tuntutan

(3) kerugian negatif di media target kinerja di tertunda di at as Hukum di atas

Negara lebih massa Lokal atas 50% s.d. 5 hari s.d. 15 15 kali s.d. 30 kali

dari Rp50 80% hari dalam satu Periode

Juta s.d
Rpl00 Juta

Signifikan Jumlah Pernberitaan Pencapaian Pelayanan Jumlah

(4) kerugian negatif di media target kinerja tertunda di atas tuntutan

Negara 1ebih massa Nasional di atas 25% 15 Hukum di atas

dari Rpl00 s.d. 50% hari s.d. 30 kali s.d. 50 kali

Juta s.d 30 hari dalam satu Periode

Rp500 .Juta
Snrrgat Jumlah Pemberitaan Pencapai an Pelayanan Ju.mlah

Signifikan kerugian negatif di media target tertunda lebih tuntutan Hukum

(5) Negara lebih massa kinerja s dari lebih dari 50 kali

dari Rp500 Internasional 25% 30 hari dalam satu Periode

Juta

Tabel II.3. Kntena Kemungkinan

LEVEL
KEMUNGKINAN KRITERlAKEMUNGKlNAN

0 Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali

Hampir Tidak Terjadi (I)
dalam 5 tahun)

0 Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari
5% da.ri volume tr:ansa ksi dalam 1 periode

0 Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5

Jarang terjadi (2)
tahun)

0 Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10%
dari volume transaksi dalarn 1 periode

TI Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas

Kadang Terjadi (3)
10·kali S,Q 18,kaJi dala:m S tahun]

0 Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10%
s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode

0 Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali

Sering Terjadi (4)
dalam 5 tahun)

entase kemungkinan terjadinya di atas 20%
s.d 50% dan volume transaksi dalam Lperiode

0 Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas

Hampir Pasti Terjadi (5)
26 kali dalam 5 tahun)

0 Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari
I I 50% dari volume transaksi dalam 1 2eriode



8.

Risiko
Operaeional

7.

Risiko
Kepatuhan

6.

Risiko Fraud5.

Risiko
Strategis

4.

Risiko
Pembiayaan

3.

Tabel n.s. Tabel Risiko

Risiko Belanja2.

Risiko
Pendapatan

No. iKategoriRisiko

Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan
pemangku kepentingan ekstemal yang bersumber dari
persepsi negatif terhadap organisasi.

Risiko yang disebabkan:
ketidakcukupan dan Iatau tidak berfungsinya proses internal,
kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. Adanya kejadian
ekstemal yang mempengaruhi operasional organisasi. Adanya
tuntutan hukum dari luar kepada organisasi.

Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi
danjatau tidak melaksanakan peraturan perundang­
undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko
'kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman
atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku umum

Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang
merugikan keuangan negara. Fraud meliputi: penggelapan aset
(barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi [suap­
menyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan
kinerja dan keuangan.

Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi
dalam mengambil keputusan dalam mernilih strategi,
ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan
strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan
lingkungan orgamsasi berupa perubahan kondisi sosial,
politik, dan ekonomi.

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan
pemenuhan pembiayaan, baik nominal maupun jadwal
waktunya.

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam penyerapan
belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas
penyerapan), atau tidak sesuai dengan sasaran penggunaan.
Belanja meliputi modal, barang, pegawai, transfer, hibah,
bantu an sosial dan lain-lain.

Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target
pendapatan daerah. Pendapatan meliputi Pendapatan Asli
daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan daerah lainnya.

Definisi

Risiko
Reputasi

1.

3') Kategori Risiko
Kategori risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi risiko yang
komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan risiko. Kategori
risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Kategori
risiko minimal di Kota Langsa adalah sebagaimana tabel II.S. di
bawah ini:



b. Menyusun profit risiko kunci Kota Langsa dan rencana mitigasinya
berdasarkan sasaran strategis Kota Langsa secara tahunan. Profil risiko
kunci Kota Langsa merupakan kumpulan risiko kunci Kota Langsa yang
disusun oleh Komite Pelaksana dari hasil pelaksanaan risk
assessment Kota Langsa yang melibatkan dan dengan mempertimbangkan
masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para stakeholder.

Identifikasi didasarkan pada sasaran strategis Kota Langsa yang dapat
bersumber dari rencana strategis, roadmap, atau dokumen perencanaan
strategis lainnya. Sedangkan, rencana mitigasi disusun oleh Komite

Atau

Tabel II.6. Tabel Selera Risiko

No. Kategori Risiko Besaran Risiko yang
Harus Dimitigasi

l. Risiko Pendapatan ~ 10
2. Risiko Belanja ~ 10
3. Risiko Perrrbiayaan ~ 10
4. Risiko Strategis ~9
5. Risiko Fraud ~4
6. Risiko kcpatuhan ;::9
7. Risiko Operasional ~ 15
8. Risiko reputasi ~ 15

Apabila dipandang perlu, Kornite Eksekutif dapat menarnbahkan
kategori risiko selain 8 (delapan) kategori risiko di atas.

4) Selera Risiko Kota Langsa.
Selera risiko Kota Langsa merupakan kebijakan yang menjadi acuan
dalam menentukan apakah suatu risiko perlu ditangani atau tidak.
Selera risiko mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan
efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan risiko. Penyusunan selera risiko
Kota Langsa merupakan tugas dan tanggung jawab Komite Pelaksana.
Selera risiko Kota Langsa yang disusun oleh Komite Pelaksana
tersebut selanjutnya disampaikan kepada Komite Ekselrotif urrtuk
dibahas dan ditetapkan. Setelah ditetapkan, selera risiko dapat
digunakan di tingkat Kota Langsa dan Perangkat Daerah. Penetapan
selera risiko dapat dicontohkan sebagaimana tabel II.6. di bawah ini



Pelaksana sesuai dengan prioritas risiko kunci yang diputuskan uutuk
ditangani dengan mempertimbangkan masukan dari masing- masing
Perangkat Daerah dan para stakeholder.

Profil risiko kunci Kota Langsa dan rencana mitigasinya dibuat untuk periode
time horizon selama satu tahun dan dapat dilakukan penyesuaian selama
periode tersebut. Prom risiko kunci Kota Langsa dan rencana mitigasinya
yang disusun oleh Komite Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada Komite
Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan.

c. Memantau dan rnelaporkan level .risiko kunci Kota Kota Langsa dan
pelaksanaan mitigasinya. Level risiko kunci Kota Langsa dan pelaksanaan mitigasi
harus dipantau secara terus menerus dan dilaporkan secara berkala oleh Komite
Pelaksana kepada K0111iteEksekutif. Risiko-risiko kunci Kota Langsa dan
pelaksanaan rencana mitigasinya harus dipantau secara terus- menerus untuk
meyakinkan bahwa risiko-risiko kunci masih dapat dikendalikan dan rencana
mitigasi telah dijalankan dengan baik. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam
pelaksanaan manajemen risiko, Komite Pelaksana melaporkan hasil pemantauan
atas risiko-risiko kunci Kota Kota Langsa dan pelaksanaan rencana mitigasi
kepada Komite Eksekutif.

d. Menginforrnasikan risiko-risiko kunci Kota Langsa serta menyampaikan rencana
mitigasi Kota Langsa yang relevan kepada seluruh Perangkat Daerah yang terkait.
Risiko kunci Kota Langsa diinforrnasikan oleh Kornite Pelaksana kepada seluruh
Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Profil Risiko
Kunci Perangkat Daerah. Selanjutnya, rencana mitigasi Kota Langsa yang relevan
diinformasikan oleh Komite Pelaksana kepada seluruh Perangkat Daerah yang
terkait untuk dilaksanakan.

e. Memberikan masukan kepada Walikota Kota Langsa tentang rencana kontinjensi
apabila kondisi eksternal yang tidak normal terjadi.
Kondisi tidak normal mungkin saja terjadi sehingga menyebabkan risiko kunci
yang diukur dengan indikator risiko menjadi ber-Ievel tinggi secara mendadak.
Dalam kondisi demikian, Kornite Pelaksana memberikan masukan kepada
Walikota Kota Langsa ten tang rencana kontinjensi yang diperlukan untuk
memitigasi risiko yang meningkat level-nya terse but. Proses penyusunan rencana
kontinjensi terse but dilakukan bersama-sarna dengan Kepala Perangkat Daerah
yang berkenaan dan pejabat yang terkait.

f. Memberikan masukanJrekomendasi kepada Walikota Kota Langsa berdasarkan
suatu analisis objektif berkenaan dengan pengambilan keputusanJ kebijakan
Walikota Kota Langsa tertentu sesuai permintaan Walikota Kota Langsa.
Apabila diperlukan, Walikota Kota Langsa dapat meminta Komite Pelaksana untuk
memberikan rekomendasi berdasarkan informasi mengenai risiko yang dimiliki
sebelum suatu keputusan tertentu dibuat oleh Walikota Kota Langsa. Untuk
melancarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko
Kota Langsa, dibentuk Sekretariat Komite Manajemen Risiko Kota Langsa.
Sekretariat Komite Manajemen Risiko Kota Langsa berada di Sekretariat Daerah
Kota Langsa c.q. Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dibidang kinerja;.

2. Kepala Perangkat Daerah
Setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa harus
menjalankan Manajemen Risiko. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab
terhadap penerapan Manajemen Risiko di dalam unit kerjanya masing-masing
dengan cara menunjukkan komitmen dan memberikan arahan dalam rangka
penerapan Manajemen Risiko yang mencakup pelaksanaan proses Manajemen
Risiko dan penyediaan sumber daya organisasi yang mencukupi untuk penerapan



Manajemen Risiko yang efektif. Sehubungan dengan penerapan Manajemen
Risiko, Kepala Perangkat Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:
a. Menyusun dan menetapkan Risiko-Risiko Kunci Perangkat Daerah.

Setelah mendapatkan informasi mengenai risiko kunci Kota Langsa, Kepala
Perangkat Daerah diharapkan menyusun dan menetapkan Risiko Kunci
Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Risiko Kunci Kota Langsa.

b. Menyusun, menetapkan, dan melaporkan Profil Risiko Kunci Perangkat
Daerah beserta rencana mitigasinya berdasarkan sa saran strategis Perangkat
Daerah secara tahunan. Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah merupakan
kumpulan Risiko Kunci Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh
Kepala Perangkat Daerah dari hasil pelaksanaan risk assessment yang
melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari seluruh di bawahnya serta
para stakeholder. Identifikasi didasarkan pada sasaran strategis Perangkat
Daerah yang dapat bersumber dari rencana strategis, roadmap, peta
sasaran strategis berdasarkan dokumen perencanaan strategis. Sedangkan,
rencana mitigasi disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai
dengan prioritas risiko kunci yang diputuskan untuk ditangani dengan
mempertimbangkan masukan dari seluruh di bawahnya serta para stakeholder.
Profil Risiko Kunci dan rencana mitigasinya dibuat untuk periode time horizon
selama satu tahun dan dapat dilakukan penyesuaian selama periode tahun
tersebut. Profil Risiko Kunci dan rencana mitigasinya yang telah ditetapkan oleh
Kepala Perangkat Daerah selanjutnya dilaporkan kepada Komite Manajemen
Risiko.

c. Menginformasikan Risiko-Risiko Kunci Kota Langsa dan Perangkat Daerah
serta rencana mitigasi yang relevan kepada seluruh manajemen di bawahnya
yang terkait.
Risiko Kunci Kota Langsa, dan Perangkat Daerah diinformasikan kepada
seluruh manajemen di bawahnya sebagai bahan informasi. Selain itu, rencana
mitigasi Kota Langsa, dan Pcrangkat Daerah yang relevan diinformasikan
kepada seluruh manajemen di bawahnya yang terkait untuk dilaksanakan.

d. Memantau dan melaporkan level Risiko Kunci Perangkat Daerah serta
pelaksanaan rnitigasi risiko kunci Kota Langsa, dan Perangkat Daerah. Level
risiko kunci Perangkat Daerah dan pelaksanaan mitigasi risiko kunci Kota
Langsa dan Perangkat Daerah harus dipantau secara terus menerus dan
dilaporkan secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Komite
Manajemen Risiko Risiko-risiko kunci Perangkat Daerah dan pelaksanaan
rencana mitigasinya harus dipantau secara terus-menerus untuk meyakinkan
bahwa risiko-risiko kunci masih dapat dikendalikan dan rencana mitigasi telah
dijalankan dengan baik. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan
Manajemen Risiko, Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pemantauan
atas Risiko-Risiko Kunci Perangkat Daerah dan pelaksanaan rencana mitigasi
kepada KorniteManajemen Risiko.

e. Memastikan Proses Manajemen Risiko pada unit kerjanya berjalan efektif.
Seluruh Perangkat Daerah dan unit di bawahnya hams menjalankan proses
manajemen risiko dengan efektif. Kepala Perangkat Daerah harus memastikan
bahwa unit kerjanya telah menjalankan proses manajemen risiko dengan baik.
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala
Perangkat Daerah dapat membentuk Sekretariat Manajemen Risiko untuk
mengadministrasikan hasil proses Manajemen Risiko.



Dengan memperhatikan tujuan dan prinsip penerapan Manajemen Risiko, kebijakan
pelaporan Manajemen Risiko Kota Langsa adalah sebagai berikut:
A. Pelaporan Tingkat Kota Langsa

Pelaporan Tingkat Kota Langsa terdiri dari:
1. Laporan Profil Risiko Kunci Kota Langsa

Prom Risiko Kunci Kota Langsa merupakan kumpulan risiko kunci Kota Langsa
yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing
Perangkat Daerah dan para stakeholder. Laporan Profil Risiko Kunci Kota Langsa
disusun dan disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada Komite Eksekutif
untuk dibahas dan ditetapkan paling lambat pada minggu I di awal periode time
horizon. Laporan Profil Risiko Kunci Kota Langsa ditetapkan oleh Komite
Eksekutif paling lamb at pada minggu II di awal periode time horizon. Komite
Pelaksana menyampaikan Laporan Prom Risiko Kunci Kota Langsa yang sudah
ditetapkan oleh Komite Eksekutif kepada para Kepala Perangkat Daerah dan
ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling lamb at pada
minggu III di awal periode time horizon sebagai dasar pertimbangan dalam
menyu sun Prom Risiko Kunci Perangkat Daerah.

2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kota Langsa Laporan Mitigasi Risiko Kunci
Kota Kota Langsa memuat informasi mengenai risiko kunci yang dimitigasi,

BAB III
KEBIJAKAN PELAPORAN

3. Tugas dan tanggung jawab unit kerja di bawah Kepala Perangkat Daerah dalam
hal penerapan Manajemen Risiko adalah:
a. Ikut berperan aktif dalam penyusunan Prom Risiko Kunci Perangkat Daerah.

Seluruh unit di bawah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Langsa harus secara aktif terlibat dan berperan serta aktif dalam
penerapan Manajemen Risiko yang dijalankan oleh Perangkat Daerah.
Keterlibatan dan peran serta aktif tersebut antara lain diwujudkan dalam hal
pelaksanaan risk assessment untuk menyusun Profil Risiko Kunci Perangkat
Daerah.

b. Memantan dan melaporkan level risiko beserta dengan pelaksanaan
mitigasinya kepada Kepala Perangkat Daerah masing- masing secara
triwulanan. Seluruh pejabat satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah
harus melakukan pemantauan atas kondisi risiko berikut dengan langkah
mitigasi yang dijalankan dan melaporkannya kepada Kepala Perangkat
Daerah. Pelaporan terse but bentuk dan susunannya ditetapkan dan
disesuaikan dengan kondisi di Perangkat Daerah masing-masing.

4. Compliance Office for Risk Management, yaitu Inspektorat Kota Langsa melakukan
fungsi pelaksanaan compliance office untuk Manajemen Risiko dan
pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi manajemen risiko di
lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Fungsi terse but diwujudkan antara lain
dengan melakukan:
a. Pemantauan dan reviu atas proses Manajemen Risiko, baik di tingkat

Kota Langsa maupun di tingkat Perangkat Daerah;
b. Melakukan penilaian atas tingkat kematanga penerapan Manajemen Risiko,

baik di tingkat Kota Langsa maupun di tingkat Perangkat Daerah;
c. Audit atas proses Manajemen Risiko, baik di tingkat Kota Langsa maupun

di tingkat Perangkat Daerah;
d. Memberikan jasa konsuhasi dan asistensi atas penerapan Manajemen

Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Langsa apabila diminta.



B. Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah
Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah terdiri dari:
1. Laporan Prom Risiko Kunci Perangkat Daerah

Prom Risiko Kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan Risiko Kunci
Perangkat Daerah yang disusun dari hasil pelaksanaan risk assessment Perangkat
Daerah yang melibatkan seluruh unit kerja di bawahnya dengan
mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja tersebut dan para

rencana mitigasi, dan realisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan. Laporan
Mitigasi Risiko Kunci Kota Langsa dibuat oleh Komite Pelaksana
dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat
Daerah dan para stakeholder dan disampaikan kepada Komite Eksekutif.
Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kota Langsa yang berisikan informasi mengenai
Risiko Kunci yang dimitigasi dan rencana mitigasinya, disusun oleh Komite
Pelaksana dan disampaikan paling lambat pada minggu I di awal periode time
horizon kepada Komite Eksekutif untuk clibahas dan ditetapkan.
Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kota Langsa tersebut ditetapkan oleh Komite
Eksekutif paling larnbat pada minggu Il di awal periode time horizon. Laporan
Mitigasi Risiko Kunci Kota Langsa yang sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif
tersebut selanjutnya disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada Kepala
Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada Compliance Office for Risk
Management paling lambat pada minggu III di awal periode time horizon.
Sedangkan Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kota Langsa yang berisikan informasi
mengenai Risiko Kunci yang dirnitigasi, rencana, dan realisasi mitigasi sampai
dengan triv..rulan I, II, III, dan IVdalam periode time horizon, disusun, ditetapkan,
dan disampaikan oleh Komite Pelaksana secara triwulanan kepada Komite
Eksekutif dan ditembtrskan kepada Compliance Office for Risk Management
paling lamb at pada minggu I setelah triwulan terse but berakhir.

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Kota Langsa.
Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Kota Langsa disusun
oleh Komite Pelaksana berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas
pelaksanaan mitigasi risiko kunci dan disampaikan kepada Komite Eksekutif
setiap semester paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir
untuk dibahas dan ditetapkan. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses
Manajemen Risiko Kota Langsa ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling lambat
pada rninggu IT setelah semester tersebtrt berakhir. Laporan Pemarrtauan dan
Reviu Proses Manajemen Risiko Kota Langsa yang sudah ditetapkan oleh Kornite
Eksekutif tersebut selanjutnya disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada
Komite Manajemen Risiko dan ditembuskan kepada Compliance Office for Risk
Management paling lambat pada minggu III setelah semester tersebut berakhir.

3. Laporan Manajemen Risiko Insidental
Laporan Manajemen Risiko Insidental disusun oleh Komite Pelaksana dan
ditujukan kepada Walikota Kota Langsa. Penyusurian Laporan Manajemen Risiko
Insidental antara lain didasari oleh:
a. Apabila terjadi kondisi abnormal: berfungsi untuk memberikan masukan

mengenai rencana kontinjensi kepada Walikota Kota Langsa;
b. Dan apabila ada permintaan dari Walikota Kota Langsa berkenaan

dengan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu: berfungsi
untuk memberikan masukan/rekomendasi berdasarkan suatu analisis
yang objektif.
Bentuk dan isi Laporan Manajemen Risiko Insidental disesuaikan dengan
sifat dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya laporan.



Parameter Penilaian
Tingkat Kepemimpinan Proses Aktivitas HasH Penerapan
Kematangan Manajemen Penanganan Manajemen

Risiko Risiko Risiko

Belum Kornitmen dan Proses .Jumlah Keberhasilan
Sadar Risiko pemahaman Manajemen persentase pencapaian

(Risk Naive) pimpinan Risiko mitigasi yang tujuan strategis
terhadap dilaksanakan diiaksanakan sangat rendah
implemen tasi secara sangat dan
Manajemen tidak lengkap keberhasilan
Risiko dan iden tifikasi penurunan level
sanzat rendah sane-at tidak Risiko sane-at

C. Pelaporan dalam rangka Perbaikan Terus Menerus
Secara terus menerus seluruh Perangkat Daerah harus berupaya untuk
meningkatkan tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko ke tingkatan yang
lebih baik. Tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko dijelaskan dalam table
II 7 di bawah ini .

stakeholder. Laporan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah disusun, ditetapkan,
dan disampaikan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah kepada Komite Manajemen
Risiko serta ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling
lambat pada minggu IV di awal periode time horizon.

2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah
Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah memuat informasi mengenai
Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi, dan realisasi mitigasi Risiko yang
telah dijalankan. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah dibuat oleh
Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masing­
masing unit kerja di bawahnya dan para stakeholder. Laporan Mitigasi Risiko
Kunci Perangkat Daerah yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang
dimitigasi dan rencana mitigasinya, disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh
Kepala Perangkat Daerah kepada Komite Manajemen Risiko dan di bawahnya
yang terkait serta ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management
paling lambat pada minggu IV di awal periode time horizon. Sedangkan Laporan
Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang berisikan informasi mengenai Risiko
Kunci yang dimitigasi, rencana, dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I,
Il, 111, dan IV dalam periode time horizon, disusun, ditetapkan, dan disampaikan
oleh Kepala Perangkat Daerah secara triwulanan kepada Komite Manajemen
Risiko serta ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling
lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir.

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Perangkat Daerah
Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Perangkat Daerah
disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil
pemantauan dan reviu atas efektivitas pelaksanaan mitigasi risiko kunci.
Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Perangkat Daerah
disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Komite Manajemen Risiko
serta ditembnskan kepada Compliance Office for Risk Management setiap
semester paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir.



Ruang Iingkup dan kern ponen Manajemen Risiko serta pendekatan yang digunakan
Kota Langsa dalam mengimplementasikan keduanya, yakni:
A. Ruang Lingkup dan Proses Manajemen Risiko

Manajemen Risiko memiliki ruang lingkup yang luas yaitu mencakup program,
kegiatan, atau proses bisnis secara luas. Proses Manajemen Risiko berdasarkan ISO
31000 terdiri dari komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko,
penilaian risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu.

BABIV
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Laporan yang berisikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan
penerapan Manajemen Risiko seperti laporan atas hasil penilaian tingkat
kematangan penerapan Manajemen Risiko dan laporan atas hasil audit Proses
Manajemen Risiko merupakan bagian dari pelaporan dalam rangka perbaikan terus­
menerus. Komite Manajemen Risiko Kota Kota Langsa diharapkan dapat memfasilitasi
terwujudnya sistem aplikasi Manajemen Risiko yang dapat membantu dalam
penyusunan dan pengiriman laporan Manajemen Risiko.

Tabel II. 7 . Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Sadar Risiko Komitmen dan Proses Jumlah Keberhasilan
(Risk Aware) pemahaman Manajemen persentase pencapaian

pimpinan Risiko mitigasi yang tujuan
terhadap dilaksanakan dilaksanakan strategis
implementasi secara tidak dan rendah
Manajemen lengkap dan keberhasilan
Risiko rendah identifikasi penurunan level

tidak Risiko rendah
Risiko Komitmen dan Proses Jumlah Keberhasilan
Ditetapkan pemahaman Manajemen persentase pencapaian
(Risk Defined) pimpman Risiko mitigasi yang tujuan strategis

terhadap dilaksanakan dilaksanakan sedang
implementasi secara cukup dan
Manajemen lengkap dan keberhasilan
Risiko sedang iden tifikasi penurunan level

cukup Risiko sedang
Risiko Komitmen dan Proses Jumlah Keberhasilan
Dikelola (Risk pemahaman Manajemen persentase pencapaian
Managed) pimpman Risiko mitigasi yang tujuan strategis

terhadap dilaksanakan dilaksanakan tinggi
implementasi secara lengkap dan
Manajemen dan iden tifikasi keberhasilan
Risiko komprehensif penurunan level

Dapat Komitmen dan Proses Jumlah Keberhasilan
Menangani pemahaman Manajemen persentase pencapaian
Risiko (Risk pimpman Risiko mitigasi yang tujuan strategis
Enabled) terhadap dilaksanakan dilaksanakan sangat tinggi

implementasi secara sangat dan
Manajemen lengkap dan keberhasilan
Risiko identifikasi penurunan level
sangal tinggi sangat Risiko sangat



4. Mitigasi atau penanganan risiko dalam ManajemenRisikoadalah merupakan
kegiatan atau proses untuk mengurangi kemungkinan darr/atau darnpak risiko
setelah mempertimbangkan aktivitas pengendalianyang ada.

5. Mitigasi yang berhasil menurunkan kemungkinan dan zatau dampak akan
dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya dengan
mekanisme SOP, Surat Edaran, Surat Keputusan, darr/atau bentuk ketentuan
lainnyayang sesuai.

6. Pengendalian intern,khususnya aktivitas pengendalian yang ada, harus diukur
efektivitasnya untuk menentukan level Risiko pada saat menjalankan tahap
analisis risiko.

D. Hubungan Manajemen Risiko dan ManajemenKinerja Dokumen perencanaan Kota
Langsa merupakan alat manajemen strategi yang menerjemahkan visi, misi, dan
strategi yang tertuang dalam Rencana Strategi KotaLangsa.
Salah satu Proses Manajemen Risiko yang digunakan oleh Kota Langsa adalah
penetapan konteks yang berisi antara lain penetapan tujuan. Dalam rangka
penetapan konteks tersebut, organisasi Pemerintah KotaLangsa harus memasukkan
tujuan sebagaimana yang tercantum dalam sasaran strategis pada dokumen
perencanaan sebagai tujuan organisasi. Meskipun demikian, tujuan atau sasaran
strategis lain yang mungkin tercantum pada dokumen selain dokumen perencanaan
tetap harus dipertimbangkan.
Demikian pula, dalam pengukuran kinerja organisasi disarankan agar
mempertimbangkan risiko yang diarnbil oleh organisasi dalam rangka mencapai
sasaran -sasaran strategisnya.

pengendalian intern lebih banyak menggunakan
pengendalian intern sesuai Peraturan Pemerintah 60

Sedangkan menurut COSO ERMkomponen dari Enterprise Risk Management adalah
lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian (events), penilaian
risiko, respon risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan.

B. Ruang Lingkup dan Komponen Pengendalian Intern Pengendalian intern khususnya
di sektor publik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
yang menggunakan kerangka kerja COSO: Internal Control Integrated Framework.
Ruang lingkup pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 Tahun
2008 meliputi seluruh kegiatan kepemerintahan. Komponen pengendalian intern
terdiri darili ngkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

C. Pendekatan Kota Langsa
Secara umum pendekatan Manajemen Risiko dan pengendalian intern mengacu
pada konsep yang sarna. Meskipun demikian, dengan mengingat sejarah
implementasi kedua konsep tersebut di Kota Langsa, maka pendekatan yang
digunakan Kota Langsa dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. ManajemenRisikodi KotaLangsa digunakan dalam konteks pencapaian sasaran

strategis. Sasaran strategis tersebut dapat berupa sasaran strategis yang
mengacu pada dokumen perencanaan maupun dokurnen perencanaan strategis
lainnya Proses Manajemen Risiko disusun lebih banyak menggunakan
pendekatan standar ManajemenRisikoISO31000.

2. Pengendalian intern di KotaLangsa digunakan dalam rangka meyakinkan bahwa
pengendalian intern telah diimplementasikan secara efektif dalam proses bisnis
sehari-hari.

3. Program peningkatan
pendekatan komponen
Tahun 2008.
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Pedoman Umum Manajemen Risiko ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
pengembangan kebijakan, struktur Manajemen Risiko serta sistem dan prosedur yang
terkait dengan penerapan Manajemen Risikodi lingkungan Pemerintah KotaLangsa.

BABV

PENUTUP



itu pelatihan Manajemen Risiko secara umum untuk tujuan risk awareness
maupun pelatihan yang lebih detil dengan tujuan untuk menjalankan proses
Manajemen Risiko.

5. Adanya .sumber daya yang mencukupi untuk penerapan Manajemen Risiko eli
lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

6. Adanya pemantauan secara terus-menerus mengenai status pengelolaan risiko.

7. Adanya reinforcement (penguatan) yang mencakup Key Performance Indicators
(KPI)/Indikator Kinerja Utama (IKU),evaluasi individual ..rernunerasi, dan sanksi.

8, Adanya kesadaran dari setiap orang di lingkungan organisasi terhadap prinsip­
prinsip pengelolaan risiko untuk menciptakan kultur/ budaya yang tepat dan
memahami manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan risiko yang efektif.

penerapan Manajemen Risiko adalah:
l.Adanya komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan terkait
dengan penerapan Manajemen Risiko.

2. Adanya struktur yang jelas dan kerangka acuan yang dapat dijadikan
pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko.

3. Adanya kebijakan pengelolaan Risiko (risk management policy) yang merinci
tugas dan tanggung jawab dari pemimpin dan staf di lingkungan Pemerintah Kota
Langsa.

4.Adanyapelatihan untuk seluruh pemimpin dan staf, baik

kebcrhasilan
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pelaksanaan Manajemen Risiko, yakni dalam hal sistem dan prosedur penerapan
Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Hal ini dimaksudkan agar
terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam penerapan Manajemen Risiko
secara efektif di lingkungan Pemerintah Kota Langsa .

C. Faktor-Faktor Keberhasilan Penerapan Manajemen Risiko Untuk menjamin
bahwapenerapan Manajemen Risiko dapat berjalan dengan baik, segenap jajaran
pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kota Langsa harus
memahami dan mengetahui beberapa faktor bagi keberhasilan penerapannya.

A. Latar Belakang
Untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien,
perlu dilakukan pengaturan mengenai penerapan Manajemen Risiko di Kota Langsa.
Penyesuaian tersebut diperlukan untuk mengakomodasi adanya perubahan
lingkungan penerapan Manajemen Risiko serta mengefektifkan dan mengefisienkan
penerapan Manajemen Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
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Komunikasi dan konsultasi Manajemen Risiko pada dasamya tidak hanya
terbatas pada 3 (tiga) pendekatan terse but , tetapi dapat dilaknkan sepanjang
diperlukan dengan berbagai macam bentuk dan mekanisme yang

penerapan Manajemen Risiko.
4. Langkah Proses

Komunikasi dan konsultasi di tingkat Kota Langsa dilakukan dengan
menggunakan beberapa mekanisme. Mekanisme dalam rangka pelaksanaan
komunikasi dan konsultasi tersebut antara lain dilakukan dengan:
a. Pelaksanaan risk assessment eli tingkat Kota Kota Langsa;
b. Pelaksanaan rapat berkala Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif;
c. Pelaksanaan rapat insidental Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif.

1. Tujuan
Komunikasi dan konsultasi pada tingkat Kota Langsa bertujuan untuk
mendapatkan dan menyebar informasi yang reIevan terkait dengan penerapan
Manajernen Risiko sehingga pihak-pihak yang terkair dapat menjalankan tugas
dan tanggungjawabnya masing- masing dengan baik.

2. Penanggung .Jawab Pelaksanaan
Pada tingkat Kota Langsa, komunikasi dan konsultasi dilakukan oleh Komite
Pelaksana dan Komite Eksekutif terhadap pemangku kepentingan eksternal dan
internal dengan melibatkan Perangkat Daerah.

3. J adwal Pelaksanaan
Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif melakukan komunikasi dan konsultasi
di sepanjang periode penerapan Manajemen Risiko, selaras dengan tahapan
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DPRD, dan masyarakat umum yang dilayani. Sedangkan pemangku kepentingan
internal bagi Manajemen Risiko tingkat Kota Langsa adalah seluruh Perangkat
Daerah dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Untuk
Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah, penetapan pemangku kepentingan
internal dan ekstemalnya disesuaikan dengan lingkup organisasi masing- masing.
Komunikasi dan konsultasi sangat penting untuk dilakukan di setiap tahap proses
Manajemen Risiko. Mekanisme pelaporan baik di tingkat Kota Langsa, maupun
Perangkat Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu metode berkomunikasi

Kcmentcriarr/Lcmbaga, orgarrisasi kernasyarakatan,

A. Komunikasi dan Konsultasi
Pemerintah Kota Langsa, sebagai sebuah unit yang menerapkan Manajemen Risiko,
melaksanakan tahapan komunikasi dan konsultasi. Tahap komunikasi dan
konsultasi tersebut dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Kota Langsa.
Kornunikasi elan konsultasi eli tingkat Kula Langsa kepada para pernangku
kepentingan dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan prioritas dalam rangka
menjalankan pro-ses Manajemen Risiko. Pemangku kepentingan adalah orang atau
organisasi yang akan mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau mempersepsikan diri
mereka sendiri akan terpengaruh oleh keputusan dan atau aktivitas Pemerintah
Kota Langsa.
Komunikasi dan konsultasi dilakukan terhadap pemangku kepentingan eksternal
dan internal. Pemangku kepentingan ekstemal bagi Manajemen Risiko di tingkat
Kota Langsa antara lain Pemerintah Kota Langsa sekitar, Presiden,

BAB 1I
PELAKSANAANMANAJEMENRISIKOTINGKATKOTALANGSA



Ketentuan pelaksanaan rapat berkala Komite Eksekutif adalah:
1) Rapat dilaksanakan secara triwularian, yakrri pada bulan .Januari,

April, .Juli, dan Oktober;
2) Untuk rapat yang bersifat menetapkanjmemutuskan, rapat harus

dihadiri dan dipirnpin oleh Ketua Komite Eksekutif;
3) Rapat harus dihadiri oleh minirnal2j3 darijumlah anggota Komite.

b. Pelaksanaan Rapat Insidental Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif
Dalam hal terdapat permintaan dari WalikotaKota Langsa atau hal-hallainnya
yang bersifat mendesak, Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif dapat
melakukan rapat insidental yang waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan
dengan kebutuhan.

5. Keluaran (output) kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari pelaksanaan komunikasi dan konsultasi antara lain
berupa notulensi hasil rapat dan keputusan Komite Eksekutif.

6. Dokumentasi
Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi ditujukan antara lain
untuk merekam keputusan, kesepakatan dan kebijakan yang dihasilkan oleh
Komite Eksekutif. Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi di
tingkat Kota Langsa dilakukan antara lain terhadap notulensi hasil rapat dan
keputusan Komite Eksekutif.

Risiko di Kota Langsa.
Ketentuan pelaksanaan rapat berkala KornitePelaksana adalah:
1) Rapat dilaksanakan secara triwulanan, yakni pada bulan Desember,

Maret, Juni, dan September;
2) Rapat dihadiri dan dipimpin oleh Ketua Komitem Pelaksana;
3) Rapat harus dihadiri oleh minimal2j3 darijumlah anggota Komite.

Manajemenpenerapan

disesuaikan dengan kondisi Kota Langsa. Sekretariat Komite Manajernen Risiko
Kota Langsa dibentuk untuk memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan
komunikasi dan konsultasi di tingkat Kota Langsa.
a. Pelaksanaan Risk Assessment

Risk assessment merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi Risiko,
menentukan level Risiko dan menetapkan prioritas Risiko. Risk assessment
terdiri dari kegiatan identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko. Di tingkat
Kota Langsa, risk assessment dimaksudkan untuk menyusun Profil Risiko
Kunci Kota Langsa. Risk assessment dilakukan oleh Komite Pelaksana dan
hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I
di awal periode rentang waktu untuk dibahas dan ditetapkan. Prom Risiko
Kunci Kota Langsa diretapkan oleh Komite Eksekutif paling larnbat pada
minggu II di awal periode rentang waktu. Rentang waktu merupakan masa
berlakurrya dokurnen Manajemen Risiko dan menunjukkan jangka waktu
yang digunakan untuk mengestimasikan level risiko serta menjalankan
penanganan atas risiko.
Pelaksanaan Rapat Berkala Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif Rapat
berkala yang dilakukan oleh Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif
merupakan salah satu bentuk mekanisme komunikasi dan konsultasi. Dalam
rapat ini, Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif melakukan komunikasi



Manajemen Risiko Kota Langsa yang ditetapkan dengan Keputusan
Walikota Kota Langsa.

a. Menentukan tujuan atau sasaran tingkat Kota Langsa. Tujuan atau
sasaran Kota Langsa menjadi dasar atau pondasi untuk penerapan
Manajemen Risiko. Upaya untuk mengamankan ketercapaian tujuan Kota
Langsa menjadi alasan penerapan Manajemen Risiko eli tingkat Kota
Langsa.

b. Menentukan parameter penerapan Manajemen Risiko Parameter penerapan
Manajemen Risiko yang perlu ditetapkan dalam konteks ini adalah:
1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko;
2) Periode rentang waktu;
3) Keluaran (output) Proses Manajemen Risiko yang dijalankan.

c. Menentukan struktur Manajemen Risiko Tingkat Kota Langsa
Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di
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batasan pengelolaan risiko di tingkat Kota Langsa.
Konteks Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Langsa diarahkan
untuk pencapaian sasaran strategis tingkat Kota Langsa. Sasaran strategis
tersebut merupakan representasi dari tujuan organisasi yang dijabarkan dalam
rencana strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi
lainnya. Dengan dernikian, siklus proses Manajemen Risiko harus sejalan
dengan proses penilaian kinerja dan pencapaian sasaran strategis Kota Langsa.
Langkah kerja dalam penetapan konteks di tingkat Kota Langsa adalah sebagai

4. Langkah Proses
Penetapan konteks di tingkat Kota Langsa dilakukan untuk mengidentifikasi dan
menetapkan kerangka acuan serta parameter dasar di tingkat Kota Langsa.
Kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan
Kota Langsa, lingkup penerapan, periode rentang waktu, keluaran (output),
struktur Manajemen Risiko, pemangku kepentingan, kriteria risiko, matriks
analisis risiko untuk menentukan level risiko dan prioritas risiko, serta selera

melalui mekanisme pemantauan Risiko.

3. J adwal Pelaksanaan
Komite Pelaksana menyusun penetapan konteks di tingkat Kota Langsa
dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I
di awal periode rentang waktu untuk dibahas dan ditetapkan. Penetapan konteks
ditetapkan oleh Kornite Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode
rentang waktu. Konteks tersebut harus ditinjau kembali secara berkala
bersamaan dengan pelaksanaan risk assessment tingkat Kota Langsa. Dalam hal
terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, Kornite Eksekutif dapat

B. Penetapan Korrteks
1. Tujuan

Penetapan konteks di tingkat Kota Langsa bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi
dan batasan dalam penerapan Manajemen Risiko di tingkat Kota Langsa.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan
Di tingkat Kota Kota Langsa, penyusunan penetapan konteks dilakukan oleh
Tl'~_;.j.~ n~l~l.~~ __ -l~ __ ~~_~_~ ~'1 1 1 '- IT ' .. D1 1 .. '~
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C. Identifikasi Risiko
1. Tujuan

Identifikasi risiko pada tingkat Kota Kota Langsa bertujuan untuk mendaftar
semua Risiko Kunci yang berpotensi untuk mengharnbat, menunda atau
menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan Kota Langsa. Risiko Kunci adalah
Risiko yang sangat penting unruk dikeiola bagi keberhasilan pencapaian rujuan
organisasi.

2. Penanggung J awab Pelaksanaan
Pada tingkat Kota Langsa, identifikasi risiko dilakukan oleh Komite Pelaksana
yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh Perangkat
Daerah serta mempertimbangkan masukan dari masing-masing Pcrangkat
Daerah dan 'para stakeholder. Hasil rdentifikasi risiko disampaikan kepada
Komite Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan.

3. Jadwal Pelaksanaan

tingkat Kota Langsa ini didokumentasikan dalam Formulir 1: Piagam Manajemen
Risiko.

6. Dokurnerrtasi
Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks penting untuk menjelaskan
parameter dan batasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh
Kota Langsa. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas konteks Manajemen
Risiko akan meningkatkan konsistensi penerapan dan komparabilitas risiko di
lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Dokumentasi atas kegiatan penetapan
konteks di tingkat Kota Langsa dilakukan antara lain terhadap Piagam

kcmungkinan dan level dampak perlu dirumuskan dan ditetapkan. Komite
Eksekutif menetapkan kriteria risiko yang berlaku di Kota Langsa.

f. Menetapkan matriks analisis risiko untuk menentakan level risiko dan
prioritas risiko
Matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko dan prioritas risiko
perlu dirumuskan dan ditetapkan. Matriks analisis risiko mengacu pada
rumusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Langsa ini.

g. Menetapkan selera risiko
Selera risiko yang menjadi bahasan penerimaan suatu risiko perlu
dirumuskan dan ditetapkan, sehingga jelas atas risiko mana yang perlu
dimitigasi dan risiko mana yang tidak perlu dimitigasi. Komite Eksekutif
menetapkan selera risiko yang berlaku di Kota Langsa.

h. Mendokumentasikan hasil penetapan konteks ke dalam suatu Piagam
Manajemen Risiko (risk management charter] Kota Langsa.

5. Keluaran (output) kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari tahapan penetapan konteks adalah Piagam
Manajemen Risiko (Risk Management Charter) Kota Langsa. Piagam Manajemen
Risiko Kota Langsa menjadi patokan dan pertimbangan bagi Kepala Perangkat
Daerah dalam menyusun Piagam Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

standar acuan bagi penentuan level

maupun eksternal perlu
suksesnya pelaksanaan

d. Menentakan pemangku kepentingan (stakeholders] yang terkatt dengan
Walikota Kota Langsa
Para pemangku kepentingan, baik internal
ditentukan dengan tepat untuk menjamin
Manajemen Risiko di tingkat Kota Langsa.

e. Menetapkan kriteria Risiko
Kriteria risiko yang menjadi



a. Memahami sasaran strategis Kota Langsa berikut dengan proses bisnis yang
dijalankan Pemahaman atas sasarari-sasaran strategis berikut dengan proses
bisnis di tingkat Kota Langsa akan berguna sebagai dasar (wadah) dalam
hal penentuan Risiko Kunci. Rumusan Risiko Kunci yang tepat, komprehensif,
dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya dihasilkan dari pemahaman yang
baik atas sasaran dan proses bisnis tingkat Kota Langsa.

b. Mengidentifikasi kejadian yang merupakan risiko (event) yang berpotensi
mengharnbat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran strategis tingkat
Kota Langsa. Kejadian yang merupakan risiko adalah penjabaran mengenai
suatu hal atau peristiwa yang dapat menghalangi pencapaian tujuan Kota
Langsa. Kejadian ini merupakan inti dari risiko.

c. Mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadiari yang merupakan riaiko. Setiap
kejadian yang merupakan risiko memiliki penyebab yang dapat menjadi pemicu
(trigger) bagi muncu:lnya risiko tersebut. Penyebab uta:rn:a dan akar
permasalahan (root cause) dari setiap risiko harus diidentifikasi secara memadai

dan ekspektasi serta proses bisnis utama di tingkat Kota Langsa terkait dengan
pencapaian sasaran strategis Kota Langsa dapat dijadikan sumber dalam
melakukan identifikasi Risiko di tingkat Kota Langsa.

c. Berdasarkan kategori Risiko
Sifat dan karakteristik dari setiap kategori Risiko dapat dijadikan sumber dalam
melakukan identifikasi Risiko di tingkat Kota Langsa.

Teknik dalam iderrtifikasi risiko yang dapat digunakan di tingkat Kota Langsa
antara lain:

a. Analisis para pemangku kepentingan terkait
Dengan mencermati harapan atau ekspektasi dan karakteristik serta sifat
hubungan Kota Langsa dengan para pemangku kepentingan, potensi-potensi
Risiko Kunci dapat diidentifikasi.

b. Analisis sasaran-sasaran strategis Kota Langsa berikut dengan Indikator

-_----\. .. ....J __ ...l ....1 4.;C
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kejadian yang merupakan risiko (consequences).

Komite Pelaksana melaku:kan identifikasi risiko tingkat Kota Langsa secara
berkala dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada
minggu I di awal periode rentang waktu untuk dibahas dan ditetapkan. Hasil
identifikasi risiko ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II
di awal periode rentang waktu.

4. Langkah Proses
Identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan suatu teknik tertentu yang
sistematis untuk mendaftar semua Risiko Kunci di tingkat Kcta Langsa.
Identifikasi risiko di tingkat Kota Langsa dilakukan dengan mendasarkan pada
tujuan atau sasaran yang hendak dicapai di tingkat Kota Langsa. Tnjuan atau
sasaran tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis, dan sasaran
strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Pada tingkat Kota
Langsa, identifikasi risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua Risiko Kunci
Kota Langsa.
Dalam tahapan identifikasi risiko, Risiko Kunci didaftar dan dijabarkan ke dalam
tiga unsur utama, yakni: (1) kejadian yang merupakan risiko (event); (2)



D. Analisis Risiko
1. Tujuan

Analisis risiko pada tingkat Kota Langsa bertujuan untuk mengetahui level risiko
tingkat Kota Langsa dan menyajikan peta risiko Kota Langsa.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Formulir 2: Prom. Risiko Kunci. Uraian risiko menjadi bagian dari Profil Risiko
Kunci.

Sccara teknis hasil kegiatan identifikasi fisiko didokumentasikan
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menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis tingkat Kota Langsa.
b. Penyebab kejadian yang merupakan risiko

Berisi hal-hal yang menjadi pemicu utama dan akar permasalahan dari
setiap risiko yang berpotensi muncul di tingkat Kota Langsa.

c. Dampak negatif kejadian yang merupakan risiko
Berisi uraian mengenai dampak negatif atau kerugian yang diderita oleh Kota
Langsa apabila risiko benar-benar terjadi di mas a mendatang.

database risiko yang terpadu dan andal di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
Dokumerrtasi yang valid dan lengkap atas hasil iderrtifikasi risiko yang tepat akan
menciptakan early warning systems yang baik dan meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau
sasaran Kota Langsa. Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko di tingkat Kota
Langsa dilakukan antara lain terhadap profil Risiko Kunci Kota Kota Langsa
yang mencakup informasi sebagai berikut:

a. Kejadian yang merupakan risiko (event)

identifikasi risiko pWltillg guna membangun sistcm
6. Dokumentasi

Komite Pelaksana harus menginformasikan Risiko-Risiko Kunci Kota Langsa
kepada selurnh Perangkat Daerah paling larnbat pada minggu II di awal periode
rentang waktu sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Profil Risiko Kunci
Perangkat Daerah. Selanjutnya, Komite Manajemen Risiko diharapkan
merumuskan Risiko Kunci Perangkat Daerah yang diseuaikan dengan Risiko Kunci
Kota Langsa.

5. Keluaran (output) kegiatan
Keluaran sebagai basil dari tahapan identifikasi risiko adalah Prom Risiko Kunci
Kota Langsa yang antara lain memuat penjabaran risiko berupa kejadian yang
merupakan risiko (event), penyebab kejadian yang merupakan risiko, dan dampak
ncgatif kejadian yilil.g merupakan risiko.
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ditimbulkan oleh suatu risiko.
e. Mendokumentasikan prose's identifikasi isiko ke dalam Profil Risiko Kunci Kota

Langsa.

sehingga dapat mendukung upaya perurrnrsan mitigasi risiko yang tepat.
Penyebab risiko dapat berasal dari lingkungan internal dan eksternal Kota
Langsa.

d. Mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang merupakan risiko.
Dampak negatif dari setiap kejadian yang merupakan risiko perlu diidentifikasi
guna melihat seberapa besar kerugian (severity) yang dapat ditimbulkan oleh
suatu risiko bagi Kota Langsa. Upaya pengendalian bencana (damage control)
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Komite Pelaksana 'bertanggung jawab merryusun hasil analisis risiko yang dalam
pelaksanaannya melibatkanperan serta aktif dari seluruh Perangkat Daerah
terkait dan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah
dan para stakeholder, sedangkan Komite Eksekutif bertanggung jawab membahas
dan menetapkan hasil analisis risiko.

3. Jadwal Pelaksanaan

Komite Pelaksana melakukan analisis risiko tingkat Kota Langsa secara berkala
dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada rrunggu I
di awal periode rentang waktu untuk dibahas dan ditetapkan. Komite Eksekutif
menetapkan hasil analisis Risiko paling lambat pada minggu II di awal periode
rentang waktu.

4. Langkah Proses Analisis risiko r1ilAlrlll.c-~1'l dengan mengestimasikan leve! risiko
untuk suatu periode waktu (rentang waktu) tertentu. Level risiko ditentukan
dengan rnengkombinasikan hasil estimasi level kemungkinan terjadinya suatu
risiko dengan level dampak dari suatu risiko. Estimasi level kemungkinan dan
level dampak terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian
yang ada dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko
dalam jangka waktu rentang waktu ke depan.
Level risiko merupakan kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak.
Penentuan level risiko Kota Langsa beserta dengan urutan prioritasnya



efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan
risiko tersebut. Selanjutnya level kemungkinan risiko ditentukan dengan
membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko terhadap kriteria kemungkinan
risiko. Penentuan level kemungkinan terjadinya risiko dilakukan dengan mengacu
pada kriteria kernungkinan untuk tingkat Kota Langsa. Contoh kriteria kernungkinan
sebagaimana terdapat pada tabel 11.2.

pengendalian merupakan perangkat yang dapat menurunkan tingkat
kerawanan atau level risiko. Sistem pengendalian yang efektif dapat mengurangi
level kemungkinan terjadinya Risiko atau rnenurunkan level dampak suatu risiko.
Sistem pengendalian dapat berupa pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi,
dan monitoring rutin atas suatu kegiatan.

b. Mengestimasikan level kemungkinan risiko
Levelkemungkinan terjadinya suatu risiko ditentukan dengan rnengestimasikan nilai
peluang keterjadian suatu risiko untuk satu periode rentang waktu ke

_;_ ....... _
;::'l;::,tCl.Ua. Meneritukan sistem pengendalian yang ada berikut dengan efektivitasnya

Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan level Risiko di Kota
Langsa. Masing-masing komponen pembentuk level Risiko, yakni level kemungkinan
dan level dampak menggunakan lima tingkatan (level)untuk merepresentasikan derajat
atau tingkatan levelnya.

Hasil kombinasi an tara level kemungkinan dan level dampak telah dirumuskan
dalam matriks analisis risiko sebagaimana terdapat pada tabel II. I
Langkah kerja dalam melakukan analisis Risiko adalah:
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Tabel ILL Matriks Analisis Risiko

t Rendah1

2

3

4

Sangat Tinggi5

5
4
3
2

Besaran
Risiko

Wama

1

Proioritas
Risiko

LevelRisikoTingkatan



Area Oampak

Gangguan

LC\I-cl Kem.gian Perrurunan Penurunan Terhadap Tuntutan

Oampak Negara reputasi Kinerja Layanan Hukum
Organisasi

Tidak Jumlah Keluhan Pencapaian Jumlah
Signifikan kerugian Stakeholder t~re;pt lci.nt;'rj~ tuntutan
(1) negara s secara 2': Pelayanan hukum s

RplO Langsung 100% tertunda ~ 5 kali
Juta lisan / tertulis lee 1 hari dalam

organisasi Satu
jumlahnya s Periode
3 dalam satu
Periode

T80el II.2 Kriteria Kemungkinan Terjadinya Fisiko
c. Mengestimasikan level dampak risiko

Level dampak suatu risiko ditenta:kan dengan mengestimasikan nilai besaran
dampak negatif suatu risiko untuk satu periode rentang waktu ke depan. Estimasi
nilai dampak suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem
pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan risiko tersebut.
Selanjutnya level dampak risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi
besaran dampak risiko terhadap kriteria dampak risiko. Penentuan level dampak
risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria dampak risiko untuk tingkat Kota

Kemungkinan terjadinya sangatjarang (kurang dari 2
Hampir Tidal< kali dalam 5 tahun)
Terjadi (1) Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5%

dari volume transaksi dalam 1 periode

Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali
Jarang dalam 5 tahun)
Terjadi (2) Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari

volume transaksi dalam 1 periode

0 Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali
Kadang s.d 18 kali dalam 5 tahun)
Terjadi (3) 0 Persentase kemungkinan terjadinya di at as 10% s.d

20% dari
n Kemungkinan rerjadinya sPoring[di atas 1R kafi a.d 2f>

Sering kali dalam 5 tah un)
Terjadi (4) [I Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d

50% dari volume transaksi dalam 1 periode

!J Kemungkinan terjadinya sangat sering (di Rt;:V~26
Hampir Pasti kali dalam 5 tahun)
Terjadi (5) 0 Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50%

dari volume transaksi dalam 1 periode

fTERlA KEMUNGKINAN
LEVEL

KEMUNGKINAN



5. Keluaran (output) kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari kegiatan analisis risiko di tingkat Kota Langsa adalah
Profil Risiko Kunci Kota Langsa. Prom Risiko Kunci Kota Langsa terdiri dari
rincian risiko berikut dengan level- nya dan peta risiko. Peta risiko merupakan
deskripsi lokasi risiko dalam sebuah chart. Adapun contoh peta risiko adalah
sebagaimana digambarkan dalarn gambar II.2

e. Menggambarkan kondisi Risiko dalam peta Risiko
Kota Langsa Peta Risiko (risk map) merupakan gambaran kondisi risiko
yang mendeskripsikan posisi suatu Risiko dalam sebuah chart berupa diagram
kartesius. Peta risiko dapat disusun per fisiko atau per kategori risiko sesuai
dengan kebutuhan.

d. Menentukan level risiko
Level risiko ditentukan dengan mengkombinasikan level kemungkinan risiko dengan
level dampak risiko dengan mempergunakan rumusan dalam matriks analisis risiko
sebagaimana tertuang dalarn Tabel II.I.

I dari ou Ikali dalam
satu
Periode

Sangat
Signifikan
(5)

Jumlah
tuntutan
Hukum
lebih

Pelayanan
tertunda
lebih dari
30 hari

Jumiah
eli tuntutan

Hukum di
atas
30 kali
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Komite Pelaksana bertanggung jawab menyusun hasil evaluasi Risiko, sedangkan
Komite Eksekutif bertanggung jawab rnembahas dan menetapkan hasil evaluasi
risiko.

3. Jadwal Pelaksanaan
Komite Pelaksana melakukan evaluasi risiko tingkat Kota Langsa secara berkala
dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I
di awal periode rentang waktu untuk dibahas dan ditetapkan. Komite Eksekutif

E. Evaluasi Risiko
1. Tujuan

Evaluasi risiko di tingkat Kota Langsa bertujuan untuk menentukan prioritas
Risiko Kunci dan Risiko-Risiko Kunci yang memerlukan penanganan lebih lanjut
di tingkat Kota Langsa.
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Risiko Kunci. Formulir tersebut antara lain berisi informasi mengenai uraian
risiko berikut dengan levelnya dan peta risiko.

teknis

a. Uraian sistcm pcngcndalian yang ada bcscrta dcngan cfcktivitasnya
Merupakan uraian mengenai sistem pengendalian yang ada beserta penilaian
terhadap efektivitasnya dalam mengendalikan risiko.

b. Levelrisiko
Merupakan estimasi level risiko untuk satu periode rentang waktu yang
dihasilkan dari kombinasi atas hasil perhitungan level kemungkinan dan
level dampak.

c. Peta risiko
Merupakan deskripsi posisi risiko dalam sebuah chart. Secara

6. Dokumentasi
Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko perrting guna membangan sistern
database risiko yang terpadu dan andal di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
Dokumentasi yang valid atas hasil analisis risiko yang tepat akan meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan
atau sasaran Kota Langsa. Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko di tingkat
Kota Langsa dilakukan antara lain terhadap profil Risiko Kunci Kota Langsa yang
mencakup informasi sebagai berikut:

Bentuk ProfilRisiko Kunci termuat dalam Formulir 2.

Gambar 11 .2. Peta Risiko



5. Keluaran (output) kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari kegiatan evaluasi risiko di tingkat Kota Langsa adalah
Profil Risiko Kunei Kota Langsa. Dalam Profil Risiko Kunei Kota Langsa antara lain

c. Mendokumentasikan hasil an alisis Risiko ke dalam Formulir 2.

Gambar II.3 : Selera Risiko

b. Menentukan Risiko-Risiko kunci yang memerlukan penanganan lebih
lanjut.
Apabila suatu Risiko Kunci memiliki level risiko yang berada dalam area
penerimaan risiko organisasi, maka atas Risiko Kunei tersebut tidak perlu
ditangani lebih lanjut atau tidak dimitigasi. Sementara itu, untuk Risiko Kunei
dengan level risiko yang berada di luar area penerimaan risiko organisasi
harus dimitigasi. Contoh selera risiko sebagaimana terlihat dalam Gambar II.3.

diperlukan pertimbangan tambahan oleh Komite Pelaksana/ Komite Eksekutif
untuk menentukan prioritas risiko. Seeara lebih rinci rumusan kaidah urrtuk
prioritisasi risiko dengan mendasarkan pada matriks tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Petimbangan Level Risiko
2) Pertimbangan Level dampak
3) Pertibangan Level Kemungkinan
4) Pertimbangan tambahan oleh Komite Pelaksans./Komite Eksekutif

a. Menentukan signifikansi Risiko Kunei atau prioritas Risiko Kunei dengan
mernperhatikan rnatriks analisis risiko derajat signifikansi setiap Risiko Kunci
ditunjukkan dengan nilai prioritas risiko. Keputusan untuk menentukan
prioritas risiko didasarkan pada matriks analisis risiko sesuai Tabel Il.l.
Angka pada area level risiko menunjukkan posisi prioritas suatu risiko.
Berdasarkan matriks tersebut, dapat diketahui kelompok risiko dengan
prioritas nomor 1 hingga 25. Semakin kecil angka prioritasnya, semakin
penting/prioritas risiko tersebut untuk diperhatikan oleh organisasi. Apabila

T ---5- _...:I_1_1,.....~
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menetapkan hasil evaluasi risiko paling lambat pada mingga II di awal periode
rentang waktu.

4. Langkah Proses
Evaluasi risiko di tingkat Kota Langsa dilakukan dengan memperhitungkan
semua Risiko Kunci yang berada di tingkat Kota Langsa. Di lingkup Kota Langsa,
semua Risiko Kunei ditentukan signifikansinya dengan mempertimbangkan
beberapa faktor yang relevan. Langkah proses dalam evaluasi risiko di tingkat Kota



Perangkat Daerah. Komite Manajemen Risiko Kota Kota Langsa harus
mengupayakan penyusunan rencana, mitigasi tersebut sesuai dengan waktu
yang ideal. Dalam hal rencana mitigasi tersebut ditetapkan setelah Dokumen
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dan ditetapkan. Komite Eksekutif menetapkan rencana mitigasi risiko
tingkat Kota Langsa paling lambat pada rninggu II di awal periode rentang
waktu. Mitigasi risiko Kota Langsa yang sudah ditetapkan oleh Komite
Eksekutif tersebut selanjutnya disampaikan oleh Komite Pelaksana
kepada Kepala Perangkat Daerah yang terkait dan ditembuskan kepada
Compliance Office for Risk Management paling lambat pada minggu II di awal
periode rentang waktu. Waktu ideal bagi penyusunan rencana mitigasi risiko
tingkat Kota Kota Langsa adalah dilakukan secara bersamaan dan

3. Jadwal Pelaksanaan
a. Penyusunan rencana mitigasi risiko

Komite Pelaksana menyusun rencana mitigasi risiko tingkat Kota Kota
Langsa secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif

Sedangkan PIC (Person in Charge) atas kegiatan mitigasi risiko bertanggung
jawab menjalankan kegiatan mitigasi risiko di 'tingkat Kota Langsa sesuai
dengan batas kendali dan kewenangannya.

reritang waktu.

seluruh Perangkat Daerah yang terkait dan mempertimbangkan masukan dari
rnasing-masing Perangkat Daerah dan para stakeholder, menyampaikan rencana
mitigasi risiko kepada Komite Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan,
menyampaikan rencana mitigasi risiko Kota Langsa yang sudah ditetapkan oleh
Komite Eksekutif kepada seluruh Perangkat Daerah yang terkait serta memantau
pelaksanaan mitigasi Risiko tingkat Kota Langsa.
Komite Eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan rencana
mitigasi risiko di tingkat Kota Langsa yang akan dijalankan sepanjang periode

F. Mitigasi 'Risiko
1. Tujuan
Penanganan risiko (mitigasi risiko) di tingkat Kota Langsa ditujukan untuk
menurunkan level risiko Kota Langsa hingga berada pada area penerimaan risiko,
sesuai dengan selera risiko yang telah ditetapkan.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan
Komite Pelaksana bertanggung jawab menyusun rencana mitigasi risiko di tingkat

6. Dokumentasi
Dokumentasi atas kegiatan evaluasi risiko di tingkat Kota Langsa dilakukan antara
lain terhadap Profit Risiko Kunci Kota Kota Langsa yang mencakup informasi
sebagai berikut:
a. Prioritas risiko;
b. Keputusan penanganan risiko.

Secara teknis hasil kegiatan evaluasi risiko didokumentasikan dalam Formulir
2: Profi1 Risiko Kunci. Dalarn formulir ini antara lain dimuat uraian risiko
berikut dengan levelnya, sistem pengendalian yang ada, dan prioritas setiap

dimuat informasi mengenai prioritas risiko berikut dengan keputusan
penanganannya.



d. Mendokumentasikan OpS! mitigasi risiko yang akan dijalankan beserta
rencana mitigasi risiko.

e. Menjalankan setiap reneana mitigasi risiko Penanggung jawab kegiatan
mitigasi risiko, baik seeara bersama-sama maupun mandiri, harus
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langkah mitigasi risiko kepada Perangkat Daerah dan unit kerja di
bawahnya yang terkait.

c. Menetapkan target penurunan level risiko
Komite Eksekutif menetapkan target penurunan level risiko sehubungan
dengan mitigasi risiko seeara eermat dan teliti. Target penurunan level risiko
tersebut dinyatakan dalam Level risiko residual harapan setelah mitigasi risiko.
Target tersebut harus mempertimbangkan komposisi level kemungkinan dan
level dampak dari risiko yang dimitigasi beserta dengan kekuatan rene ana
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b. Menyusun rencana mitigasi risiko
Komite Pelaksana merancang rencana mitigasi risiko berupa satu atau
beberapa kegiatarr/ tindakan untuk menangani Risiko-Risiko Kunci di tingkat
Kota Langsa. Rencana mitigasi risiko harus memuat:
1) Rincian kegiatan secara jelas dan spesifik;
2) Ukuran dan target dari setiap kegiatan mitigasi risiko;
3) Jadwal pelaksanaan dari setiap kegiatan mitigasi risiko;
4) Personil yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan mitigasi Risiko.

mempertimbangkan alternatif opsi mitigasi risiko yang tersedia. Penentuan opsi
mitigasi risiko harus mempertimbangkan berbagai Iaktor antara lain kondisi
risiko, sumber daya organisasi, dan kemungkinan bagi pelaksanaannya. Opsi
mitigasi yang mungkin dilakukan meliputi:
1) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko;
2) Menurunkan dampak suatu risiko;
3) Membagi atau mengalihkan risiko;
4) Menerima risiko; dan

setelahakanrisiko

4. Langkah Proses
Rencana mitigasi risiko yang disusun oleh Komite Pelaksana harus
.merrrperhatikan sumber daya dan kewenangan yang dirrriliki.Mitigasi risiko yang
membutuhkan pelaksanaan yang bersifat teknis dapat diturunkan atau
didelegasikan kepada unit di bawahnya yang terkait. Dengan demikian, mitigasi
risiko yang disusun di tingkat Kota Langsa dilaksanakan oleh Komite Pelaksana,
Perangkat Daerah terkait dan unit kerja di bawahnya yang terkait. Langkah kerja
penanganan Risiko di tingkat Kota Langsa mencakup:
a. Menentukan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan Penentuan opsi

b. Pelaksanaan Mitigasi Risiko
Rencana mitigasi risiko yang sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif harus
dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya
sesuai dengan jadwal implernentasi bagi masing-masing rencana mitigasi
risiko. Pelaksanaan rencana mitigasi risiko tersebut dilakukan sepanjang
periode rentang waktu.

Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat Daerah disahkan, rencana rnitigasi
terse but harus dapat dijadikan sumber yang andal untuk revisi RKA dan
DPAPerangkat Daerah.



setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Komite Pelaksana terhadap realisasi mitigasi Risiko
sampai dengan triwulan I, II, Ill, dan IV dalarn periode rentang wakta dan
hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I
setelah triwulan tersebut berakhir melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci.
Sedangkan reviu berkala untuk menilai efektivitas mitigasi Risiko yang telah
dijalankan dilakukan setiap semester oleh Komite Pelaksana dan hasilnya
disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I setelah

3. Jadwal Pelaksanaan
Kornite Pelaksana melakukan reviu atas Piagam Manajemen Risiko, Profil Risiko
Kunci, dan rencana mitigasi Risiko sebagai bagian dari pelaksanaan risk
assessment sebelum atau di awal periode rentang waktu. Pemantauan atas
pelaksanaan rencana mitigasi Risiko, kondisi Risiko, dan konteks Manajemen
Risiko dilakukan secara terus menerus oleh Komite Pelaksana. Secara berkala,
Komite Pelaksana menyampaikan hasil pemantauan dan reviu Proses Manajemen
Risiko kepada Komite Eksekutif melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci serta

G. Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko
1. Tujuan

Pemantauan dan reviu di tingkat Kota Langsa ditujukan untuk memastikan
bahwa seluruh tahapan dalam proses Manajemen Risiko di tingkat Kota Langsa
telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kerangka dan parameter yang telah
ditetapkan.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan
Komite Pelaksana bertanggung jawab untuk menjalankan pemantauan dan reviu

pada tingkatan yang aman dari setiap risiko. Dokumentasi atas tahapan
mitigasi risiko dilakukan arrtara tain terhadap Laporan Mitigasi Risiko Kunci yang
mencakup informasi sebagai berikut:
a. Informasi mengenai opsi mitigasi risiko yang digunakan;
b. Rencana mitigasi risiko; dan
c. Realisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan.

Secara teknis tahapan mitigasi risiko didokumentasikan dalam Formulir 3: Mitigasi
Risiko Kunci.

6.Dokumentasi
Dokumentasi atas kegiatan mitigasi risiko penting guna membangun sistem
database risiko yang terpadu dan andal di tingkat Kota Kota Langsa.
Dokumentasi yang valid dan lengkap atas rencana dan realisasi mitigasi risiko
1 "1..._ '1 • . ,.:I • l--. 1..axan memoerixan jamman yTan-g memaaas earrwa organisasi scnantiasa her-ada

Keluaran sebagai hasil dari tahapan mitigasi Risiko adalah Laporan Mitigasi
Risiko Krmci yang arrtara lain rnerrruat opsi rnitigasi risiko serta rencana dan
realisasi mitigasi risiko.

menjalankan setiap kegiatan atau tindakan mitigasi risiko sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang telah disusun.
Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait harus dibangun serta
pemantauan atas pelaksanaan setiap mitigasi risiko tingkat Kota Langsa harus
dilakukan oleh Komite Pelaksana.

f. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan mitigasi risiko yang telah dijalankan.
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Kota Langsa sebagai hasil audit atas Proses Manajemen Risiko dapat digunakan
oleh Komite Manajemen Risiko Kota Langsa untuk rnernperbaiki,
meningkatkan, dan mengembangkan tata kelola, Proses Manajemen
Risiko dan keluaran (output) penerapan Manajemen Risiko di lingkungan
Pemerintah Kota Langsa.
Fokus pemantauan dan reviu atas Proses Manajemen Risiko di tingkat Kota
Langsa dilakukan terhadap:
1) Lingkungan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Kota Langsa.

Perubahan kcndisi lingkungan pencrapan Manajemen Risiko pcrlu
diperhatikan oleh Komite Pelaksana untuk memastikan babwa Manajemen
Risiko tetap berjalan dengan baik. Perubahan tersebut dapat berasal dan
berada di internal maupun eksternal Kota Langsa.

d. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Kota
Langsa sebagai auditor internal dapat melakukan penilaian Tingkat
Kematangan Penerapan Manajemen Risiko. Hasil penilaian ini dapat digunakan
oleh Komite Manajemen Risiko Kota Langsa untuk meningkatkan dan
mengembangkan Proses Manajemen Risiko di tingkat Kota Langsa.

e. Audit atas Proses Manajemen Risiko
Inspektorat Kota Langsa sebagai auditor internal dapat melaksanakan audit

Sedangkan reviu berkala untuk menilai efektivitas mitigasi Risiko yang telah
dijalankan dilakukan setiap semester oleh Komite Pelaksana dan hasilnya
disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I setelah
semester tersebut berakhir melalui Laporan Pemantauan dan Reviu Proses
Manajemen Risiko untuk dibahas dan ditetapkan.
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secara maupun perlu diwaspadai dan dicermati untuk memastikan bahwa
Profil Risiko Kunci Kota Langsa tetap relevan dan mitigasi Risiko yang
dijalankan tetap efektif mendukung pencapaian tujuan Kota Langsa.

c. Pemantauan dan reviu berkala
Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Komite
Pelaksana terhadap realisasi mitigasi Risiko sampai dengan triwulan I, II, III,
dan IV dalam periode rentang waktu dan hasilnya disampaikan kepada Komite
Eksekutif paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir

V-._~ ....O n-..l"",l ..p'-_~_ ..,._,a..-.,......~+.:l,...f:"'o4!"1-."""'1- ....~..._ l ...~_~_.........__ ~ ..~,:....__"..._],__*,,.,,,1,_ ~....J~_+;+'lr __ ";
.1.'l..VJ._~l...1"'''\,.,J. \.,.,J.Gc."'O"i:)C;U.l.Cl.. J..1..1\....J..1..1.a. ..... \.l..n..GlJ.J. vCtLJ..V\I Cl. ...J:"l.."\",.;5J.c:l\.Q..J..I. .i-"---.1..n ....l.Glj:JCA..L.L n..V.l.J..\.'-'.n.~7 .l\...l........1..l\..l~..Ln.ClO.l

Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, dan penyusunan rencana mitigasi
Risiko telah berjalan dengan balk. Selain itu, Kornite Pelaksana memastikan
bahwa Piagam Manajemen Risiko, Profil Risiko Kunci, dan rencana mitigasi
Risiko telah disusun secara memadai.

b. Pemantauan terus-menerus (ongoing monitoring) Komite Pelaksana secara
terus-menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor
yang mempengaruhi Risiko dan kondisi lingkungan penerapan
Manajemen Risiko. Perubahan yang secara signifikan mempengaruhi proses

4. Langkah Proses
Kegiatan pemantauan dan reviu Proses Manajemen Risiko di tingkat Kota Langsa
dilaksanakan dengan jalan:
a. Pelaksanaan Risk Assessment

semester tersebtrt berakhir melalui Laporan Pernarrtauan dan Reviu Prose's
Manajemen Risiko.



Langsa yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari masing­
masing Perangkat Daerah dan para stakeholder.

b. Laporan Profil Risiko Kunci Kota Langsa disusun dan disampaikan oleh
Komite Pelaksana kepada Komite Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan
paling lambat pada minggu I di awal periode rentang waktu.
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keputusan atau menentukan tindakan yang terbaik. Dengan demikian, pelaporan
Manajemen Risiko penting artinya untuk menggambarkan proses yang telah
dijalankan dan menyediakan data yang berharga bagi pihak- pihak yang
berkepentingan. Pelaporan mi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi
pengembangan Manajemen Risiko di tingkat Kota Langsa. Pelaporan Manajemen
Risiko di tingkat Kota Langsa dilakukan oleh Komite Pelaksana dan Komite
Eksekutif serta meliputi:
1. Laporan Profil Risiko Kunci Kota Langsa

H. Pelaporan Manajemen Risiko
Pelaporan Manajemen Risiko merupakan upaya untuk menyajikan informasi terkait
dengan pengelolaan Risiko kepada para pemangku kepentingan. Pelaporan ini

d. Laporan Hasil Audit Proses Manajemen Risiko.
Secara teknis tahapan pemantauan dan reviu Proses Manajemen Risiko ini
didokumentasikan di dalam Formulir 3: Mitigasi Risiko Kunci dan Formulir 4:
Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko.

6. Dokumentasi
Dokumentasi atas kegiatan pemantauan dan reviu Proses Manajemen Risiko
penting guna menyediakan informasi yang akurat bagi pengembangan Proses
Manajemen Risiko di tingkat Kota Langsa. Dokumentasi atas kegiatan ini
dilakukan antara lain terhadap:
a. Laporan Mitigasi Risiko Kunci;
b. Laporan Pemantauan dan reviu Proses Manajemen Risiko;
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keberhasilan menurunkan level Risiko, dan gambaran tren Risiko.

memastikan bahwa rencana mitigasi Risiko yang telah disusun benar-benar
dijalankan di tingkat Kota Kota Langsa, Perangkat Daerah dan unit kerja
di bawahnya. Reviu atas efektivitas mitigasi Risiko dimaksudkan sebagai
mekanisme umpan balik bagi perbaikan dan pengembangan Proses
Manajemen Risiko di tingkat Kota Langsa.

5. Keluaran (output) kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari tahapan pemantauan dan reviu Proses Manajemen
Risiko adalah Laporan Mitigasi Risiko Kunci serta Pemantauan dan Reviu Proses

unrukHal rm dirnaksudkanv_.~~+o
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2} Kondisi ProfitRisiko Knnci Kota Langsa.
Adanya Risiko baru atau adanya Risiko yang harus dihilangkan sehubungan
dengan berubahnya tujuan organisasi perlu menjadi fokus pemantauan
oleh Komite Pelaksana. Validitas level Risiko juga perlu senantiasa
dipantau,

3) Mitigasi Risiko.
Pelaksanaan mitigasi Risiko beserta dengan efektivitasnya harus menjadi



4. Laporan Manajemen Risiko Insiderrtal
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Eksekutif terse but selanjutnya disampaikan oleh Komite Pelaksana
kepada Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah dan ditembuskan
kepada Compliance Office for Risk Management paling lambat pada
minggu II setelah semester tersebut berakhir.

c. Format laporan sesuai dengan Formulir 4.
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a. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Kota Langsa
disusun oleh Kornite Pelaksana berdasarkan hasil pemantauan dan reviu
atas efektivitas pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci dan disampaikan
kepada Komite Eksekutif setiap semester paling lambat pada minggu I
setelah semester tersebut berakhir untuk dibahas dan ditetapkan.

b. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Kota Langsa
ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling lambat pacta minggu II setelah
semester tersebut berakhir. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses

periode rentang waktu.
d. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kota Langsa yang berisikan informasi mengenai

Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana, dan realisasi mitigasi sampai dengan
triwulan I, II, III, dan IV dalam periode rentang waktu, disusun, ditetapkan,
dan disampaikan oleh Komite Pelaksana secara triwulanan kepada Komite
Eksekutif dan ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management
paling lamb at pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir.

e. Format laporan sesuai dengan Formulir 3.
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Risiko Kunci yang dimitigasi dan rencana mitigasinya, disusun oleh Komite
Pelaksana dan disampaikan paling lambat pada minggu I di awal periode
rentang waktu kepada Komite Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan.
Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kotya Kota Langsa terse but ditetapkan oleh
Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu.
Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kota Langsa yang sudah ditetapkan oleh Komite
Eksekutif tersebut selanjutnya disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada
Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada

e. Format laporan sesuai dengan Formulir 2.
2. Laporan Mitigasi Risiko Krrnci Kota Langsa

a. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kota Langsa
Memuat informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi,
dan realisasi mitigasi Risiko yang telah dijalankan.

b. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kota Langsa dibuat oleh Komite Pelaksana
dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah
dan para stakeholder dan disampaikan kepada Komite Eksekutif.

c. Laporan Profil Risiko Kunci Kota Langsa ditetapkan oleh Komite Eksekutif
paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu.

d. Komite Pelaksana menyampaikan Laporan Profil Risiko Kunci Kota
Langsa yang sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif kepada Komite
Manajemen Risiko dan ditembuskan kepada Compliance Office for Risk
Management paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu
sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Profil Risiko Kunci Perangkat
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Di tingkat Perangkat Daerah, komunikasi dan konsultasi dilakukan oleh Kepala
Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh unit kerja dibawahnya di
lingkupnya masing-rnasing dan berhubungan dengan KomiteManajemen Risiko.

3. J adwal Pelaksanaan
Perangkat Daerah melakukan komunikasi dan konsultasi di sepanjang periode
penerapan Manajemen Risiko, selaras dengan tahapan Proses Manajemen Risiko
dan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Manajemen
Risiko.
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setiap tahap Proses Manajemen Risiko. Mekanisme pelaporan di tingkat Perangkat
Daerah pada haki:katnya merupakan salah satu metode berkorrrnnikasi dan
meminta masukan kepada para pemangku kepentingan.
1. Tujuan

Komunikasi dan konsultasi di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk
mendapatkan dan menyebar informasi yang relevan terkait dengan penerapan
Manajemen Risiko, sehingga pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

Daerah.
Komunikasi dan konsultasi dilakukan terhadap para pemangku kepentingan
eksternal dan internal. Pemangku kepentingan eksternal bagi Manajemen Risiko
di tingkat Perangkat Daerah antara lain Walikota Kota Langsa, Kepala Perangkat
Daerah yang terkait, Kementeriarr/Lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan
masyarakat umum yang dilayani. Sedangkan pemangku kepentingan internal
bagi Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah adalah seluruh unit kerja di
bawah Perangkat Daerah dan seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah

A. Komunikasi dan Konsultasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, sebagai sebuah unit yang
menerapkan Manajemen Risiko, melaksanakan tahapan komunikasi dan konsultasi.
Tahap komunikasi dan konsultasi tersebut dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
Komunikasi dan konsultasi di tingkat Perangkat Daerah kepada para pemangku
kepentingan dilakukan secara terus-rnenerus sesuai dengan prioritas dalam rangka
menjalankan Proses Manajemen Risiko. Pemangku kepentingan adalah orang atau
organisasi yang akan mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau mempersepsikan diri

BAB III
PELAKSANAANMANAJEMENRISIKO

TINGKAT PERANGKAT DAERAH

objektif.
c. Berrtuk dan isi Laporan Manajemen Risiko Insiderrtal disesuaikan dengan sifat

dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya laporan ini.

a. Laporan Manajemen Risiko Insidental disusun oleh Komite Pelaksana dan
ditujukan kepada Walikota Kota Langsa.

b. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko Insidental antara lain didasari oleh:
1) Apabila terjadi kondisi abnormal: berfungsi untuk memberikan masukan

mengenai rencana kontinjensi kepada Walikota Kota Langsa;
2) Apabila ada permintaan dari Walikota Kota Langsa berkenaan dengan

pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu: berfungsi untuk



e. Pelaksanaan Rapat Berkala Manajemen Risiko Perangkat Daerah Rapat
berkala yang dilakukan olen Perangkat Daerah merupakan salah satu bent uk
mekanisme komunikasi dan konsultasi. Keterrtuart pelaksanaan rapat berkala
Manajemen Risiko Perangkat Daerah adalah:
1) Rapat berkala dilaksanakan secara triwulanan, yakni pada bulan

.Januari, April, Juli dan Oktober;
2) Rapat berkala dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah;
3') Rapat harus dihadiri 'oleh perwakilari dari unit kerja setirrgkat -dibawah

kepala Perangkat Daerah

Gambar IV.1.: Rentang waktu
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level Risiko serta menjalankan penanganan atau mitigasi Risiko. Contoh
rentang waktu di tingkat Perangkat Daerah diilustrasikan pada gambar
IV.I.
RENTANG WAKTU

assessment terdiri dari kegiatan identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko.
Di tingkat Perangkat Daerah, risk assessment dimaksudkan urrtuk
menyusun Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah. Risk assessment
dilakukan oleh Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada
Komite Manajemen Risiko serta ditembuskan kepada Unit Kepatuhan
Manajemen Risiko (Compliance Office for Risk Management) paling lambat
pada minggu IV di awal periode rentang waktu.
Rentang waktu merupakan masa berlakunya dokumen Manajemen Risiko

terbatas pada 3 (tiga) pendekatan tersebut, tetapi dapat dilakukan sepanjang
diperlukan dengan berbagai macam bentuk dan mekarrisrne yang disesuaikan
dengan kondisi masing-masing Perangkat Daerah. Sekretariat Manajemen
Risiko Perangkat Daerah dapat dibentuk untuk memfasilitasi dan
mengorganisasikan pelaksanaan komunikasi dan konsultasi di tingkat
Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan Risk Assessment
Risk assessment merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi Risiko,

4. Langkah Proses
Komunikasi dan konsultasi di tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan
menggunakan beberapa mekanisme. Mekanisme dalam rangka pelaksanaan
komunikasi dan konsultasi tersebut dilakukan dengan:
a. Pelaksanaan risk assessment di tingkat Perangkat Daerah;
b. Pelaksanaan rapat berkala Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
c. Pelaksanaan rap at insidental Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
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tingkat Perangkat Daerah. Kerangka acuan dan parameter dasar tersebut
mencakup antara lain: tujuanj sasaran Perangkat Daerah, lingkup penerapan,
periode rentang waktu, keluaran (output), Struktur Manajemen Risiko,
Pemangku Kepentingan, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko untuk
menentukan level Risiko dan Prioritas Risiko, serta selera Risiko. Dengan
demikian, konteks di tingkat Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan

Risk Management paling lambat pada minggu IV di awal periode rentang
waktu. Konteks tersebut hams ditinjau kembali secara berkala bersamaan
dengan pelaksanaan risk assessment tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal
terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, Kepala Perangkat Daerah
dapat mengubah dan menyesuaikan konteks Manajemen Risiko di unitnya
masing-masing melalui mekanisme pemantauan Risiko.

4. Langkah Proses
Penetapan konteks di tingkat Perangkat Daerah dilakukan untuk

tingkat Perangkat Daerah.
2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Di tingkat Perangkat Daerah, penyusunan dan penetapan konteks dilakukan
oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan melibatkan peran serta aktif dari
seluruh unit kerja di bawahnya.

3. Jadwal Pelaksanaan
Kepala Perangkat Daerah menyusun, menetapkan, dan menyampaikan
penetapan konteks Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah kepada

B. Penetapan Konteks
1. Tujuan

Penetapan konteks di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter

Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi di tingkat Perangkat
Daerah dilakukan antara lain terhadap notulensi hasil rapat dan keputusan
Kepala Perangkat Daerah.

6. Dokumentasi
Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi ditujukan untuk
merekam keputusan, kesepakatan dan kebijakan yang dihasilkan dari

5. Ketuaran (output) Kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari pelaksanaan komunikasi dan konsultasi adalah
berupa notulensi hasil rapat dan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

kebutuhan.

Dalam rapat ini, pejabatjpegawai Perangkat Daerah melakukan kornunikasi
dan konsultasi atas berbagai hal terkait dengan penerapan Manajemen Risiko,
seperti penyusunan Profil Risiko Kunci, rencana mitigasi, dan pemantauan
ProfilRisiko Kunci beserta dengan mitigasinya.

f. Pelaksanaan Rapat Insidental Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dalam hal
terdapat permintaan dari Kepala Perangkat Daerah atau hal- hallainnya yang
bersifat mendesak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan rapat



5. Keluaran (OUtput) Kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari tahapan penetapan konteks adalah Piagam
Manajemen Risiko (Risk Management Charter) Perangkat Daerah.

6. Dokumentasi
Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks penting untuk menjelaskan
parameter dan batasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh
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dimitigasi dan Risiko mana yang tidak perlu dimitigasi. Selera Risiko harus
mengacu pada selera Risiko yang ditetapkan di tingkat
Kota Langsa oleh Komite Eksekutif.

h. Mendokumentasikan hasil penetapan konteks ke dalam suatu Piagam
Manajemen Risiko (Risk Management Charter) Perangkat Daerah.

yang telah ditetapkan oleh Komite Eksekutif.
f. Menetapkan matriks analisis Risiko untuk menentukan level

Risiko dan prioritas Risiko.
Matriks analisis Risiko untuk menentukan level Risiko dan prioritas Risiko
perlu dirumuskan dan ditetapkan. Matriks Analisis Risiko mengacu pada
rumusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

g. Menetapkan selera Risiko.
Selera Risiko yang menjadi batasan penerimaan suatu Risiko perlu

d. Menentukan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan
Perangkat Daerah masing-masing. Para pemangku kepentingan, baik
internal maupun eksternal perlu ditentukan dengan tepat untuk menjamin
suksesnya pelaksanaan Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah.

e. Menetapkan kriteria Risiko
Kriteria Risiko yang menjadi standar acuan bagi penentuan level
kemungkinan dan level dampak perlu dirumuskan dan ditetapkan. Kriteria

c. Menentukan struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah.
Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di
tingkat Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk
struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah.
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strategis. Langkah kerja dalam penetapan konteks di tingkat Perangkat Daerah
adalah sebagai berikut:
a. Menentukan tujuan atau sasaran tingkat Perangkat Daerah.
b. Menentukan parameter penerapan Manajemen Risiko

Parameter penerapan Manajemen Risiko yang perlu ditetapkan
dalam konteks ini adalah:
1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko;
2) Periode rentang waktu;
3) Keiuaran (OUtput) Proses ivianajemen Risiko yang dijalankan.

batasan pengelolaan Risiko di setiap Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Langsa.
Konteks penerapan Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah
diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis tingkat Perangkat Daerah.
Sasaran strategis terse but merupakan representasi dari tujuan organisasi yang
dijabarkan dalam rencana strategis, dan sasaran strategis yang tercantum
dalam dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, siklus Proses Manaj emen



Pada tingkat Perangkat Daerah, identifikasi Risiko diarahkan untuk
mengidentifikasi serrrna Risiko Kunci eli tingkat Perangkat Daerah.
Dalam tahapan identifikasi Risiko, Risiko didaftar dan dijabarkan ke dalam
tiga unsur utama, yakni: (1) kejadian yang merupakan Risiko (event); (2)

4. Langkah Proses
Identifikasi Risiko dilakukan dengan menggunakan suatu teknik tertentu yang
sistematis untuk mendaftar semua Risiko Kunci di tingkat Perangkat
Daerah. Identifikasi Risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan
mendasarkan pada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh setiap
Perangkat Daerah. Tujuan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasal
dari rencana strategis Perangkat Daerah, dan sasaran strategis yang

Risikc.

3. Jadwal Pelaksanaan
K~p~:.I1F.1Perangkar Daerah melaku kan idenrifikasi Risikn tingkar Perarigkat
Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala.
Hasil identifrkasi Risiko tersebut drsampaikan kepada Kornite Manajemen
Risiko dan ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management
paling lambat pada minggu IVdi awal periode rentang waktu. Identifikasi Risiko
dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Berkala atau Rapat
Insidental Manajemen Risiko Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat
perubahan pacta periode berjalan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengubah
dan menyesuaikan Risiko Perangkat Daerah melalui mekanisme pemantauan

Pada tingkat Perangkat Daerah, identifikasi Risiko dilakukan oleh Kepala
Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif
dari seluruh unit kerja yang berada di bawahnya serta mempertimbangkan
masukan dari masing-masing pejabatjpegawai Perangkat Daerah dan para
stakeholder.

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas Risiko berikut dengan
langkah mitigasinya dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya. Setiap unit
kerja di bawah Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas Risiko
beserta dengan langkah mitigasinya dalam iingkup kewenangan yang
dimilikinya.

1. Tujuan
Identifikasi Risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan trrrtuk mendaftar
semua Risiko Kunci yang berpotensi untuk menghambat, menunda atau
menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan masing-masing Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Risiko Kunci adalah Risiko
yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan
organisasi.

c. Identifikasi Risiko

setiap Perangkat Daerah. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas konteks
Manajemen Risiko akan meningkatkan konsistensi penerapan dan
komparabilitas Risiko di lingkungan Perangkat Daerah. Dokumentasi atas
kegiatan penetapan konteks di tingkat Perangkat Daerah dilakukan antara
lain terhadap Piagam Manajemen Risiko Perangkat Daerah. Secara teknis
tahapan penetapan konteks di tingkat Perangkat Daerah didokumentasikan
dalam Formulir 1: Piagam Manajemen Risiko.
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utama dan akar permasalahan (root cause) dari setiap Risiko harus
diidentifikasi secara memadai sehingga dapat rnendukung perurrrusan
mitigasi Risiko yang tepat. Penyebab Risiko dapat berasal dari lingkungan
internal dan eksternal Perangkat Daerah.

d. Mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang rnerupakan Risiko.
Dampak negatif dari setiap kejadian yang merupakan Risiko perlu
diidentifikasi guna melihat seberapa besar kerugian (severity) suatu
Risiko bagi Perangkat Daerah. Upaya pengendalian bencana (damage

sasaran strategis Perangkat Daerah.
Kejadian yang merupakan Risikn adalah penjabaran mengenai suatu hal
atau peristiwa yang dapat menghalangi pencapaian tujuan Perangkat
Daerah. Kejadian ini merupakan inti dari Risiko. Di tingkat Perangkat
Daerah, identifikasi kejadian ini rneliputi kejadian di tataran semua unit
kerja yang berada di bawahnya.

c. Mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang rnerupakan Risiko.
Setiap kejadian yang merupakan Risiko memiliki penyebab yang dapat

di bawahnya berikut dengan proses bisnis yang dijalan. Pemahaman atas
sasaran- sasaran strategis berikut dengan proses bisnis eli tingka:t Perangkat
Daerah dan unit kerja yang berada di bawahnya berguna sebagai dasar
(wadah) dalam hal penentuan Risiko Kunci. Rurnusan Risiko Kunci yang
tepat, komprehensif, dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dihasilkan
dari pemahaman yang baik atas sasaran strategis dan proses bisnis Perangkat
Daerah dan unit kerja yang berada di bawahnya.

b. Mengidentifikasi kejadian yang merupakan Risiko (event) yang

d. Analisis kegiatan rutin terkait dengan pencapaian sasaran strategis.
Mencermati proses bisnis yang dijalankan oleh setiap Perangkat Daerah,
termasuk di dalamnya proses bisnis di bawahnya, dapat dijadikan sumber
dalam melakukan identifikasi Risiko di tingkat Perangkat Daerah. Secara
teknis, hal ini dapat dilakukan dengan rnencermati SOP yang dijalankan
baik oleh Perangkat Daerah maupun oleh di bawahnya.

Langkah kerja dalam identifikasi Risiko di tingkat Perangkat Daerah
adalah:

b. Analisis sasaran-sasaran strategis Perangkat Daerah berikut dengan
Indikator Kinerj a Utama '(tKU)
Target dan ekspektasi serta proses bisnis utama di tingkat Perangkat
Daerah terkait dengan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah
dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi Risiko di tingkat
Perangkat Daerah.

c. Berdasarkan kategori Risiko
Sifat dan karakteristik dari setiap kategori Risiko dapat dijadikan sumber

penyebab kejadian yang merupakan Risiko (root cause"); dan (3) darnpak
negatif kejadian yang merupakan Risiko (consequences). Teknik dalam
identifikasi Risiko yang dapat digunakan di tingkat Perangkat Daerah antara
lain:
a. Analisis para pemangku kepentingan terkait

Dengan mencermati harapan atau ekspelctasi dan karakteristik serta sifat
hubungan setiap Perangkat Daerah dengan para pemangku kepentingan
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periode rentang waktu. Analisis Risiko dapat dilakukan bersamaan dengan
pelaksanaan Rapat Berkala atau Rapat Insiderrtal Manajemen Risiko
Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan ,

3, Jadwal Pelaksanaan
Kepala Perangkat Daerah melakukan analisis Risiko tingkat Perangkat Daerah
dan menetapkan hasilnya secara berkala. Hasil analisis Risiko tersebut
disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan ditembuskan kepada
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analisis Risiko yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari
seluruh unit kerja terkait di'bawahnya dan rnempertirnbangkan masukan dari
masing-masing unit kerja terkait dibawahnya dan para stakeholder.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Formulir 2: Profil Risiko Kunci. Uraian Risiko menjadi bagian dari Profil
Risiko Kunci.

D. Analisis Risiko
1. Tujuan

Analisis Risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk
mengetahui level Risiko dan menyajikan peta Risiko Perangkat Daerah.

menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis Perangkat
Daerah.

b. Penyebab Kejadian yang merupakan Risiko
Berisi hal-hal yang merupakan pemicu utama dan akar permasalahan
dari setiap Risiko yang berpotensi muncul di tingkat Perangkat Daerah.

c. Darnpak negatif kejadian yang merupakan Risiko Berisi uraian mengenai
dampak negatif atau kerugian yang diderita oleh Perangkat Daerah
apabila Risiko benar-benar terjadi di masa mendatang.

sistem database Risiko yang terpadu dan andal di tingkat Perangkat Daerah.
Dokumentasi yang valid dan lengkap atas hasil rdentifikasi Risiko yang tepat
akan menciptakan early warning systems yang baik dan meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian
tujuan atau sasaran Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan identifikasi
Risiko di tingkat dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat
Daerah yang mencakup informasi sebagai berikut:
a. Kejadian yang merupakn Risiko

Dokumcntasi
6. Dokumentasi

5. Keluaran (Output) Kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari tahapan identifikasi Risiko adalah Prom Risiko
Kunci Perangkat Daerah yang antara lain memuat penjabaran Risiko berupa
kejadian yang merupakan Risiko (event), penyebab kejadian yang merupakan
Risiko, dan dampak negatif kejadian yang merupakan Risiko.

control) atas suatu Risiko yang telah terjadi akan berfokus pada dampak
negatif yang ditimbulkan oleh suatu Risiko.

e. Mendokumentasikan proses identifikasi Risiko ke dalam Profil Risiko Kunci
Perangkat Daerah.
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542 3
Level Dampak

dampak terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian
yang ada dan rnemperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Risiko
dalam jangka waktu rentang waktu ke depan. Level Risiko merupakan
kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak. Penentuan level Risiko
menggunakan tabel IV.l di bawah ini.

4. Langkah Proses
Analisis Risiko dilakukan dengan mengestimasikan level Risiko untuk suatu
periode waktu (rentang waktu) tertentu. Level Risiko ditentukan dengan
mengkombinasikan hasil estimasi level kemungkinan terjadinya suatu Risiko

Kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan level Risiko
melalui mekanisme pemantauan Risiko.



LEVEL
kRITERlAKEMUNGKlNANKEMUNGKINAN

0 Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2
Hampir 'lldak kah daiam 5 tahun)
Terjadi (1) 0 Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5%

dari volume transaksi dalam 1 periode

0 Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali
.Jarang ~"",1,,~ c:::. +-"",1 ... ",_\.

'--&.o..U::A..j.l..i. oJ ""c..u. ... \.04..1.i.J

Terjadi (2) 0 Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari
voharnetransaksi dalam 1 periode

0 Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali
Kadang s.d 18 kali dalarn 5 tahun)

Terjadi (3) 0 Persentase kemungkinan terjadinya, di atas 10% s.d
20% dari volume transaksi dalam 1 periode

kemungkinan Risiko. Penentuan level kemungkinan terjadinya Risiko
dilakukan dengan mengacu pada kriteria kemungkinan urrtuk tingkat
Kota Langsa. Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada
tabeIIV.2.

kritcria

rutin atas suatu kegiatan.
b. Mengestimasikan level kermrngkinan Risiko. Levelkerrrungkinan terjadinya

suatu Risiko ditentukan dengan rnengestimasikan nilai peluang
keterjadian suatu Risiko untuk satu periode rentang waktu ke depan.
Estimasi nilai kemungkinan suatu Risiko terlebih dahulu
mempertimbangkan efektivitas sistern pengendalian yang ada dan berbagai
faktor atau isu terkait dengan Risiko tersebut.
Selanjutnya level kemungkinan Risiko ditentukan dengan

Tabel IV.1. Matriks Analisis Risiko
Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan level Risiko di tingkat
Perangkat Daerah. Masing-masing komponen pembentuk level Risiko, yakni
kemungkinan dan dampak menggunakan lima tingkatan (grade) untuk
merepreserrtasikan derajat atau tirrgkatan levelnyet. Basil kombinasi antara
level kemungkinan dan level dampak telah dirumuskan dalam matriks
analisis Risiko sebagaimana terdapat pada tabel IV.I. Langkah kerja dalam
melakukan analisis Risiko adalah:
a. Menentukan sistem pengendalian yang ada berikut dengan

ektivitasnya. Sistem pengendalian merupakan perangkat yang dapat
menurunkan tingkat kerawanan at au level Risiko. Sistem pengendalian
yang efektif dapat mengurangi level kemungkinan terjadinya Risiko atau
menurunkan level dampak suatu Risiko. Sistem pengendalian dapat
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c. Mengestimasikan level dampak Risiko
Level dampak suatu Risiko ditentukan dengan mengestimasikan nuai

besaran dampak negatif suatu Risiko untuk satu periode rentang waktu
ke depan bagi Perangkat Daerah. Estimasi nilai dampak suatu Risiko
terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang
ada dan berbagai fakt.or atau isu terkait dengan Risiko tersebut.
Selanjutnya level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai
estirrrasi besaran dampak Risrko terhadap kriteria darnpak Risiko.
Penentuan level dampak Risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria
dampak Risiko untuk tingkat Kota Langsa. Contoh kriteria dampak Risiko
pada tabel IV.3.

Tabel N.2. Kriteria kemungkman Terjadinya Risiko

0 Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali
Sering dalam 5 tahun)

Terjadi (4) 0 Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d
5070 dari volume transaksi dalam 1 periode

n Kemungkinan terjadinya sangat sering (eli atas 26 kali dalam 5
Hampir Pasti tahun)
Terjadi (5) 0 Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50%

dari volume transaksi dalam 1 periode



6. Dokumentasi
Dokumentasi atas kegiatan analisis Risiko penting guna membangun sistem
database Risiko yang terpadu dan andal di setiap Perangkat Daerah.
Dokumentasi yang valid atas hasil analisis Risiko yang tepat akan
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan
pencapaian tujuan atau sasaran Perangkat Daerah. Dokumentasi atas

Gambar IV.2 : Contoh Peta Risiko Bentuk ProfilRisiko Kunci termuat dalam Formulir 2.

merupakan deskripsi lokasi Risiko dalam sebuah chart. Adapun contoh peta
Risiko adalah sebagaimana digambarkan dalam gambar tV.2.

e. Menggambarkan kondisi Risiko dalam peta Risiko Perangkat Daerah
Peta Risiko (risk map) merupakan gambaran kondisi Risiko yang
mendeskripsikan posisi suatu Risiko dalam sebuah chart berupa diagram
kartesius. Peta Risiko dapat disusun per-Risiko atau perkategori Risiko
sesuai dengan kebutuhan.

5. Keluaran (Output) Kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari kegiatan analisis Risiko di tingkat Perangkat
Daerah adalah Profil Risiko Kunci . Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah

d. Menentukan LevelRisiko
Level Risiko ditentukan dengan mengkombinasikan level kemungkinan
Risiko dan level dampak Risiko menggunakan rumusan dalam matriks
analisis Risiko sebagaimana tertuang dalam Tabel IV.I.

Tabel IV.3. Knteria Dampak Risiko

Signifikan Jumlah Pemberitaa Pencapaia Pelayana Jumlah
(4) kerugian n negatif di n target n tertunds tuntutan

negara lebih Media massa kinerja di di at as 1~Hukum di
dari RplOO nasional atas 25% hari s.d atas 30 kali
.Juta s.d s.d 50% 30 hari s-.d 50 kali
Rp500 Juta dalam satu

Sangat Jumlah Pemberitaan Pencapaia Pelayana n Jumlah
Signifikan kerugian negatif di media n target tertunda tuntutan
(5) negara lebih Massa kinerja ~ lebih dari hukum

dari Rp500 Internasional 25% 30 hari lebih
Juta dari 50 kali

dalam satu
periode



Angka pada area level Risiko menunjukkan posisi prioritas suatu Risiko.
Berdasarkan matriks tersebut, dapat diketahui kelompok Risiko dengan
prioritas nomor 1 hingga 25. Semakin kecil angka prioritasnya, semakin
penting/prioritas Risiko tersebut untuk diperhatikan oleh organisasi.
Apabila dalam satu kelompok besaran Risiko memiliki jumlah Risiko lebih
dari 1, maka diperlukan pertimbangan tambahan oleh Kepala
Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas Risiko. Secara lebih rinci

matriks analisis Risikc scsuai Tabcl 1\'.1.

memperhitungkan semua Risiko Kunci yang berada di Perangkat Daerah. Di
lingkup Perangkat Daerah , semua Risiko Kunci ditentukan signifikansinya
dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan. Langkah proses
dalam evaluasi Risiko di tingkat Perangkat Daerah adalah:
a. Menentukan signifikansi risiko Kunci atau prioritas Risiko Kunci dengan

memperhatikan matriks analisis Risiko.
Derajat signifikansi setiap Risiko Kunci ditunjukkan dengan nilai prioritas
Risiko. Keputusan untuk menentukan prioritas Risiko didasarkan pada

DacrahEvaluasi Risiko di tingkat Pcrangkat

disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan ditembuskan kepada
Compliance Office for Risk Management paling lambat pada minggu IV di awal
periode rentang waktu. Evaluasi Risiko dapat dilakukan bersamaan dengan
pelaksanaan Rapat Berkala atau Rapat Insidental Manajemen Risiko
Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan,
Kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan prioritas Risiko
melalui mekanisme pemantauan Risiko.

4. Langkah Proses

Evaluasi Risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk menentukan
prioritas Risiko dan Risiko-Risiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut
di tingkat Perangkat Daerah.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan
Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan
menetapkan hasil evaluasi Risiko.

3. Jadwal Pelaksanaan
Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi Risiko tingkat Perangkat Daerah
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waktu yang dihasilkan dari kombinasi atas hasil perhitungan level
kemungkinan dan level dampak pada tingkat Perangkat Daerah

c. Peta Risiko
Merupakan deskripsi posisi Risiko dalam sebuah diagram kartesius.

Secara teknis hasil kegiatan analisis Risiko didokumentasikan dalam: Profil
Risiko Kunci. Formulir terse but antara lain berisi informasi mengenai uraian
Risiko berikut dengan levelnya.

E. Evaluasi Risiko
1. Tujuan

kegiatan analisis Risiko di tingkat Perangkar Daerah dilakukan antara lain
terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang mencakup informasi
sebagai berikut:
a. Uraian sistem pengendalian yang ada beserta efektivitasnya dengan

Berisi informasi mengenai sistem pengendalian yang ada dan penilaian
terhadap efektivitasnya dalam mengendalikan level Risiko untuk tingkat
Perangkat Daerah.



F. Mitigasi Risiko
1. Tujuan

Penanganan Risiko (mitigasi Risiko) di tingkat Perangkat Daerah ditujukan
untuk menurunkan level Risiko Perangkat Daerah hingga berada pada area
penerimaan Risiko, sesuai dengan selera Risiko yang telah ditetapkan.

Dokumentasi atas kegiatan evaluasi Risiko di tingkat Perangkat Daerah
dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang
mencakup informasi sebagai berikut:
a. Prioritas Risiko;
b. Keputusan penanganan Risiko.
Secara teknis hasil kegiatan evaluasi Risiko didokumentasikan dalam Formulir
2: Profil Risiko Kunci. Dalam formulir ini antara lain dimuat uraian Risiko
berikut dengan levelnya, sistem pengendalian yang ada, dan prioritas setiap

Gambar rV.3.: Selera Risiko
c. Mendokumentasikan hasil evaluasi Risiko ke dalam Formulir 2.

5. Keluaran (Output) Kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari kegiatan evaluasi Risiko di tingkat Perangkat
Daerah adalah Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah. Dalam Profil Risiko
Kunci Perangkat Daerah antara lain dimuat informasi mengenai prioritas
Risiko berikut dengan keputusan penanganannya.

Apabila suatu Risiko Kunci memiliki level Risiko yang berada dalam area
penerimaan Risiko organisasi, maka atas Risiko Knnci tersebut tidak perlu
ditangani lebih lanjut atau tidak dimitigasi. Sementara itu, untuk Risiko
Kunci dengan level Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko
organisasi harus dimitigasi. Contoh selera Risiko sebagaimana terlihat
dalam Gambar IV.3.

rumusan kaidah urrtuk prioritisasi Risiko dengan rnendasarkan pada
matriks tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pertimbangan LevelRisiko;
2) Pertimbangan LevelDampak;
3) Pertimbangan LevelKemungkinan;
4) Pertimbangan tambahan oleh Kepala Perangkat Daerah.

b. Menentukan Risiko-Risiko Kunci yang memerlukan penanganan lebih
lanjut.



Penentuan opsi mitigasi Risiko harus mempertimbangkan berbagai
faktor arrtara lain kondisi Risiko, sumber daya organisasi, dan
kemungkinan bagi pelaksanaannya. Opsi mitigasi Risiko yang mungkin
dilakukan meliputi:
1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko;
2) Menurunkan dampak suatu Risiko;
3) Membagi atau mengalihkan Risiko;
4) Menerima Risiko; dan
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memperhatikan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki. Mitigasi Risiko
yang membutuhkan pelaksanaan yang bersifat teknis dapat di turunkan atau
didelegasikan kepada unit di bawahnya yang terkait. Dengan demikian,
mitigasi Risiko yang disusun di tingkat Perangkat Daerah dapat dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah dan terkait di bawahnya. Langkah kerja penanganan
Risiko ditingkat Perangkat Daerah mencakup :
a. Menentukan opsi mitigasi Risiko yang akan dijalankan Penentuan opsi

penanganan Risiko yang akan dijalankan dilakukan setelah

yang andal untuk revisi RKAdan DPAPerangkat Daerah.

b. Pelaksanaan mitigasi Risiko Rencana mitigasi Risikoyang sudah ditetapkan
oleh Kepala Perangkat Daerah harus dijalankan oleh pihak yang
bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal
implementasi bagi masing-masing rencana mitigasi Risiko. Pelaksanaan
rencana mitigasi Risiko tersebut dilakukan sepanjang periode rentang
waktu.

4. Langkah Proses

disahkan, rcncana mitigasi Risike tcrsebut harus dapat dijadikan surnbcr

di bawahnya terkait, serta ditembuskan kepada Compliance Office for Risk
Management paling lambat pada rninggu IVdi awal periode rentang waktu.
Waktu ideal bagi penyusunan rencana mitigasi Risiko tingkat Perangkat
Daerah adalah dilakukan secara bersamaan dan diselaraskan dengan
proses pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)Perangkat Daerah.
Kepala Perangkat Daerah harus mengupayakan penyusunan rencana
mitigasi Risiko tersebut sesuai dengan waktu yang ideal. Dalam hal
rencana mitigasi Risiko tersebut ditetapkan setelah DPAPerangkat Daerah

Daerah.
Sedangkan PIC (person in Charge) atas kegiatan mitigasi Risiko bertanggung
jawab menjalankan kegiatan mitigasi Risiko di tingkat sesuai dengan batas
kendali dan kewenangannya.

3. Jadwal Pelaksanaan
a. Penyusunan rencana mitigasi Risiko

Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan rencana mitigasi
Risiko tingkat Perangkat Daerah secara berkala. Rencana mitigasi Risiko

tcrkait, scrta memantau

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan
Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan
menetapkan rencana mitigasi Risiko di tingkat Perangkat Daerah yang dalam
pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh pimpinan unit kerja
di bawahnya dan mempertimbangkan masukan dari pejabat pegawai
Perangkat Daerah dan para stakeholder, menyampaikan rencana mitigasi
Risiko yang sudah ditetapkan kepada seluruh unit kerja di bawahnya yang



G. Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko
1. Tujuan

Pemantauan dan reviu di tingkat Perangkat Daerah ditujukan untuk
memastikan bahwa seluruh tahapan dalam Proses Manajemen Risiko di
tingkat Perangkat Daerah telah berjalan dengan efektif sesuai dengan
kerangka dan parameter yang telah ditotapkan

Daerah.
f. Mendokumentasi hasil pelaksanaan mitigasi Risiko yang telah dijalankan.

5. Keluaran (Output) Kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari tahapan mitigasi Risiko adalah Formulir 3:
Mitigasi Risiko Kunci yang antara lain memuat opsi mitigasi Risiko serta
rencana dan realisasi mitigasi Risiko.

6. Dokumentasi
Dokumentasi atas kegiatan mitigasi Risiko penting guna membangun sistem
database 1<lSlKO yang terpadu dan andal di tingkat Perangkat Daerah.
Dokumentasi yang valid dan lengkap atas rencana dan realisasi mitigasi Risiko
akan memberikan jaminan yang memadai bahwa organisasi senantiasa berada
pada tingkatan yang arnan dari setiap Risiko. Dokumentasi atas tahapan
mitigasi Risiko mencakup:
a. Informasi mengenai opsi mitigasi Risiko yang digunakan;
b. Rancangan mitigasi Risiko yang disusun; dan
c. Realisasi mitigasi Risiko yang telah dijalankan.
Secara teknis tahapan mitigasi Risiko didokumentasikan dalam Formulir 3:
Mitigasi Risiko Kunci. Uraian mengenai opsi mitigasi Risiko serta rencana dan
realisasi rrritiga.siRisiko terwadahi dalarn formulir irri.

d. Mendokumentasikan opsi mitigasi Risiko yang akan dijalankan beserta
rencana mitigasi Risiko.

e. Menjalankan setiap rencana mitigasi Risiko
Penanggung jawab kegiatan mitigasi Risiko, baik secara bersama­
sarna maupun mandiri, harus menjalankan setiap kegiatan atau
tindakan mitigasi Risiko sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah
disusun. Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait harus
dibangun serta pemantauan atas pelaksanaan setiap mitigasi Risiko
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4) Personil yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan mitigasi risiko
c. Menetapkan target penurunan level Risiko

Kepala Perangkat Daerah menetapkan target penurunan level Risiko
sehubungan dengan mitigasi Risiko secara cermat dan teliti. Target
penurunan level Risiko tersebut dinyatakan dalam Level Risiko Residual
Harapan Setelah Mitigasi Risiko. Target tersebut harus mempertimbangkan
komposisi level kemungkinan dan level darnpak dari Risiko yang dimitigasi
beserta dengan kekuatan rencana mitigasi Risiko untuk menurunkan level
Risiko.

5) Menghindari Risiko.
b. Menyusun rancangan mitigasi Risiko

Kepala Perangkat Daerah merancang rencana mitigasi Risiko berupa satu
atau beberapa kegiatarr/tindakan untuk menangani Risiko-Risiko Kunci di
tingkat Perangkat Daerah. Rencana mitigasi Risiko harus memuat:
1) Rincian kegiatan secara jelas dan spesifik;
2) Ukuran dan target dari setiap kegiatan mitigasi Risiko;



Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Kepala
Perangkat Daerah terhadap realisasi mitigasi Risiko sampai dengan
triwulan I, II, III, dan IV dalam periode rentang waktu dan hasilnya
disarnpaikan kepada Komite Manajernen Risiko paling lambat pada minggu
I seteIah triwulan tersebut berakhir melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci.
Sedangkan pemarrtauan dan reviu berka:la untuk menilai efektrvitas
mitigasi Risiko yang telah dijalankan dilakukan setiap semester oleh
Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Komite

c. Pcmantauan dan reviu bcrkala
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pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko dan
kondisi lingkungan penerapan Manajemen Risiko. Perubahan yang secara
signifikan mempengaruhi proses bisnis organisasi dan Proses Manajemen
Risiko, baik yang berlangsung secara tiba-tiba maupun perlahan­
lahan, perlu diwaspadai dan dicermati untuk memastikan bahwa Profil
Risiko Kunci Perangkat Daerah tetap relevan dan mitigasi Risiko yang
dijalankan tetap efektif mendukung pencapaian tujuan Perangkat
Daerah.

a. Pelaksanaan risk assessment
Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa kegiatan penetapan konteks,
identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko dan penyusunan rencana
mitigasi Risiko telah berjalan dengan baik. Selain itu, Kepala Perangkat
Daerah memastikan bahwa Piagam Manajemen Risiko, Profil Risiko Kunci,
dan rencana mitigasi Risiko Perangkat Daerah telah disusun secara
memadai.

b. Pemantauan terns menerus (on going monitoring)

tersebut berakhir melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci. Sedangkan
pemantauan dan reviu berkala untuk merrilai efektivitas mitigasi Risiko yang
telah dijalankan dilakukan setiap semester oleh Kepala Perangkat Daerah dan
hasilnya disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko paling lamb at pada
minggu I setelah semester tersebut berakhir melalui Laporan Pemantauan dan
Reviu Proses Manajemen Risiko.

4. Langkah Proses
Kegiatan pemantauan dan reviu Proses Manajemen Risiko di tingkat Perangkat
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konteks Manajemen Risiko dilakukan secara terus menerus oleh Kepala
Perangkat Daerah. Secara berkala, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan
hasil pemantauan dan reviu Proses Manajemen Risiko kepada Komite
Manajemen Risiko melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci serta Pemantauan
dan Reviu Proses Manajemen Risiko.
Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Kepala
Perangkat Daerah terhadap realisasi mitigasi Risiko sampai dengan triwulan I,
II, III, dan IV dalam periode rentang waktu dan hasilnya disampaikan kepada

2. Penanggang .Jawab Pelaksanaan
Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menjalankan Pemantauan
dan reviu Proses Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah.

3. Jadwal Pelaksanaan
Kepala Perangkat Daerah melakukan reviu atas Piagam Manajemen Risiko,
Profil Risiko Kunci, dan rencana mitigasi Risiko sebagai bagian dari
pelaksanaan risk assessment sebelum atau di awal periode rentang waktu.



5. Keluaran (Outptrt] Kegiatan
Keluaran sebagai hasil dari tahapan pemantauan dan reviu Proses
Manajemen Risiko adalah Efektivitas Mitigasi Risiko dan Peta Mitigasi Risiko
Komposit yang memuat informasi mengenai keberhasilan menurunkan
level Risiko dan gambaran tren Risiko komposit. Efektivitas Mitigasi Risiko dan
Peta Mitigasi Risiko Komposit di tingkat Perangkat Daerah merupakan
gambaran hasil pengelolaan Risiko di tingkat Perangkat Daerah.

6. Dokumentasi
Dokumentasi atas kegiatan pemantauan dan reviu Proses Manajemen Risiko
penting guna rnenyediakan irrformasi yang akurat bagi pengembangan Proses
Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan ini
dilakukan antara lain terhadap:
a. Laporan Mitigasi Risiko;
b. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko;
c. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan

Manajemen Risiko;

senantiasa dipantau.
c. Mitigasi Risiko

Pelaksanaan mitigasi Risiko beserta dengan efektivitasnya harus menjadi
fokus pemantauan Kepala Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk
memastikan bahwa rencana mitigasi Risiko yang telah disusun benar -
benar dijalankan di tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya.
Reviu atas efektivitas mitigasi Risiko dimaksudkan sebagai mekanisme
umpan balik bagi perbaikan dan pengembangan Proses Manajemen Risiko

Perangkat Daerah dilakukan terhadap:
a. Lingkungan penerapan Marrajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah

Perubahan kondisi lingkungan penerapan Manajemen Risiko perlu
diperhatikan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa
Manajemen Risiko tetap berjalan dengan baik.

b. Kondisi Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah
Adanya Risiko baru atau adanya Risiko yang harus dihilangkan
sehubungan dengan berubahnya tujuan organisasi perlu menjadi fokus

Fokus pemantauan dan reviu atas Proses Manajemen Risiko di tingkat

e. Audit atas Proses Manajemen Risiko
Inspektorat Kota Langsa sebagai auditor internal dapat rnelaksanakan
audit atas proses Manajemen Risiko. Rekomendasi yang diberikan oleh
Inspektorat Kota Langsa sebagai hasil audit atas Proses Manajemen Risiko
dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mernperbaiki,
meningkatkan, dan mengembangkan tata kelola, Proses Manajemen Risiko
dan keluaran (output) penerapan Manajemen Risiko di lingkungan
Perangkat Daerah.

Manajernen Risiko paling lambat pada minggu I setelah semester tersebtrt
berakhir melalui Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen
Risiko.

d. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat
Kota Langsa sebagai auditor internal dapat melakukan penilaian Tingkat
Kematangan Penerapan Manajemen Risiko. Hasil penilaian ini dapat
digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan dan



Kunci.
b. Laporan Pernantauan dan Revin Pros-e-s Manajemen Risiko Perangkat

Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Komite
Manajemen Risiko serta ditembuskan kepada Compliance Office for Risk
Management setiap semester paling lambat pada minggu I setelah semester
tersebut berakhir

c. Format laporan sesuai dengan Formulir 4.

Management paling lambat pada minggu IVdi awal periode rentang waktu.
c. Format laporan sesuai dengan Formulir 2.

2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah
a. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah memuat informasi

mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi, dan realisasi
mitigasi Risiko yang telah dijalankan.

b. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah dibuat oleh Kepala
Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masing-
m a S1·D'" """'1·+ kerja d. bawahnva dan- para stakeholderi5 Uii I.. n. a. i a.vv a.J.iiiy a. ua.J. a. ....L~~\.;i ~\..oi •

c. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang berisikan informasi
mengenai Risiko Kunci yang dirnitigasi dan rencana mitigasinya, disusun,
ditetapkan, dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Komite
Manajemen Risiko serta ditembuskan kepada Compliance Office for Risk
Management paling lambat pada minggu IV di awal periode rentang waktu.

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Perangkat Daerah
a. Laporan Pemantauan dari Reviu Proses Manajemen Risiko Perangkat

Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan
hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas pelaksanaan mitigasi Risiko

1. Laporan profil Risiko Kunci Perangkat Daerah
a. Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan Risiko

Kunci Perangkat Daerah yang disusun dari hasil pelaksanaan risk
assessment Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unit kerja di
bawahnya dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit
kerja di bawahnya tersebut dan para stakeholder.

b. Laporan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah disusun, ditetapkan, dan
disampaikan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah kepada Komite

berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan
keputusan atau menerrtukan tindakan yang terbaik, baik bagi Kepala Perangkat
Daerah maupun para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pelaporan
Manajemen Risiko penting artinya untuk menggambarkan proses yang telah
dijalankan dan menyediakan data yang berharga bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Pelaporan ini juga berfungsi sebagai umpan balik bagi
pengembangan Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah.
Pelaporan Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala
Pcrangkat Dacrah dan mclinu ,..;.J. .L J...o.. L o.VJ. cu..&. J. .l.l..Lv.l..l,p '1...1.

d. Laporan Hasil Audit Proses Manajemen Risiko.
Secara teknis tahapan ini didokumentasikan didalam Formulir 3: Mitigasi
Risiko Kunci dan Formulir 4: Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen
Risiko.

H. Pelaporan Manajemen Risiko
Pelaporan Manajemen Risiko merupakan upaya untuk menyajikan informasi
terkait dengan pengelolaan Risiko kepada para pemangku kepentingan di masing­
masing Perangkat Dacrah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Pelaporan ini



pemahaman Manajemen persentase pencapaian
pimpinan Risiko mitigasi yang tujuan strategis
terhadap dilaksanakan dilaksanakan rendah
implemerrta S1 secara tidak dan
Manajemen lengkap dan keberhasilan
Risiko rendah identifikasi penurunan

tidak level
komm-eb en sif Risiko rp.nri~h

KeberhasilanJumlahKomitmen dan ProsesSadar Risiko
(Risk Aware)

implementa si secara dan
Manajemen sangat tidak keberhasilan
Risiko sangat lengkap dan penurunan
rendah identifikasi level

sangat tidak Risiko
komprehensif sangat rendah

persentase pencapaian
mitigasi yang tujuan strategis
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Risiko
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Tingkat Manajemen
Kematangan Risiko

Parameter Penilaian

BABIV
MODELKEMATANGANMANAJEMENRISIKO

Secara terus-menerus, seluruh Pemerintah Kota Langsa harus berupaya untuk
meningkatkan tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko ke tingkatan yang
lebih baik. Peningkatan tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko
menunjukkan adanya peningkatan dan perbaikan terhadap Proses Manajemen Risiko
pada khususnya dan penerapan Manajemen Risiko pada Umumnya.
Target tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko Kota Langsa adalah
sebagai berikut:
a. Tahun 2020: 3 (Risk Defined) dari skala 5;
b. Tahun 2022: 4 (Risk Managed) dari skala 5;
c. Tahun 2027: 5 (Risk Enabled) dari skala 5.
Secara rutin ataupun sewaktu-waktu, Compliance Office for Risk Management akan
melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di
lingkungan Pemerintah Kota Kota Langsa. Penilaian tersebut dapat dilakukan
terhadap kedua tingkatan unit penerapan Manajemen Risiko, yakni tingkat Kota Kota
Langsa, dan tingkat Perangkat Daerah. Pelaporan atas hasil penilaian
tersebut akan memberikan gambaran mengenai kondisi dan capaian penerapan
Manajemen Risiko yang dimiliki oleh suatu organisasi. Rekomendasi untuk
perbaikan dan pengembangan penerapan Manajemen Risiko menjadi fokus utama
dalam penilaian ini. Model kematangan Manajemen Risiko (risk management
maturity model) Kota Kota Langsa berikut dengan parameter yang digunakan
dalam penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko adalah
sebagai berikut:



SYARIDIN

Tabel II. 7 . Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Risiko Komitmen Proses Jumlah Keberhasilan
Ditetapkan dan Manajemen persentase pencapaian
(Risk Defined) pemahaman Risiko mitigasi yang tujuan

pimpinan dilaksanak dilaksanakan strategis
terhadap an secara dan sedang
implementa cukup keberhasilan
SI lengkap penurunan
Manajemen dan level Risiko
Risiko identifikasi sedang

-,
Risiko Dikelola Komitmen Proses Jumlah Keberhasilan
(Risk dan Manajemen persentase pencapaian
Managed) pemahaman Risiko mitigasi yang tujuan

pimpman dilaksanakan dilaksanakan strategis
terhadap secara dan tinggi
implementa lengkap dan keberhasilan
SI identifikasi penurunan
Manaiemen komprehensif level

Dapat Komitmen Proses Jumlah Keberhasilan
Menangani dan Manajemen persentase pencapaian
Risiko (Risk pemahaman Risiko mitigasi yang tujuan
Enabled) pimpinan dilaksanakan dilaksanakan strategis

terhadap secara dan sangat tinggi
implementa sangat keberhasilan
SI lengkap dan penurunan
Manajemen iden tifikasi level Risiko
Risiko sangat sangat
Q.:lna!::lt I. ,\. .o... ,,:~ 'T'inam..



10. Risiko Residual adalah risiko yang tersisa setelah diterapkannya upaya
mitigasi / mitigasi risiko.

11. Risk Management Maturity Model adalah suatu model yang menggambarkan
tahapan-tahapan perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam
menerapkan manajemen risiko.

12. Risk Register adalah daftar yang memuat sejumlah risiko beserta dengan hal­
hal yang berkaitan dengan risiko
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6. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat
berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk
mengelola risiko di instansi.

7. Recovery Plan adalah prosedur yang dijalankan berupa langkah-langkah untuk
penyelamatan dan pemulihan.

8. Rencana Kontinjensi adalah rencana yang telah disiapkan untuk mengelola
keadaan darurat yang terjadi.

9. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian

Perangkat Daerah dengan narasumber dari Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

3. Loss event database adalah sekumpulan data yang berisi daftar peristiwa risiko
yang pernah terjadi dan mengakibatkan kerugian baik finansial maupun
nonfinansial pada organisasi.

4. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan
terbaik dalam kondisi ketidakpastian.

5. Nilai Capaian IKU adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan sistem

..:I~ • •
u..L maslng-ma31ng

B. Pengertian
1. Continuity Plan adalah rencana yang fokus untuk mempertahankan

kelangsungan fungsi

Seiring dengan berjalannya waktu, perlu dilakukan penilaian sejauh mana
perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan manajemen
risiko. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa selaku Compliance
Officefor Risk Management (CORM)di lingkungan Kota Langsa.

A. Latar Belakang
Setiap Perangkat Daerah (PD) eli lingkungan Kota Langsa harus menerapkan

dan mengembangkan manajemen risiko di lingkungan masing- masing. Penerapan
dan pengembangan manajemen risiko tersebut dilaksanakan oleh seluruh
Perangkat Daerah sebagai unit yang memiliki risiko (Unit Pemilik Risiko/Perangkat
Daerah). Hal ini sejalan dengan strategi penerapan manajemen risiko, yaitu secara
terus menerus meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko Perangkat

BABI
PENDAHULUAN

PEDOMAN PENILAlAN TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

LAMPlRAN III :
PERATURANWALIKOTALANGSA
NOMOR35 TAHUN2024
TEN1ANG p~uOMAN ful'4G~LOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGANPEMERINTAHKOTALANGSA



risiko

Prosedur kerja adalah urutan langkah yang ditempuh untuk menjalankan suatu
proses guna mencapai tujuan tertentu. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas di
dalam suatu proses yang disusun secara sistematis dan terstruktur agar sasaran proses
dapat tercapai secara efektif dan efisien. Prosedur evaluasi penerapan manajemen

BABIII
PROS'EDURPENILAIANTINGKATKEMATANGAN

PENERAPANMANAJEMENRISIKO

3. Untuk mengefektiikan pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko Kota
Langsa dibutuhkan peran aktif dari serrrua pihak dalarn organisasi.

Walikota Kota Langsa.
c. Aktivitas pemantauan berjalan (on going monitoring) dilakukan untuk

melakukan penaksiran kembali {reassess) atas risiko dan efektivitas pengelolaan
risiko secara periodik.

d. Walikota Kota Langsa menerima laporan periodik hasil proses manajemen
risiko guna menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam
menyajikan komunikasi secara periodik tentang pengelolaan risiko, dan strategi
pengelolaan risiko kepada stakeholders.

dengan meminimalisasi potensi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi, sehingga
manajernen harus memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan risiko organisasi telah
dilakukan dengan tepat dan optimal.

2. Evaluator harus memperoleh keyakinan bahwa 4 (empat) sasaran utama
manajemen risiko telah terpenuhi yaitu:
a. Risiko yang muncul dari strategi dan aktivitas organisasi diidentifikasi dan

dibuatkan daftar prioritas risiko.
b. Aktivitas mitigasi risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi

1. Penerapan manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh pihak di
lingkungan Kota Langsa. Pengelolaan risiko yang dilakukan dengan tepat dan
optimal akan meningkatkan kepastian organisasi dalam mencapai sasaran serta

BAB II
KEBIJAKANPENILAlANTINGKATKEMATANGAN

PENERAPANMANAJEMENRISIKO

15. Unit Pemilik Risiko adalah setiap Perangkat Daerah.

13. Selera Risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diarnbil instansi
dalam upayanya mewujudkan tujuan Zsasaran yang dikendakinya.

14. Tren risiko adalah hasil identifikasi perubahan atau pergeseran tingkat risiko
yang dikaitkan dengan upaya mitigasi yang telah dilakukan ataupun faktor­
faktor lain yang mempengaruhinya. Tren risiko dinyatakan dalam Peta Risiko
yang memperlihatkan gambaran total risiko dan distribusi posisinya dalam
grafik dengan frekuensi pada sumbu horisontal (x) dan konsekuensi pada



feedback bagi perbaikan manajemen risiko.
b. Kurangnya partisipasi dan peran aktif dari unit kerja,
c. Pedoman evaluasi penerapan manajemen risiko kurang dipahami.

4. Teknik
a. Reviu dokumen, digunakan untuk parameter yang pembuktiannya berupa

dokumen, laporan, formulir dsb.

" D,..._n.+" .....-.~ ~,..., ...."....:I C&. nL"T_l~ ...asi .......""~.o-_ .......""~ ~_~_.;..o...........__<""IIt, __ isik ......
"",. .I. \.....Ll.v l..c.t.pGU..1. .1..1.1.'-' 1.V'\..t.\,.. ,"",'" GLl.\,.u:':~.. .L ,t-'V.L.I.,"""J. c.-..pct..J.J. .1.l..l.CA...J..1.Gl.J'""'.Ll.J.\".d.l. .I. J. .l...n..v,

f. Pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko,
g. Pengambilan sirnpulan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko,

laksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko,
h. Pemaparan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko,
i. Penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko.

3. Risiko
Terdapat potensi pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko tidak berjalan
dengan optimal karena:

Pelaksanaan t")I1CT ..n.l,~",~; k__'II!T_ menjadi sebuah formalitas dan tidak memberikanu. ...vl.u.:n.. (A.i.1.Cl.CA..&.1. '-' v CL&.\A.Q.i:>.L .LJ.t;A....J..J.) CA. .1J..l\....J..L __ .1.

2. Ruang lingkup
a. Penyusunan tim yang akan melakukan evaluasi penerapan manajemen

risiko.
b. Penetapan tujuan evaluasi penerapan manajemen risiko,
c. Penetapan kriteria yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi

penerapan manajemen risiko.
d. Penetapan unit yang akan menjadi responden dalam evaluasi penerapan

manajemen risiko,

1. Tujuan
a. Menilai apakah proses manajemen risiko yang dilakukan Kota Langsa telah

berjalan dengan efektif, efisien, sistematis, terstruktur, komprehensif, dan
terin tegrasi.

b. Evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan standard yang
telah ditetapkan Walikota Kota Langsa.

c. Seluruh pihak Walikota Kota Langsa beserta para pejabat memahami tujuan
evaluasi penerapan manajemen risiko, mendukung pelaksanaannya, dan

manajemen risiko di lingkungan Kota Langsa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,
penyusunan Iaporan, dan pendistribusian hasit evaluasi. Pelaksanaan evaluasi
dilakukan sesuai dengan jadual yang direncanakan, namun karena hasil evaluasi
merupakan alat ukur terhadap capaian kinerja manajemen risiko maka evaluasi
penerapan manajemen risiko harus dilakukan pada akhir tahun dan sudah selesai
sebelum penyusunan laporan tahunan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan
pedoman ini sebagai panduan dan tetap memperhatikan pedoman manajemen risiko
lainnya, yang telah ditetapkan Walikota Kota Langsa.

menilai apakah proses manajemen risiko tetah berjalan secara sisternatis,
terstruktur, komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien.
Muatan prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan
kebutuhan dan dengan memperhatikan tingkat risiko Kota Langsa. Unsur-unsur
penting yang dimasukkan dalam prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko
mencakup tujuan prosedur, ruang lingkup aktivitas, risiko yang mungkin terjadi,
teknik, dokumentasi, serta rincian prosedur.



b. Hindari istilah teknis yang mungkin tidak dipahami.
c. Pilih kata-kata yang mengandung arti yang sama bagi semua orang.
d. Hindari kalimat panjang yang sulit dipahami oleh responden.
e. Masukkan hanya satu pokok pikiran dalam tiap pertanyaan.
f. Pertimbangkan apakah diperlukan lebih dari satu pertanyaan untuk

sasaran terten tu.

contoh teladarr/panutan bagi ins an organisasi.
1 = Sangat tidak setuju
2 = Tidak setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat setuju
Rumuskan pertanyaan atau pernyataan dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

3) Pertanyaan dengan Jawaban Berskala
Sejumlah pertanyaan atau pernyataan dengan jawaban yang menunjukkan
tingkatan intensitas sikap yang dapat diberikan oleh responden. Gunakan
kuesioner dengan pertanyaan berskala jika jawaban dapat ditunjukkan dalam
tingkatan intensitas sikap dan pemahaman yang dimiliki responden. Contoh
pertanyaan dengan jawaban berskala. Beri pendapat atas pernyataan berikut
lnl:

dengan panjang lebar.
Gunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka jika:
a) Evaluator ingin memberi kesempatan penuh kepada responden untuk

memberi jawaban secara bebas menurut apa yang dirasa perlu olehnya;
b) Evaluator ingin memperluas pandangan dan pengertiannya;
c) Evaluator tidak dapat mengantisipasi jawaban karena sulit untuk

memasukkan dalam sejumlah kategori, atau evaluator belum mengenal
populasi yang sedang diselidiki.

a) Evaluator dapat mengantisipasi atau meramalkan lebih dahulu jawaban
yang akan keluar;

b) Responden cukup mengetahui permasalahan;
c) Lebih besar harapan bahwa kuesioner itu diisi dan dikembalikan bila

kuesioner diajukan dengan pertanyaan tertutup.
d) Ada hal-hal yang mudah dikategorisasikan.

2) Pertanyaan Terbuka
Sejumlah pertanyaan berkenaan dengan permasalahan yang sedang difokuskan

b. Kuesioner, digunakan untuk parameter yang membutuhkan pendapat
responden dan Informasi yang diperoleh melalui reviu dokumen tidak cukup.
.Jenis-jenis kuesioner adalah sebagai berikut:
1) Pertanyaan Tertutup

Terdiri dari pertanyaan atau pemyataan dengan sejumlah jawaban tertentu
sebagai pilihan. Responden akan memberikan jawaban yang paling sesuai
dengan pendapatnya. Gunakan kuesioner dengan pertanyaan atau pernyataan



f. Kertas Kerja Observasi,
g. Scorecard Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko,
h. Ringkasan Perhitungan NilaiTINGKATKEMATANGAN.

6. Prosedur
a. Persiapan evaluasi

1) Inspektorat Kota Langsa selaku Compliance Office for Risk Management
(CORM) di lingkungan Kota Langsa melakukan evaluasi membentuk tim
evaluasi dengan memperhatikan komposisi pengetahuan dan keahlian sesuai
dengan kualifikasi pelaksana dan ruang lingkup evaluasi. .Jumlah perscnil
yang melakukan evaluasi disesuaikan dengan lingkup evaluasi dan jangka
waktu evaluasi. Susunan tim minimal terdiri dari penanggung jawab,
pengawas, ketua tim dan anggota tim.

2) Tim evaluasi menyusun program kerja, time schedule, pembagian tugas
sebelum melakukan evaluasi. Dokumen-dokumen tersebut harus mendapat
persetujuan penanggung jawab evaluasi sebelum pelaksanaan evaluasi.

5. Dokumentasi
a. Daftar permintaan dokumen,
b. Kertas Kerja ReviuDokumen,
c. Kuesioner,
d. Tabulasi Hasil Kuesioner,

observasi. Dapatkan ijinjpersetujuan dari pihak yang terkait dengan pelaksanaan
observasi.

2) Wawancara tidak berstruktur (bebas)
Wawancara dilakukan tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya,
namun sudah memiliki pokok- pokok penting yang akan dibicarakan sesuai
dengan tujuan wawancara. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan yang
berkembang dan dianggap perlu dalam situasi wawancara. Tentukan topik,
permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara.

d. Observasi, digunakan bila ketiga teknik di atas masih perlu diperdalam dengan
pengamatan lapangan. Tentukan tujuan, apajsiapa yang akan diobservasi,

c. Wawancara, digunakan sebagai pelengkap teknik pengujian lainnya dan
untuk memperdalam simpulan hasil kuesioner. Jenis-jenis wawancara adalah
sebagai beriku t:
1) Wawancara terstruktur

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan tertulis yang lebih dulu
dirumuskanjdisiapkan pewawancara. Untuk wawancara yang berstruktur,
rumuskanjsusun sejumlah pertanyaan secara tertulis. Tentukan jenis dan

populasi dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan dan statistik.

g. Pertanyaan dan topik hendaknya diatur dalam 'urutan yang
sedemikian rupa sehingga responden melihat hubungannya, memahami
maknanya dan lebih senang menjawabnya.

h. Pertanyaan jangan menimbulkan rasa kecurigaan atau rasa takut apabila
jawabannya dapat membahayakan atau merusak kedudukan responden.
Dalam penyebaran kuesioner terlebih dulu harus ditentukan jenis
responden dan jumlah (sample) responden yang mewakili dari setiap



(Gambar 1. Komponen Penilaian. Level Kematangan Penerapan
Manajemen Risiko

A. KOMPONEN PENiLAIAN
Kematangan penerapan manajemen risiko dinilai dengan mengevaluasi 4
(empat) komponen, yaitu: 1. Kepemimpinan, 2. Proses manajemen risiko, 3.
Aktivitas mitigasi risiko, dan 4. Hasil penerapan manajemen risiko.
1. Kepemimpinan

Tujuan evaluasi komponen kepemimpinan adalah mengukur komitmen
pimpinan dan pemahaman pimpinan terhadap manajemen risiko dalam
meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan manajemen risiko.

BABIV
PENILAIANTINGKATKEMATANGANPENERAPANMANAJEMENRISIKO

laporan hasil evaluasi

risiko disusun dengan berpedoman pada Prototipe Laporan Hasil Evaluasi
Penerapan Manajemen Risiko.

2) Setelah dilakukan reviu secara berjenjang,
didistribusikan kepada Walikota Kota Langsa.

c. Penyusunan dan Pendistribusian Laporan Evaluasi
Hasil akhir evaluasi penerapan manajemen risiko adalah skore tingkat
kematangan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 tingkat, yaitu: Risk Naive,
Risk Aware, Risk Defined, Risk Managed dan Risk Enabled. Namun agar
kelemahan dan rekomendasi dapat dijalankan, hasil evaluasi hams dituangkan
dalam laporan evaluasi penerapan manajemen risiko. Laporan evaluasi
ditandatanganai penanggung jawab evaluasi dan ditujukan kepada Walikota Kota
Langsa dan ditembuskan kepada Komite Manajemen Risiko Kota Langsa.

Pclaksanaan evaluasi dapat dirinci dalam flowchart dan rincian bcrikut

3) Sebelum rnelakukan evaluasi, tim evaluasi hams melakukan pemaparan
awal kepada evaluatan untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, jadual, dan
metodologi evaluasi. Selain itu juga harus dicapai kesepakatan dengan
evaluatan mengenai scorecard yang digunakan.

4) Melakukan pemaparan awal kepada manajemen mengenai rencana
penugasan evaluasi.

b. Pelaksanaan Evaluasi



Kepemimpinan, 2. Proses manajemen risiko, 3. Aktivitas rnitigasi
risiko, dan 4. Hasil penerapan manajemen risiko.
Untuk melakukan penghitungan nilai akhir, langkah- langkah yang
harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menilai setiap bagian terinci pada setiap komponen penilaian

manajemen risiko.

1....mcnggunakan 4

4. Hasil Penerapan Manajemen Risiko
Tujuan evaluasi kornponen hasil penerapan manajemen risiko
adalah menilai efektivitas manajemen risiko dalam mendukung
organisasi mencapai tujuannya.

B. PROSES PENILAlAN
Proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi dokumentasi
serta melakukan wawancara dan tes tertulis terkait penerapan
manajemen risiko Perangkat Daerah selama satu periode

menilai kualitas seluruh tahapan proses manajemen risiko pada
Perangkat Daerah. Proses manajemen risiko meliputi tujuh
tahapan yang terdiri dari penetapan konteks, identifikasi risiko,
analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, monitoring dan
reviu, serta komunikasi dan. konsultasi.

3. Aktivitas Mitigasi risiko
Tujuan evaluasi komponen aktivitas mitigasi risiko adalah
menilai tingkat realisasi mitigasi risiko yang dijalankan dan

risiko adalahproses

b) Pemahaman Pimpinan terhadap Manajemen Risiko
Evaluasi pemahaman pimpinan rnerupakan elemen
penilaian yang digunakan dalam menilai kesadaran risiko
pada level pimpinan, yaitu: pemilik risiko, Komite Manajemen
Risiko, Komite Pelaksana, dan seluruh pejabat Perangkat
Daerah. Nilai pemahaman pimpinan diperoleh dari hasil tes
tertulis.

2. Proses Manajemen Risiko

Rapat pimpinan terkait manajemen risiko terdiri dari rapat
Komite Manajemen Risiko, rapa:t Komite Pelaksana, dan
rapat Perangkat Daerah.
Dukungan sumber daya terdiri dari dana implementasi dan
pengembangan sumber daya manusia.
Dukungan perangkat penerapan terkait manajemen risiko
terdiri dari prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan
manajemen risiko, organisasi dan prosedur /tata kerja, dan

risiko.

Dari tujuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) elemen utama
evaluasi kepemimpinan, yaitu komitmen pimpinan dan
pemahaman pimpinan terhadap manajemen risiko.
a) Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan dinilai dengan mengevaluasi 3 (tiga)
subelemen, yaitu: rap at pimpinan, dukungan sumber daya,
dan dukungan perangkat penerapan terkait manajemen



Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan nilai akhir
sebagaimana disebutkan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN

A. KEPEMIMPINAN 15%
1. Komitmen 75%

1) Rapat pimpinan 20%
a. Rapat Komite MR 10%
b. Rapat Komite Pelaksana 10%
c. Rapat Perangkat Daerah 80%

2) Dukungan sumber daya 40%
a. Dana implementasi 50%
b. Pengembangan SD!\1 C;('\OI..

'-''-' IV

a) Pegawai yang mengikuti pelatihan MR 70%
b) In-house training MR 3'0%

3) Dukungan perangkat penerapan 40%
a. Prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan 25c/o
MD
b. Orgarrisasi dan prosedur/tata kerja 50%
c. Dokumentasi MR 25%

2. Pemahaman 25c/o
1) Komite Manaiemen Risiko 30%
2) Komite Pelaksana 30%
3) Pemilik risiko 20%
~~egawaiintennrulain~ya 20%- -

B. P ~OSESMANAJEMENRISIKO 45%,___-
15%l. Penetapan konteks

,___~ ldentifikasi risiko 30%
1 ('\0/"

,___3. ...Analisis risiko '&'''V I V

Evaluasi risiko 5%
A

5. Mitigasi risiko 2'5%
6. Monitoring dan reviu 5%
7. Komunikasi dan konsultasi 10%

C. AKTMTAS MITIGASIRISIKO 25%
l. Mitigaai risiko yang dijalankan 70%
2. Keberhasilan menurunkan level risiko 30%

D. HASILPENERAPANMANAJEMENRISIKO 15%
Pencapaian kinerja Perangkat Daerah 100%

Tabel 1

Komponen Penilaian Penerapan Manajemen Risiko serta Bobotnya

2. Menentukan nilai tertimbang komponen penilaian manajemen
risiko.

3. Menghitung nilai akhir dengan menjumlahkan nilai tertimbang
seluruh komponen penilaian manajemen risiko.

Penilaian untuk setiap komponen penilaian manajemen risiko
menggunakan pembobotan sebagaimana Tabel 1.



Rapat
dihadiri

minimal 2/3
anggota r

L- ___J Ti~L _..l

Nilai -20

Ya I Nilai tidak
I dikurangiIl-__ -----'

LJ Nilai = 0 I
Tid~.d.l\I___ ___J

Nilai -10

tidak ditetapkan
Ni:iai. -5

I-

Apakah
Rapat

Mengbsilkan
keputusan

sudah
ditetapkan

Nilai adak
dikurangi

YFi Nil';· 100

Nilai -20

Ya
Apakah Rapat I
t;lipimI'in nlt;'h IL---------'
Pimpinan
Tertinggi

Nilai tidak
dikurangi

• Rapat Komite Manajemen Risiko minimal 1
kali/ semester

• Dipimpinlangsung oleh Pimpinan Tertinggi
• Menghasilkan suatn keputusan
• Di hadiri minimal 2j 3 anggota

Penentuan nilai untuk setiap rapat Komite
Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan
bagan danjatau rumus sederhana sebagai berikut:

menjadi bagian dari agenda rapat
harus dinyatakan dengan jelas
pendukung pelaksanaan rapat.
Penilaian rapat pimpina dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai
berikut:
a) Rapat KomiteManajemenRisiko

lainnya, namun
pada dokumen

dilaksanakan khusus untuk manajemcn risiko atau

Jenis rapat pimpinan meliputi rapat Komite
Manajemen Risiko, rapat KornitePelaksana, dan rapat
Unit Pemilik Risiko (OPD).Rapat pimpinan dapat

Manajemen
Perangkat

Bagian terinci dari komponen kepemimpinan adalah:
a. Kornitrnen

(1)Nilai Rapat Komite
RisikojRapat Komite pelaksanajRapat
Daerah

komponen
a. Menentukan bagian terinci pada setiap komponen;
b. Mengevaluasi aspek penilaian untuk setiap bagian terinci;

dan
c. Menentukan nilai setiap bagian terinci pada komponen

dengan menggunakan bagan danjatau rumus sederhana.

Terinci pada setiap1. Langkah 1 : Menilai setiap Bagian

Rapat Komite
Manajemen

Risiko
Dilaksanakan



Sumber data: Dokumentasi pelaksanaan rapat pimpinan terkait
manajemen risiko (notuien, daftar hadir, dan/ atau nota
dinas I surat tugas)

c) Rapat Perangkat Daerah
• Rapat Perangkat Daerah minimal 2 kali/ semester.
• Dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi.
• Dihadiri oleh perwakilan seluruh unit organisasi di bawah

Perangkat Daerah.
Penentuan nilai untuk setiap rapat Perangkat Daerah dilakukan
dengan menggunakan bagan dany atau rumus sederhana
sebagai berikut:

Nilai -25
Tidak

Apakah Rapatdihadirl
minimal 2/3 anggota

Tldak = Nilai a

'13.
Nilai tidak dikurangi

Apakah Rapat dipimpin f-
r-- oleh pimpinan tertinggi

f--- TidakVa= Nilai 100

Il

I Niiai ·2:5

Va

INilai tidak dikurangi

Ap8'k-ah 'Rap-atKomite
Pelaksana

• Bila rapat dilakukan lebih dari sekali dalam satu periode
maka nilai rapat Kornite Manajemen Risiko adalah nilai
rapat yang tertinggi.

b) Rapat Komite Pelaksana
• Rapat Komite Pelaksana minimal 2 kali/ semester Dipimpin

langsung oleh pimpinan tertinggi
• Dihadiri minimal 2/3 anggota.

Penentuan nilai untuk setiap rapat Ketua Manajemen Risiko
dilakukan dengan menggunakan bagan darr/atau rumus
sederhana sebagai berikut:

Sumber data: Dokumentasi pelaksanaan rapat pimpinan
terkait manajemen risiko (notulen, daftar hadir, darr/ atau nota
dinas I surat tugas)
Selanjutnya dari hasil proses di atas, nilai rapat Komite ,
Manajemen Risiko ditentukan dengan cara sebagai berikut:
• Bila rapat hanya dilakukan sekali dalam satu periode maka

nilai rapat ini menjadi nilai rapat Komite Manajemen
Risiko.
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Jika dalam setiap kategori rapat, rapat hanya dilakukan sekali,
maka nilai tertinggi adalah nilai rapa! tersebut.
Jika dalam setiap kategori rapat, rapat dilakukan lebih dari sekali,
maka nilai tertinggi adalah nilai rapat paling tinggi di antara nilai
rapat lainnya dalam kategori yang sarna.

Nilai hasil evaluasi terkait rapat komite manajemen risiko Zrapat ketua
manajemen risiko Zrapat Perangkat Daerah selanjutnya dimasukkan
dalam Langkah II sebagai 84/85/86 (Tabel 2).

(2j Nilai Dana Implementasi/Penerapan IvIanajemen Risiko
Penilaian terkait dana implernentasr/ penerapan Manajemen risiko
dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian
sebagai berikut:
A) Tr:npl~JJ1enta~/pener~p~nm~najp.mp.n risiko seper+i rapat rerkait

manajemen risiko, penyusunan profil risiko, pelaksanaan
rnitigasi Zrrrrrigasi risiko, dan monitoring rrsiko 'telah dianggarkan

rapat kategori pertama yang tertinggi dan nilai rapat kategori
kedua yang tertinggi.

2. Rapat kategori pertarna membahas profil/ peta risiko
dan rencana mitigasi risiko, sedangkan rapat kategori kedua
membahas hasil monitoring risiko, realisasi mitigasi risiko serta
rapat membahas penerapan manajemen risiko lainnya.

3. Nilai rapat untuk setiap kategori adalah:
Jika tidak dilakukan rapat untuk kategori tersebut, maka nilai

rapatL Nil~i

Perangkat

pimpinan
darr/atau

Sumber data: Dokumentasi pelaksanaan rapat
terkait manajemen risiko /notulen, daftar hadir,
nota dinas / surat tugas)

d) Pelaksanaan rapat Manajemen Risiko harus didukung dengan
dokumen pendukung seperti undangan, notulen, daftar hadir, nota
dinas / surat tugas.

e) Jenis rapat manajemen risiko Rapat Komite Manajemen
Risiko(Kapat Komite Peiaksana/Rapat Perangkat Daerah]
dinyatakan dengan jelas pada dokumen pendukung.

Penentuan nilai rapat komite pelaksana dan rapat
Daerah adalah sebagai berikut:

Ya

Nilai tidak dikurangi

Lv'"
Apakah Rapat

~ dipirnpin oleh

Nilai = 100
I-- pimpinan tertinggi Tidak

Nilai -25

IApa'...:ahRapat oro I-- Ya I
Dilaksanakan Nilai tidak dikurangl

Apakilh -Rapat I-
Tidak - dihadiri seluruh unit

organisasi di bawah Tidak
Nilai=O IKepala OPD ! Nilai -25



Jumlah pegawai pemilik
risiko yang telah mengikuti
pelatihan MR

risiko dilakukan dengan menggunakan bagan dan/ atau
rumus sederhana sebagai berikut:
a) Menghitung persentase pegawai yang mengikuti pelatihan

manajemen risiko dengan rumus sebagai berikut:

b) Sumber daya manusia meliputi seluruh pegawai Perangkat
Daerah terutama Pemilik Risiko, Komite MR, dan Komite
Pelaksana.

c) Materi pelatihan meliputi konsep risiko, manajemen risiko, dan
proses manajemen risiko.

d) Bukti pendukung pelaksanaan pelatihan meliputi
sertifikat./daftar hadir Zsurat tugasyundanganynota dinas, dan
lain-lain.

(3)NilaiPegawaiyang Telah MengikutiPelatihan Manajemen Risiko
Penilaian terkait pegawai yang telah mengikuti pelatihan manajemen
risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek
penilaian sebagai berikut:
a) Sumber daya manusia yang kompeten diwujudkan dengan

adanya pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, in- house
training MR secara berkelanjutan terkait dengan kompetensi di

Sumber data: DPA atau PKPT (rencana kegiatan dan anggaran
implementasi manajemen risiko)
Nilai hasil evaluasi terkait dana implementasi selanjutnya akan
dimasukkan dalam Langkah II sebagai 88 (Tabel2).

Nilai = 0

VA
NiiaiTidak

VA Apakah pelaksanaan 'Dt~ura-I'l'gi'
r-- proses MR dan r-

pelaksanaan TidakI I penanganan/ mitigasi Nllal - IApakah dana
risiko tidak terkendala IImplementasi/penerapan I-- karena ketersediaan

NIH dianggarkan dalarn .
DPAjRencana Kerja

~ ~

dalam rencana kerja/DPA/Program Kerja Pengawasan Tahurian;
atau

b) Pelaksanaan proses manajemen risiko dan pelaksanaan
mitigasiy mitigasi risiko tidak terkendala karena ketersediaan dana.

Penentuan nilai untuk dana implementasi terkait manajemen risiko
dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai
berikut:



pesertanya merupakan perwakilan dari seluruh unit di bawah
Perangkat Daerah.
Penentuan nilai terkait in-house training manajemen risiko
dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:

(4)Nilai In-House Training Manajemen Risiko
In-bouse Training adalah pelatihan manajemen risiko di masing­
masing Perangkat Daerah dengan narasumber dari Perangkat Daerah
yang bersangkutan. Materi yang disampaikan meliputi konsep risiko,
manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Pelaksanaan in­
house training harus didukung dengan dokumen seperti notulen,
daftar hadir, dan nota dinas /eurat tugas.
Penilaian terkait in-house training manajemen risiko dilakukan
dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai
berikut:
a) In-house training terkait dengan kompetensi di bidang

manajemen risiko berupa pelatihan di kantor sendiri atau kegiatan
lain yang sejenis diselenggarakan secara berkelanjutan minimal
satu kali dalam satu periode manajemen risiko.

Sumber data: Daftar pegawai Perangkat Daerah dan
rekapitulasi pegawai yang pernah mengikuti pelatihan manajemen
risiko.

Nilai hasil evaluasi terkait pegawai yang mengikuti pelatihan
manajemen risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah 11
sebagai BIO (Tabel 2).

Nilai= Persentase
pegawai yang
mengikuti pelatiban
MRx Hl0,

Tidak

Apakah seluruh pengelola
MR [Pemilik risiko, Komite
MR,KomitePelaksana)
telah mengikuti Pelatiban
MR

Ya Nilai= Persentase
,..------1 pegawaiyang

mengikuti pelatihan
MRx 100

b) Selanjutnya nilai pegawai yang telah mengikuti pelatihan
manajemen risiko disesuaikan dengan mempertimbangkan apakah
seluruh pengelola manajemen risiko pada Perangkat
Daerah telah mengikuti pelatihan manajemen risiko:



Sumber data: Dokumentasi pengembangan prinsip, kerangka,
strategi dan kebijakan manajemen risiko pada unit eselon I
terkait dalam bentuk produk hukum (seperti peraturan,
1.<'_ ...... _~_ ..J~ __ •• __ .. ..,.....t!':~~\
L'l..vPUI.U'::'CU1, UGU~ '::'U1GU. \:-U~~ll

Tidak
Nilai = a

Edaran

Ya Nilai tidakApakah adaYa

U dikurangipengembangan
Ya I Nilai = 100 r Prinsip, Kerangka,

i lliIai.egi: clani
kebijakan MRdalam.
bentuk .prodTuikdak

a prinsip, hukum (seperti Nilai 50
Strategi Peraturan, Tidak
anMR Keputusan dan

Surat

Apakah ad
Kerangka,
dan Kebijak

strategi, dan kebijakan
menggunakan bagan

b) Prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan manajemen risiko
telah dikembangkan dan ditetapkan dalam bentuk peraturan,
keputusan, atau surat edaran.

Penentuan nilai terkait prinsip, kerangka,
manajemen risiko dilakukan dengan

aspek penilaian sebagai berikut:
a) Prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan manajemen tisiko telah

ada.

manajemen risikc dilakukan dengan mempcrtimbangkan bcberapa

(5)Nilai terkait Prinsip, Kerangka, Strategi, dan Kebijakan Manajemen
Risiko
Penilaian terkait prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan

Sumber data: Dokumentasi internalisasi manajemen risiko oleh
Perangkat Daerah ke seluruh pegawai berupa pelatihan di kantor
sendiri atau kegiatan lain yang sejenis (notulen, daftar hadir,
danj'atau Nota Dinas / Surat Tugasj Nilai hasil evaluasi terkait
in-house training manajemen risiko selanjutnya akan dimasukkan
dalam Langkah II sebagai Bll (Tabel2).

~idak I Nilai= a

Nilaitidak
dikurangiI IApakah seiuruh

l- I IperWiilGlanunit
eli bawah OPO
terwakili Nilai - 25

Tidak

Ya

Va

I Nilai = 100

Apakah In.Hause
Training MR
dilaksanakan
selan:ia'JDeri0cle
berjalan

I r l
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assessment) sampai dengan periode berjalan telah dikembangkan.
c) Basis data untu'k kejadian negatif/masalah yang berdampak tinggi

bagi organisasi (loss event database) telah dikembangkan yang

(7)Nilai Dokumentasi Manajemen Risiko
Penilaian terkait dokumentasi manajemen risiko dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:
a) Formulir yang digunakan seragam sesuai ketentuan Peraturan

Wali Kota Langsa atau hasil pengembangan oleh Komite
Manajemen Risiko.

b) Basis data risiko (risk register) yang mengakumulasi seluruh

Manajemen Risiko dan Unit Pemilik Risiko, serta dokumentasi terkait
proses pengarnbilan kepntusan dan reneana korrtinjensi.
Nilai hasil evaluasi terkait organisasi dan prosedur /tata kerja
manajemen risiko selanjutnya dimasukkan dalam Langkah II sebagai
B14 (Tabel 2).

Nilai = 10

Nilai tidak
dikurangi

I ITidak Nilai = 15

Nilai tidak
.----l

dikurangi
Ya

\

Tidak~ Nilai - 0

Apakah ada
Organisasi
Prosednre
dan Tata
Kerja

Apakah
Apakah
keputusan

Pengambilan tersebut 1keputusan ( dibuat pada
k'iisiGtfIf, Strat~st, --

f-- periode
Project danj atau penilaian
kebijakan bam -
manajemen)
telah
mempertimbang I
kan Risiko Nilai = 30

I I
I

~pakah ada rencana
'- kontijensi/ Continuity Nilai tidak

iPlan dan/ atau dikurangi
~<!?{'(>!I!'!"dPl!.J.'1

Nilai = 15

Ya,------,

I I ~ilai = 30
Tidak L.. _J

Apakah Struktur
Komite MRdan
OPD ditetapkan
secara resmi
(SKj NDjTugas
& Fungsi

Apakah susunan
Ya 'keanggotaan1.V1R

sesuai Peraturan

(6)Nilai Organisasi dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen Risiko Penilaian
terkait organisasi dan prosedur /tata kerja manajemen risiko
dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian
sebagai berikut:

Nilai hasil evaluasi terkait prinsip, 'kerangka, strategi, dan
kebijakan manajemen risiko selanjutnya dimasukkan dalam
Langkah II sebagai B13 (Tabe12).



ApabUa dalarn satu kategori (Pernilik Risiko / Kornite Manajemen
RisikojKomite PelaksanajPegawai Internal Lainnya) pejabatj pegawai
yang dievaluasi pemahaxnannya lebih dari satu, maka nilai untuk
kategori tersebut adalah nilai rata-rata.
Dalam hal terdapat pejabatjpegawai yang seharusnya dievaluasi nilai
pemaharnannya narnun tidak dapat mengikuti uji pemaharnan karena
sedang menjalankan tugas di luar Kota, sakit, cuti, dan sebagainya,
dapatkan bukti pendukung alasannya seperti surat tugas atau surat
keterangan.

Antara a s.d 100

Antara a s.d 100
Antara 0 s.d 10'0

Antara 0 s.d 100

Nilai Pemilik Risiko (OPD)

Nilai Komite Manajemen Risiko
Nilai Komite Pelaksana

Nilai Pegawai Internal Lainnya

l.

2.

3.
4.

NO PEMAHAMAN NILAI(Hasil Test Tertulis)

b. Pemahaman
Nilai Pemahaman Pernilik Risiko, Koordinator Manajemen Risiko,
Administrator Manajemen Risiko, dan Pegawai Intemal Lainnya Nilai
pemahaman pemilik risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Pelaksana,
dan pegawai intemal lainnya didasarkan atas hasil tes tertulis dengan
rentang nilai sebagai berikut:

Sumber data: Dokumen profil dan peta risiko Unit Pemilik Risiko
serta dokumen loss event database
Nilai hasil evaluasi terkait dokumentasi manajemen risiko
selanjutnya akan dimasukkan dalarn Langkah II sebagai B15 (Tabel
2).

Apakah Yasustman r-- Nilai tidak

Ya keanggotaan MR dikurangi
sesuai r-

..--
peraturan

Apakan ada ioss

Ti~
even database r- INilai -10

Tidak I
Nilai -20 IL

'LY Nilai = 0

Ya Nilai tidakApakah dikurangirnenggunakan

r-
Fonnulir yang -seragam

Ya ITidak In Nilai = 100 I Nilai -20 I
Apakah ada I Ya I Nilai tidak I! basis data Risk dikurangiApakah a-da Assesment H 'Dokurnentasi r--

MR (akurnulasi
masa lampau
sId saat ini) ITidak I Nilai -30 I

Tidak

informasinya minimal memuat tanggal peristiwa, nama peristiwa,
sebab, darnpak, lokasi, dan respon yang dilakukan.

Penentuan nilai dokumentasi manajemen risiko dilakukan dengan
menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Bobot Persentase Kesalahan dihitung dengan cara sebagai berikut:
1. Menentukan persentase kesalahan dengan rumus sebagai berikut:

Sumber data: Dokurnen profil dan peta risiko Unit Pemilik Risiko
Selanjutnya, menentukan nilai setiap bagian terinci dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian pada bagian terinci dan
pengurangan nilai dalam hal ditemukan adanya kelemahan atau kesalahan.
Pengurangan nilai menggunakcn 2 (dua] pendekatan yaitu:
a. Dengan tidak memperhitungkan jumlah kesalahan pengurangan nilai

menggunakan nilai pengurang yang tertera pada masing-masing bagan
sederhana.

b. Dengan memperhitungkan jumlah kesalahan pengurangan nilai
dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Apakah ada dokumentasi proses Ya

I Nilai = 100 IMRyang telah ditetapkan Idan Zatau ditandatangani secara
resmi oleh Komite ~,~anaj{;i7j,wL I--

Risiko, Komitc Pclaksana, Kepala
OPD Tidak

Nilai = 0

sebagai berikut:

2) Nilai Bagian Terinci pada Komponen Proses Manajemen Risiko Bagian
terinci dari komponen proses rnanajernen risiko terdiri dari tujuh elemen
penilaian, yaitu: penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko,
evaluasi risiko, mitigasi risiko, monitoring dan reviu, serta komunikasi dan
konsultasi
Untuk penilaian tiap elemen pada komponen proses manajemen risiko
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Mengevaluasi dokumentasi setiap tahapan proses manajemen risiko untuk

Apabila terdapat kategori yang tidak dapat diperoleh nilai
pemahamannya karena hal tersebut eli atas, maka bobot untuk kategori
tersebut dialihkan ke seluruh kategori yang lain secara proporsional.
Nilai hasil evaluasi terkait Pemahaman Pemilik Risiko, Koordinator
Manajemen Risiko, Administrator Manajemen Risiko, dan. Pegawai
Internal Lainnya selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai
B17, B18, B19, dan B20 (Tabe12).



kemungkinan maupun kriteria konsekuensi.
e) Kriteria selaras dengan hasil identifikasi risiko dan deskripsi

konsekuensi risiko serta telah dirumuskan dengan tepat.
f) Selera risiko telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko

dan menjadi dasar / acuan dalam mitigasi risiko pada periode berjalan.

Penentuan nilai penetapan konteks dilakukan dengan menggunakan
bagan sederhana sebagai berikut:

Penilaian terkait proses penetapan konteks dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penman sebagai berikut:
a) Seluruh sasaran strategis (88) Perangkat Daerah telah masuk dalam

lingkup manajemen risiko.
b) Komposisi tim mewakili seluruh unit organisasi di bawah Perangkat

Daerah.
c) Penetapan profil risiko dilakukan tepat waktu/ awal periode

manajemen risiko.

a. Nilai Penctapan Konteks

sampai dengan 10%, maka
dari Nilai Pengurang Maksirnal

lebih dari 10%, maka
Persentase Kesalahan =

2. 8elanjutya apabila Persentase Kesalahan
pengurangan nilai adalah maksimal (Bobot
100%).

3. Apabila Persentase Kesalahan
pengurangan nilai adalah setengah
(Bobot Persentase Kesalahan = 50%).

Jumlah kesalahan /kelemahan
dalam setiap aspek penilaian



identifikasi risiko, kecuali terjadi perubahan organisasi, tugas dan
fungsi, dan,' atau sasaran strategi.

d) Mengidentifikasi seluruh kategori risiko, kecuali kategori risiko
tersebut tidak mungkin terjadi bagi Perangkat Daerah yang
bersangkutan (misal kategori risiko fmancial).

e] Apa yang mungkin terjadi, penyebab, konsekuensi, dan
kategori risiko dirumuskan dengan tepat.

f) Deskripsi konsekuensi memadai (dalam level Perangkat

risiko

b. Nilai Identifikasi Risiko
Penilaian terkait proses identifikasi risiko dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:
a) Mengidentifikasi risiko seluruh sasaran strategi (88) organisasi.
b) Pengembangan identifikasi risiko dengan memperhatikan

deskripsi sasaran strategi dan diupayakan mencakup seluruh risiko
utama yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

*Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan
memperhitungkan jumlah kesalahan
Nilai hasil evaluasi terkait penetapan konteks selanjutnya akan
dimasukkan dalam L8...t1g_1{8.h II sebagai B22 (Tabel Z]

Ya
I

Apakah selera risiko telah Nilai tidak dikurangi

iooo- ditetapkan oleh Kornite I- Tidak
Manajemen Risiko Nilai -10

Nilai -10

I Nital uoak dikurangi

Tidak

\,:'-'.1eLL ... SC"c::tl a:S d'\,..l.ie;CXl:i .u:CX'=».u.

identifikasi risiko dan
deskripsi konsekuensi
risiko serta telah
dirumuskan dengan te at

Ya

Apakah seluruh sasaran Nilai tidak dikurangi
~ strategi (SS)UPR telah ~----,~-d-1- ">'_1~ 1'ikkYa I ~~~ ;:~l~' UCUGUU I Nilai pengurang- Nilai = 100 - Maksimal -20

Ya

~P~4~~:~oses I ~I
Nilai tidak dikurangiLKomposisi tim telah

fJCHCl.Gt.}JClH mewakili seluruh unitkonteks
organisasi dibawah OPD Tidak

dijalankan Nilai pengurang
Maksimal -20'

Tidak~ NUai~ 0 I
I I ~ Nilai tidak dikurangi

IPenetapan Profi1 risiko
~ telah dilakukan tepat H Iwaktu/ awal periode MR Tidak Nilai -10

Seluruh Risiko telah Ya
dirumuskan kriteria nya I I Ni.4\i tid<lk tii~llr~ngi I
baik untuk kriteria

I-- kernungkinan maupun ~
'kriteria 'korrskuerrsi Tidak Nilai 'fIeflg\~H'an,g

Maksimal -15

I ~_~:~ru~~teri~~~~ik~ __~l I Ya I. .. , .'



identifikasi risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II
sebagai B23 (TabeI2).

c. Nilai Analisi Risiko
Penilaian terkait proses analisis risiko dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:
a) Analisis risiko dilakukan untuk seluruh risiko yang telah

diidentifikasi.
b) Penentuan level risiko sesuai dengan matriks analisis risiko.
c) Tren risiko telah dirumuskan secara tepat. Penenruan nilai anansis

risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai
berikut:

mcmpcrhitungkan jumlah kcsalahasrNilai
*Keterangan: Menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan

Nilai -5

Oeskripsi konsekuensi
....__"'__ ~_.;, I~_l __ 14."0.1
....L.&:'Vu..lGl.UCl::l \"'-la..:&.Q..);1.l. x""-., v:t..

Nilai tidak dikurangi IYa

1'-"_~'_"""_"_""_<:i~_'_~_~_"_b=_~_~__ ~_---II ITidak L ___.jl, Nilai -10

Ya I Nilai tidak dikurangi I..,__
l\!ll:.iL!5'll.U.eTIt..tu:.\:aSi TISi.D.\:) t

seluruh sasaran strategi (SS)

t--
organisasi dalam penetapan ~ Tidakkonteks Nilai pengurang maksimal

Ya Nilai = 100 } -10

f-- Bobot I--
dokumen

Pengembangan identifikasi Ya
fApaKan proses ,. risiko dengan memperhatikan . .N.ilai .tidak ,d,iJaJ,r.angi '
identifikasi f-

deskripsi SS dan diupayakan
risiko mencakup seluruh risiko I-
dijalankan utama yang dihadapi oleh GPO Tidak Nilai -10

~

Pemeliharaan berkelanjutan Ya
Tidak I-- risiko periode sebelumnya I Nilai tidak dikurangi

kecualite~adiperubahan
organisasi, tugas & Fungsi I-1Nilai = 0 1

'T'icl~k.l I'--1 NITai-10

YaMengindentifikasi seluruh Nilai tidak dikurangi
f-- kategori risiko, kecuali kategor

risiko tsb tidak mungkin terjadi- Tidak
I bag; OPD ybs . I ,I IN~;"""""""'!! mak simal I

I
~ Risiko, Penyebab, Konsekuensi, Ya

Nilai tidak dikurangi Idan Kategori risiko Ll
A~~ '''''''''..~~lr_~¥'It. A-A~"·'ul''' t-..QY'V"\.t-

Penentnan nilai identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan
bagan sederhana sebagai berikut:



*Keterangan:menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan
memperhitungkan jumlah kesalahan
Nilai hasil evaluasi terkait evaluasi risiko selanjutnya akan dimasukkan
dalam Langkah II sebagai B25 (Tabe12).

"" makSimal. -50

Ya- Nilai tidak dikurangi
=-- Prioritas rtsiko

ditetapkan sesuai -
akidah

U Nilai pengurang

YEvaluasi Risiko a
- Nilai tidak dikurangi

Semua risiko yang1...,,;,_; - ,.Ar\xl r--
Ya J.~U:C::U- J.vV Idianclisis

Bobot dilakukan evaluasi- Nilai pengurangdokumen Tid";i; maksimal -20

d. Nilai

*Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan
memperhitungkan jumlah kesalahan

Nilai hasil evaluasi terkait analisis risiko selanjutnya akan dimasukkan
dalam Langkah II sebagai B24 (Tabel2).

Nilai -20

Tren Risiko telah
dirumuskan
secara tepat

Nilai tidak dikurangi

Ya

I I
Semua risiko yang

~

Nilai tidak dikurangi
diidentifikasin -dileJ<\!kfj._n1'l.:n~h~~

Ya Nilai = 100 x
r- Bobot - Nilai pengurang

dokumen maksimal -10

I Level risiko I
\

Proses Analisis
ditetapkan sesuai Nilai tidak dikurangi
dengan matriksRrsrko f- Analisis Risiko -

dijalankan

Nilai pengurang

Imaksimal -40



Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan
memperhitungkan jurnlah kesalahan.

Nilai -15

Nilai tidak dikurangi
Rumusan ukuran kineIja, target
kinerja, jadwal, risiko residual
yang diharapkan, dan

neiawabn a

Tidak

.xencana MlUgasl oruruucan sesuai Ya I Nilai tidak dikurangi Iurutan prioritas & ditujukan untuk I
risiko yang berada diluar selera I-i
lrisiko

Nilai-lQ·
Ya

Nitai =' 1:'00x Tidak
rBObot I--

dokumen

upSl yang cupinn seraras aengan Nilai tidak dikurangi
ah proses opsi mitigasi yang rnungkin, level

.gasi risiko -kemungkinan, level konsekuensi
lankan serta selera risiko, aen] atau -l

kewenangan dan tanggungjawab
Nilai -5IOPD

Nilai tidak dikurangiRumusan reneana mitigasi sesuai L I

~ Nilai = 0 I dengan opsi yang dipilih

Nilai -10 !
·Rencana 'wtigasi mernpakan N,Hai ,t;i<;tak ·etiku.'rangi

f-- I
inisiatif baru atau modifikaai atas

I-pengendalian yang ada Nilai Pengurang
Maksimal -25

~encana mitigasi secara lengkap Nilai tidak dikurangi
merumuskan u'kurari kinerja, target

~. erja, jadwal, :risiko residual yang
Nilai Pengurang~iharapkan, dan penanggungjawabr y
Maksirnal -10

._- -

Apak
miti
dija

Penentuan nilai mitigasi risiko dilakukan dengan menggunakan bagan
sederhana sebagai berikut:

c) Rumusan rencana mitigasi sesuai dengan opsi yang dipilih.
d) Rencana rnitigasi merupakan inisiatif barn a:tau modifikasi atas

pengendalian yang ada.
e) Rencana mitigasi secara lengkap merumuskan ukuran kinerja, target

kinerja, jadwal, risiko residual yang diharapkan, dan penanggung
jawabnya.

f) Rumusan ukuran kinerja, target kinerja, jadwal, risiko residual yang
diharapkan, dan penanggungjawabnya tepat, an tara lain jelas,

e. NilaiMitigasiRisiko
Penilaian terkait proses mitigasi risiko dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:
a) Rencana mitigasi diurutkan sesuai urutan prioritas dan

ditujukan untuk risiko yang berada di luar selera risiko.
b) Opsi yang dipilih selaras dengan opsi mitigasi yang mungkin, level

kemungkinan, level konsekuensi serta selera risiko dan/ atau



g. NilaiKomunikasi dan Konsultasi
Penilaian terkait proses komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:
a) Prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan manajemen risiko,

Standard Operating Procedure, organisasi dan tata kerja, dan
dokumentasi standar dikomunikasikan ke internal organisasi.

*Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan
mernperhitungkan jumlah kesalahan
Nilai hasil evaluasi terkait monitoring dan reviu selanjutnya akan
...:I·_~_~.l~l~~_ ...l_1 __ I 1__ t; TT -."',_~.....,_; Or"\,"7 ('T'~t...cl2\)
ulJ.ua.~u.~a.J.~ ua.la.J.U Lla..1.LfSna.u .l.L ~vl./a.5a..1 V~ I \.La.u .

Nilai Pengurang
Maksimai - i0

Seluruh deviasi negatif
dirumuskan langkah korektif

Nilai Pengurang
1\i( -:>\rC);"",-:> 1 _ 1(I

I _.----------- -t.enat

Nilai tidak dikurangi

Seluruh risiko diiakukan H_l i
r--

I
monitoring

Ya Nilai = 100 x ,
Irida~

Nilai -20
Bobot

I-

dokumen
yal Nilai tidak dikurangi I

Seluruh risiko dilakukan
~i I

,...-I-- monitoringApa.kah
iclakl Iproses Nilai -20

Monitoring
dan

-~
1\la~: .·;,.t~1, "':1~,_~~~: I

Pdcipvi"<'lil xa 1.., .....c,..t; ...... &."'-'t.~'""' ...n"""' ..."'-l ...5...

Risiko
dijalankan Penetapan Form. Monitoring

I--I-- penanganan dilakukan tepat
waktu/ akhir perode MR

id~
Nilai -10

Tidakl IN<1,,; - ""' ........ \,oC.... __

~ Nilai tidak dikurangi

Penilaian terkait proses monitoring dan reviu dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut:
a) Seluruh risiko dilakukan monitoring.
b) Seluruh rencana mitigasi dilakukan monitoring.
c) Penetapan form monitoring mitigasi dilakukan tepat wakru/ akhir

periode manajemen risiko.
d) Level risiko residual aktual, level risiko residual yang diharapkan,

kesenjangan Zdeviasi, dan trend risiko sudah dirumuskan dengan
tepat,

e) Merumuskan langkah korektif atas deviasi negatif.
Penentuan nilai monitoring dan reviu dilakukan dengan menggunakan
bagan sederhana sebagai berikut:

Nilai hasil evaluasi terkait rencana mitigasi risiko selanjutnya akan
dimasukkan dalam Langkah II sebagai B26 (TabeI2).

f. NilaiMonitoring dan Reviu



Penentuan nilai mitigasi risiko yang dijalankan dilakukan dengan
membandingkan antara jumlah realisasi mitigasi risiko dengan jumlah
rencana

mitigasi risiko harus memenuhi syarat kumulatif:
a. inovasi baru/rnodifikasi sistem pengendalian yang ada.
b. selaras dengan opsi dan deskripsi apa yang mungkin terjadi,

penyebab, darr/ atau dampaknya.
c. jelas ukuran kinerjanya dan terukur target mitigasinya serta

sesuai dengan target dan ukuran kinerja.
Sedangkan nilai keberhasilan menurunkan level risiko (efektivitas
pen.anganan risiko) diukur dengan membandingkan antara risiko residual
akrual dengan risiko residual yang dib.arapkan. Risiko residual akrual
merupakan hasil analisis risiko pada akhir periode sehingga idealnya
konsisterr/ sarna dengan level risiko pada proses penilaian periode
berikutnya.

Rcalisasi

akanNilai hasil evaluasi 'terkait monitoring dan reviu selanjutnya
dimasukkan dalam Langkah II sebagai 828 (Tabel2).

3) Nilai Bagian Terinci pada Komponen Aktivitas Mitigasi risiko Bagian terinci
dari komponen aktivitas mitigasi risiko adalah mitigasi risiko yang
dijalankan dan keberhasilan menurunkan level risiko.
Nilai mitigasi risiko yang dijalankan diukur dengan membandingkan antara
realisasi mitigasi risiko dengan target kinerja mitigasi risiko. Seluruh bukti

yang ditemukan
Tidak '-- ---'

Nilai -25

Nilai tidak
dikurangi

Nilai -35
Nilai-8,75 setiap
'kelernahan berupa PR
tidak dikomunikasikan ke
Ktua KMR atau ke
pejabatj'pegawai dibawah
OPD atau RP tidak
dikomnnikasikan ke
Ketua KMRatau ke
pejabat/pegawai
diabawah OPO. Sehingga
pengurangan nilai
berkisar antara -8,75 s.d -
26,25 tergantung

Apakah
Ya semuanya

dikunrunikasikan

Nilai tidak
dikurangi

Ya

__j Nilai -10Tid~-kl

Nilai tidak
dikurangi

Ya

Manajemen Risiko.
dilakukan dengan

LaporanPR
disampaiakn ke
KetuaKMR

Nilai=0
Tidak

dijalankan

Proses
Komunikasi da Prom Risiko (PR) dan

rencana penanganan
(RP) dikomunikasikan
ke ketua KMR dan
P~abat/ ,pegawai
dibawah OPO

Nilai= 100 X

.- ~~_a_B~ObotD In

Pri::s~, X~c::.ugkM.,
Strategi danKebijakan
MR, SOP, Organisasi
'dan 'l'ata I<:erja,Serta
diOokumentasikan ke
Internal Organisasi

b) Profil risiko dan rencana mitigasi dikornunikasikan ke
pihak terkait, baik Ketua Manajemen Risiko maupun pejabatj'pegawai
di bawah Perangkat Daerah.

c) Laporan mitigasi risiko disarnpaikan ke Ketua
Penentuan nilai komunikasi dan konsultasi
menggunakan bagan sederhana sebagai berikut:



Nilai keberhasilan mitigasi risiko ditentukan dengan menggunakan
bagan sederhana sebagai berikut:

b. Nilai Keberhasilan Menurunkan LevelRisiko
Nilai keberhasilan menurunkan level risiko ditentukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :

ITidak I Nilai = 0

Sumber data: Dokumen rencana mitigasi risiko dan dokumen terkait
pelaksanaan mitigasi risiko yang dijalankan
Nilai hasil evaluasi terkait mitigasi risiko yang dijalankan selanjutnya
akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B30 (Tabel 2).

Penanganan risiko yang dijalankan
merupakan inovasi baru/modifikasi
""",t!C',n'l r~n.p,gn.r1~_ij,l'l"y~r>g 'i'rI~?

Atau
Penanganan Risikoyag dijalankan
se1aras dengan opsi dan apa yang

Ya mungkin terjadi, penyebab,
,.--_--1dan/ atau dampar risiko?

Atau

Ya I . . INilai = 100

rJ.\;~ao..~a1'a:u kiJ."'1£~ro"1.1radan
terukur target penanganannya
serta sesuai dengan target dan
ukuran kinerja?

Apakah mitigasi
risiko dijalankan
etah didirkurrg
dengan
dokumentasi
yang memadai

'----Ill Nilai = 30 !
Tidak

I--

Penentuan nilai realisasi mitigasi risiko dilakukan dengan menggunakan
bagan sederhana sebagai berikut:

mitigasi risiko, dengan rumus sebagai berikrrt:



*Keterangan:
Nilai pengurang ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
apabila jumlah IKUstatus kuning dibandingkan dengan jumlah IKUyang
menjadi target dalam periode tersebut ntlairtya maksimal 10%, nilai
dikurangi 10.

nU:cU rI:.Hl;[,UlcUl!:)

Maksimal -20*

Nilai tidak
ikurangi

Nilai-40

,--Y_a---ll~~_laitid~
cukurangr

I~~.~~_semua
Y a """J ""'-'.l.GU' I- berdarnpak negatif -

Ya
Apakah I'Nilai -= 1:00 r-- tinggi telah dikelola

risikonya ataudokumen
penilaian telah diidentifikasi I

dalam profil risiko Tidak Ikinerja dalam
dokurnen OPD

-
perencanaan
telah
ditetapkan dan
dilanorkan

Tidakl Nilai= 0 I III Apakah 5clur-uh
Tidak IKU pada SS OPD Id

telah mencapai .__
tare:et

I ,t!t _,:_~_._ .__.....__._ I I I

denganPenentuan nilai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dilakukan
menggunakan bagan sederhana
sebagai beriku t:

Utama (IKU) pada sasaran strategi Perangkat Daerah berdasarkan
pengelolaan kinerja sesuai dokumen perencanaan. Nilai pencapaian kinerja
Perangkat Daerah tersebut akan dila1rokan penyesuaian apabila terjadi
kejadian negatif yang berdampak tinggi bagi organisasi yang belum dikelola
risikonyajtidak diidentifikasi risikonya dalam profit risiko Perangkat
Daerah.

4) Nilai Bagian Terinci pada Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko
Bagian terinci dari komponen hasil penerapan manajemen risiko adalah
elemen pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Nilai pencapaian kinerja
Perangkat Daerah mengacu pada hasil capaian target Indikator Kinerja

Nilai hasil evaluasi terkait keberhasilan menurunkan level risiko
selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B31 [Tabel
2).

Apakah rumusan Ya Nilai tidaklevel risiko residual

~

dikurangi
Ya aktual pada formulir

f--' moniiorinq risiko
jNilai= 100 telah

TidakiApakah konsistenj sarna
Nilai> 0301mitigasi risiko dengan level risiko

yang r- pada formulir
dijalankan analisis risiko
telah eerhasil

I
periode berikutnya

menurunkan (untuk risiko yang
level risiko sama)

Tidak Nilai='0



Tabel2 Perhitungan Nilai Tertimbang
Unsur Penilaian BOBOT NILAI TERTIMBANG

I A B C=AXB
A I KEPEM!MP!NA..l'.f 15% Bl Cl1"\.

l. Komitmen 75% B2 C2
1) Rapat Pimpinan 20% B3 = C3=20%xB3

C4+C5+C6
a. Rapat Komite !viR 10% B4 C4=10%)X1:j4

b. Rapat Komite 10% B5 C5=10%xB5
pelaksana

c. Rapat OPD 80% B6 C6=80%xB6

2) Dukungan Sumber 40% B7=C8+C9 C7=40%xB7
Daya
a. Dana 50% B8 C8=50%xB8

Implementasi
1. Pengenibangan r-n('\l 'r'l,"",- .("'"'\... r\, . ~... ...

C9=50%xB9u. -..IV-I 0 D';:7-~ .LVT ~.l .L

SDM
a)Pegawai yang 70% B10 C10=70%xB10
mengikuti
pelatihan MR

b) In house 30% B11 C11=30%xBl1
Training MR

3) Dukungan perangkat 40% B12=C13+C C12=40%xB12
penerapan 14+C15

a. Prinsip, kerangka, 25% B13 C13=25%Xb13
strategi dan
kebijakan MR

b. Organisasi dan 50% B14 C14=50%xBI4
prosedur i tata
Kerja

c. Dokumentasi MR 25% B15 CI5=25%xBI5

2. Pemahaman 25% B16 C16=25%xB16

2. Langkah II : Menentukan Nilai Tertimbang Komponen Penilaian Manajemen
Risiko
Menentukan nilai tertimbang komponen penilaian manajemen risiko dilakukan
setelah diperoleh nilai setiap bagian terinci seperti pada Langkah I sebelumnya.
Setelah itu untuk mendapatkan nilai tertimbang komponen penilaian, langkah
yang hams dilakukan adalah mengalikan nilai hasil evaluasi setiap bagian
terinci dengan bobotnya masing-masing sebagaimana terangkum pada Tabel2.

apabila jumlah fKU status kuning dibandingkan dengan jurnlah IKUyang
menjadi target dalam periode tersebut nilainya lebih dari 10%, nilai
dikurangi 20.
Sumber data: Dokumen Perencanaan dan Loss Event Database pada
Perangkat Daerah yang bersangkutan. Nilai hasil evaluasi terkait
pencapaian kinerja Perangkat Daerah selanjutnya akan dimasukkan
dalam Langkah II sebagai B33 (Tabe12).



Sedangkan C16 dihitung dengan mengalikan bobot (25%) dengan total Nilai
Pemahaman (B16).

Dimana C2 dihitung dengan mengalikan bobot (75%) dengan total Nilai
Komitmen (B2).

Perhitunzan nilai tertimbanz tian-tian komoonen nenilaian oada Tabel 2\.-) V .&..... .... ... .a.

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Untuk merrdapatkan Nilai Tertimbarrg Keperrrimpinan (Cl) dihitung dengan
mengalikan bobot (15%) dengan total Nilai Kepemimpinan (B1).

1) Komite Manajemen 30% B17 CI7=30%xBI7
Risiko

2) Komite Pelaksana 30% B18 C18=30%xB 18

3) Pemilik risiko 20% B19 C19=20%xB 19

4) Nilai Pegawai Internal 20% B20 C20=20%xB20
Lainnya

B. PROSES l\4.4.NAJEMEN R!SIKO 45%, 821 e",1~ ......
1. Penetapan Konteks 15% B22 C22= 15%xB22

2. Identifikasi risiko 30% B23 C23=30%xB23

3. Analisis risiko 10% B24 C24= 10%xB24

4. Evaluasi risiko 5% B25 C25=5%xB25

5. Mitigasi risiko 25% B26 C26=25%xB26

6. Monitoring dan reviu 5% B27 C27=5%xB27
,..., Komurrikasi dan 10% B28 C28= lO%xD28I.

Konsultasi

C. AKTIVITASMITIGASI RISIKO 25% B29 C29=25%Xb29

1. Mitigasi risiko yang 70% B30 C30=70%xB30
,..t;.;"., l,...'t"'lIl,.""n-u.l.JtA..l.tA..J,.:a..o..o.~J.

2. Keberhasilan menurunkan 30% B31 C31 =30%xB31
level risiko

D. HASIL PENERAPAN 15%) B32 C32=15%xB32
MANAJEMEN RISIKO
Pencapaian kinerja UPR 100% B33 C33= 100%xB33

NILAlAKHIR C34



C34 = Nilai Tertimbang Kepemimpinan (Cl) + Nilai
Terttrnbang Proses MR (C21.) + Nilai Tertimbang Aktivitas

"' ~. ._,,,

3. Langkah HI : Menghitung Nilai Akhir
Untuk mendapatkan nilai akhir/fingkat kematangan penerapan manajemen
risiko (C34) dihitung dengan menjumlahkan nilai tertimbang tiap-tiap
komponen penilaian dengan rumus sebagai berikut:

Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Hasit Penerapan Manajemen Risiko tC32')
dihitung dengan mengalikan bobot (15%) dengan total Nilai HasH Penerapan
Manajemen Risiko (B32).

. 829- =- 'Ntlai . Tertimbang' . Penanganan ...Rislko -yang-­
Dijalankan (C30) + Nilai Tertimbang Keberhasllan
Menururikan Level Risiko (C31)

Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Aktivitas Mitigasi Risiko (C29} dihitung
dengan mengalikan bobot (25%) dengan total Nilai Aktivitas Mitigasi Risiko
(B29).

Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Proses Manajemen Risiko (C21)
dihitungdengan mengalikan. bobot (45%) dengan total Nilai Proses Manajemen
Risiko (B2 1)...

(C19) + Ni.laiTertimhang [~eg:.twai Internal I.ainnyn lC20)

816 = Nilai Tert imhang Pcmilik Risrkof Ct7) +- Nilai 'I'ertunbang
Koordinator MR (CU3)+ Nilai Tert imbang Adrntrust.rato r MR



orgamsasi.
5. Risk Enabled

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu
mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu secara
berkala, dan menempatkan langkah mitigasi atas keseluruhan risiko, serta
melakukan pemantauan atas langkah mitigasi risiko-risiko yang
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Upaya pemantauan atas langkah
mitigasi risiko yang dijalankan tersebut dilakukan oleh seluruh pihak dalarn

4. Risk Managed
Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu
mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu secara
berkala, dan menempatkan langkah mitigasi atas keseluruhan risiko. Upaya
pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang dijalankan tersebut dilakukan
oleh seluruh pihak dalam organisasi, namun hanya pihak yang paling
bertanggung jawab secara langsung terhadap risiko yang mampu memberikan

kemungkinan dilakukan pemantauan yang tepat atas keterkaitan risiko
dengan sistem pengendalian 'yang ada dalam organisasi.

3. Risk Defined
Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu
mengidentifikasi dan menetapkan risiko-risiko kunci, melakukan reviu secara
berkala, dan menempatkan langkah rnitigasi atas risiko- risiko kunci dalam
organisasi.
Namun upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang dijalankan

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki sistem
pengendalian yang masih cukup terbatas atau bahkan tidak ada sarna sekali,
sehingga tidak diketahui keterkaitan antara sistem pengendalian yang ada
terhadap risiko-risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan
organisasi.

2. Risk Aware
Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah memiliki
sistem pengendalian yang cukup namun belum seluruhnya dapat dikaitkan

Levell: 0 - 29,99 Risk Naive
Level 2 : 30 - 54,99 Risk Aware
Level 3 : 55 - 74,99 Risk Defined
Level4 : 75 - 89,99 Risk Managed
Level 5 : 90 - 100 Risk Enabled
Model Kematangan Manajemen Risiko yang menunjukkan tingkat kematangan
organisasi dalam menjalankan proses manajemen risiko dijelaskan sebagai
berikut:

C. TINGKAT KEMA'fANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISTKO
Dari nilai akhir yang diperoleh selanjutnya dikonversikan kedalarn yudisium
berupa Model Kematangan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Walikota
Kota Langsa Nomor ..... jTh ..... tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko
Sektor Pemerintahan Berbasis ISO 31000 di Lingkungan Kota Langsa yang
menunjukkan tingkat kematangan organisasi dalarn menjalankan proses
manajemen risiko yang



Tabe13 . TingkatKematanganPenerapan ManajemenRisiko

Parameter Penilaian

Tingkat Kepemimpinan Proses Aktivitas Hasil
Kematangan Manajemen Mitigasi risiko Penerapan

Risiko Manajemen
Risiko

Belum Sadar Komitmen dan Proses Jumlah Keberhasilan
Risiko (Risk Pemahaman Manajemen Persentase Pencapaian
Naive) Pimpinan Risiko mitigasi yang Tujuan Strategis

Terhadap dilaksanakan Dilaksanakan sangat rendah
implementasi secara sanga t Dan
Manajemen tidak lengkap Keberhasilan
Risiko sangat dan identifikasi Penurunan level
Rendah sangat tidak Risiko sangat

komprehensif rendah

Sadar Risiko Komitmen dan Proses Jumlah Keberhasilan
(Risk Aware) Pemahaman Manajemen Persentase Pencapaian

Pimpinan Risiko mitigasi yang Tujuan
Terhadap dilaksanakan Dilaksanakan Strategis
implementasi secara tidak Dan Rendah
Manajemen lengkap dan Keberhasilan
Risiko rendah identifikasi Penurunan

tidak level Risiko
kornprehensif rendah

Risiko Kornitmen dan Proses Jumlah Keberhasilan
Ditetapkan Pemaharnan Manajemen Perseritase Pencapaian
(Risk Defined) Pimpinan Risiko rnitigasi yang Tujuan

Terhadap dilaksanakan Dilaksanakan Strategis
implernentasi secara cukup Dan Sedang
Manajemen lengkap dan Keberhasilan
Risiko sedang iden tifikasi Penurunan level

cukup Risiko Sedang
komprehensif

Risiko Dikelola Komitmen dan Proses Jumlah Keberhasilan
(Risk Pemahaman Manajernen Persentase Pencapaian
Managed)

mitigasi yang Tujuan strategisPimpinan Risiko
Terhadap dilaksanakan Dilaksanakan tinggi
implementasi secara lengkap Dan
Manajemen dan Keberhasilan
Risiko tinggi identifikasi Penurunan Level

komprehensif Risiko Tinggi

Dapat Komitrnen dan Proses Jumlah Keberhasilan
Menangani Pemahaman Manajemen Persentase Pencapaian
Risiko (Risk Pimpinan Risiko rnitigasi yang Tujuan
Enabled) Terhadap dilaksanakan Dilaksanakan Strategis sangat

implementasi secara sangat Dan tinggi
Manajemen lengkap dan Keberhasilan
Risiko sangat Identifikasi penurunan level
Tinggi Sangat Risiko sanga t

komprehensif tinggi

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di gambarkan dalam tabe13
sebagai berikut:

organisasi, dan seluruh pihak dalam organisasi mampu memberikan jaminan
atas keefektifan proses manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam
organisasi.



SYARIDIN

'fPj. WALIKOT~ LANG~

•

Pedoman Penilaian ini dimaksudkan sebagai panduan bagi auditor Inspektorat
Kota Langsa dalam melaksanakan penilaian tingkat kematangan penerapan manajernen
risiko di lingkungan KotaLangsa.

Pedoman Penilaian ini akan ditinjau secara periodik agar selalu sesuai dengan
perkembangan.
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